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Buku Bunga Rampai Etika dan Hukum dalam Manajemen Keperawatan ini

hadir sebagai sebuah upaya untuk mengangkat pentingnya pemahaman etika dan
hukum dalam manajemen keperawatan. Seiring dengan perkembangan zaman, profesi
keperawatan semakin dihadapkan pada tantangan yang semakin kompleks, baik dalam
hal teknis maupun moral. Melalui buku ini, kami berusaha untuk memberikan wawasan
yang lebih mendalam mengenai isu-isu etika dan hukum yang harus diperhatikan oleh
para perawat dalam memberikan pelayanan kesehatan. Setiap bab dalam buku ini
disusun dengan cermat, berfokus pada peran perawat dalam menjalankan tanggung
jawab hukum dan etik mereka, serta dampaknya terhadap kualitas pelayanan
kesehatan yang diberikan kepada pasien.

Buku ini terdiri dari tujuh bab yang membahas berbagai topik penting, mulai
dari implementasi hak pasien dalam keperawatan, tanggung jawab hukum perawat
dalam pelayanan kesehatan, hingga etika dalam pengambilan keputusan klinis.
Pembahasan yang disajikan mencakup berbagai dimensi keperawatan yang
melibatkan aspek hukum, etika, dan kebijakan dalam praktik sehari-hari. Kami berharap
pembaca, khususnya para tenaga kesehatan dan praktisi keperawatan, dapat
memperoleh pemahaman yang lebih baik mengenai bagaimana menjalankan tugasnya
dengan penuh tanggung jawab dan integritas, serta memahami betul hak-hak pasien
yang harus dijaga.

Kami mengucapkan terima kasih kepada semua penulis yang telah berkontribusi
dengan pemikiran dan pengalaman mereka yang berharga. Buku ini diharapkan dapat
menjadi referensi yang berguna bagi pengembangan pengetahuan dalam praktik
keperawatan, terutama dalam aspek etika dan hukum. Semoga buku ini memberikan
manfaat yang besar bagi para perawat, mahasiswa keperawatan, serta tenaga medis
lainnya dalam meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan yang lebih profesional dan
bermartabat.

Editor
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A. Pendahuluan/Prolog

Kesehatan merupakan hal yang sangat penting dalam kehidupan. Tanpa
kesehatan manusia tidak dapat beraktivitas secara optimal. Menyadari arti dan peran
penting kesehatan. Pemerintah melalui Departemen Kesehatan turut berperan
dalam melaksanakan pembangunan kesehatan yang berkesinambungan dalam
upaya bersama-sama mencapai kesehatan yang setinggi-tingginya dengan cara
meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan di Rumah Sakit. Pelayanan kesehatan
yang baik, bermutu, profesional, dan diterima pasien merupakan tujuan utama
pelayanan rumah sakit (As'ad Sunggu, 2014).

Berdasarkan UU Nomor 44 Tahun 2009 Tentang Rumah Sakit, Pasal 1; Rumah
Sakit adalah institusi pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan
kesehatan perorangan secara paripurna yang menyediakan perawatan rawat inap,
rawat jalan, dan gawat darurat. Kondisi Gawat darurat adalah keadaan pasien yang
membutuhkan tindakan medis segera, guna menyelamatkan nyawa dan
pencegahan kecacatan lebih lanjut. Sedangkan yang dimaksud pelayanan
"kesehatan paripurna” adalah pelayanan kesehatan yang meliputi pelayanan
kesehatan promotif, preventif, dan rehabilitatif (UU Nomor 44 Tahun 2019 ayat 3).

Jenis pelayanan kesehatan diatas tercantum dalam Undang Undang Nomor
36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan Pasal 1, yaitu: Pelayanan kesehatan Promotif
adalah suatu kegiatan atau serangkaian kegiatan pelayanan kesehatan yang lebih
mengutamakan kegiatan yang bersifat promosi kesehatan. Pelayanan kesehatan
preventif adalah suatu kegiatan pencegahan terhadap suatu masalah kesehatan
atau penyakit. Pelayanan kesehatan rehabilitatif adalah kegiatan dan serangkaian
kegiatan untuk mengembalikan bekas penderita ke dalam masyarakat sehingga
dapat berfungsi lagi sebagai anggota masyarakat yang berguna untuk dirinya dan
masyarakat semaksimal mungkin sesuai dengan kemampuannya. Pelayanan
kesehatan tradisional adalah pengobatan atau perawatan dengan cara dan obat
yang mengacu pada pengalaman dan keterampilan turun temurun serta empiris
yang dapat dipertanggungjawabkan dan diterapkan sesuai dengan norma yang
berlaku di masyarakat (UU Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, Pasal 1).

Implementasi Hak Pasien Dalam Keperawatan 1
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Pelayanan kesehatan disediakan oleh dokter, perawat, dan tenaga ahli
kesehatan lainnya. Tenaga ahli kesehatan adalah setiap orang yang mengabdikan
diri dalam bidang kesehatan serta memiliki pengetahuan dan keterampilan melalui
pendidikan dibidang kesehatan yang untuk jenis tertentu memerlukan kewenangan
untuk melakukan upaya kesehatan (UU Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan,
ayat 6). Setiap tenaga kesehatan yang bekerja di rumah sakit harus bekerja dengan
standar profesi, standar pelayanan rumah sakit, standar prosedur operasional yang
berlaku, etika profesi, menghormati hak pasien dan mengutamakan keselamatan
pasien (UU No 44 Tahun 2009 Tentang Rumah Sakit).

Hak pasien dalam Undang Undang Rumah Sakit tercantum pada Pasal 32,
Setiap pasien mempunyai hak, diantaranya; 1) Memperoleh informasi mengenai tata
tertib dan peraturan yang berlaku di Rumah Sakit; 2) Memperoleh informasi tentang
hak dan kewajiban pasien; 3) Memperoleh pelayanan yang menusiawi, adil, jujur,
dan tanpa diskriminasi; 4) Memperoleh pelayanan kesehatan yang bermutu sesuai
dengan standar profesi dan standar prosedur operasional; 5) Memperoleh
pelayanan yang efektif dan efisien sehingga pasien terhindar dari kerugian fisik dan
materi; 6) Mengajukan pengaduan atas kualitas pelayanan yang didapatkan.

Pemerintah turut berperan dalam mengawasi pelayanan kesehatan di rumah
sakit dengan mengatur adanya komite medik. Komite medik adalah perangkat
rumah sakit untuk menerapkan tata kelola klinis (c/inical governance) agar staf medis
di rumah sakit terjaga profesionalismenya melalui mekanisme kredensian,
penjagaan mutu profesi medis, dan pemeliharaan etika dan disiplin profesi medis
(Bhekti Suryani, 2013). Komite medik merupakan organisasi non struktural yang
dibentuk dirumah sakit oleh kepala atau direktur rumah sakit. Ketentuan mengenai
perencanaan, pengadaan, pendayagunaan, pembinaan dan pengawasan mutu
tenaga kesehatan diatur dalam Peraturan Pemerintah (Soekidjo Notoatmodjo
dalam Bhekti Suryani, 2013).

Penyelenggaraan pelayanan kesehatan dilaksanakan secara
bertanggungjawab, aman, bermutu, merata dan nondiskriminatif. Setiap orang
berhak menerima atau menolak sebagian atau seluruh tindakan pertolongan yang
akan diberikan kepadanya setelah menerima dan memahami informasi mengenai
tindakan yang akan diberikan tenaga kesehatan tersebut secara lengkap. Pasien
dalam pelayanan medis merupakan orang yang memerlukan pertolongan dokter
karena penyakitnya. Sedangkan dokter adalah orang yang akan memberikan
pertolongan karena kemampuan profesinya yang dianggap mampu mengobati
penyakit.

Harus diakui masyarakat Indonesia masih belum terbiasa secara aktif
mendapatkan informasi dalam penggunaan pelayanan medis. Umumnya pasien
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menyerahkan sepenuhnya kepada dokter mengenai pelayanan medis yang akan
diterima oleh dirinya. Hubungan hukum yang terjadi antara dokter dan pasien
terjadi ketika dokter menerima pasiennya. Hubungan ini pada umumnya berada
dalam posisi yang tidak seimbang. Disatu sisi ada orang yang memerlukan
pertolongan yaitu pasien dan orang yang diharapkan memberikan pertolongan
yaitu dokter. Dalam hubungan yang demikian, dokter diharapkan akan bersikap
bijaksana dan tidak memanfaatkan kelemahan pasien sebagai keuntungan bagi
dirinya sendiri.

Pelaksanaan peran, baik itu merupakan hak maupun kewajiban ataupun
kekuasaan, akan selalu melahirkan suatu tanggung jawab baik diminta ataupun
tidak diminta selain itu dokter juga memiliki kewajiban moral untuk menghormati
hak pasiennya sebagai manusia (Danny Wiradharma, 1996).

Hak-hak yang dimiliki pasien tersebut juga tercantum pada Undang- Undang
Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran, yang berisi: hak-hak pasien
adalah mendapatkan penjelasan secara lengkap tentang tindakan medis, meminta
pendapat dokter, dokter gigi dan dokter dibidang lain, mendapatkan pelayanan
sesuai dengan kebutuhan medis, menolak tindakan medis, dan mendapatkan isi
rekam medis.

Pasien sebagai orang yang memiliki masalah kesehatan berhak memperoleh
pelayanan kesehatan yang sebaik-baiknya, tenaga kesehatan harus mendahulukan
pelayanan kesehatan sebagai bentuk pengabdiannya terhadap masyarakat dari
pada kepentingan pribadi. Dalam menjalankan tugasnya, bagi dokter berlaku
"Aegroti Salus Lex Suprema’, yang berarti keselamatan pasien adalah hukum yang
tertinggi (Jusuf Hanafiah & Amri Amir, 2013).

Tetapi yang terjadi ketika pasien rawat inap di Rumah Sakit membutuhkan
penanganan khusus diwaktu yang tidak dapat ditentukan, dokter sebagai pemberi
pelayanan medis terhadap pasien tidak berada di tempat Salah satu contoh tentang
lemahnya pemenuhan hak pasien di Rumah Sakit ditemukan pasien yang
membutuhkan penanganan khusus oleh dokter, tetapi dokter tidak berada
ditempat. Contoh kasus keluarga pasien yang membutuhkan penanganan medis
yang mengalami penyakit lupus, keadaan bukan semakin membaik tapi semakin
parah diajak berbicara tidak nyambung, respon perawat lambat dan perawat kurang
bisa menghargai pasien dan itu terjadi di ruangan kenanga di Rumah Sakit.

Pelayanan kesehatan di Rumah Sakit harus dilengkapi dengan fasilitas
pelayanan medis serta didukung oleh sumber daya manusia yang profesonal.
Adapun yang harus dilaksanakan oleh pasien sebelum dilakukannya perjanjian rawat
inap di Rumah Sakit adalah pihak pasien dan pihak rumah sakit bernegosiasi secara
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lisan terkait perjanjian yang akan disepakati mengenai biaya perawatan selama
pasien dirawat di rumah sakit.

Kesepakatan antara pihak pasien dan pihak rumah sakit dimuat dalam suatu
perjanjian. Perjanjian rawat inap yang terjadi antara pihak pasien dengan pihak
Rumah Sakit yang dibuat secara tertulis, tidak pernah diberikan secara lisan.
Perjanjian ini merupakan perjanjian standar atau baku (Standard contract) perjanjian
ini bentuknya tertulis berupa formulir-formulir yang isinya telah distandarisasi atau
dibakukan terlebih dahulu secara sepihak oleh produsen, serta bersifat masal, tanpa
mempertimbangkan perbedaan kondisi yang dimiliki oleh konsumen (Djaja S.
Meliala, 2012).

Kontrak ini tidak terlepas dari ketentuan hukum yang terdapat dalam Pasal
1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang telah mengatur tentang syarat
sahnya suatu perjanjian, yaitu; 1) kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya; 2)
kecakapan untuk membuat suatu perikatan; 3) suatu pokok persoalan tertentu; 4)
suatu sebab yang tidak terlarang.

Sehubungan dengan perjanjian pasien yang diberikan terhadap pihak Rumah
Sakit melalui perjanjian tertulis yang dikenal dengan istilah informed consent yaitu
kesepakatan atau persetujuan pasien atas usaha medis yang dilakukan untuk
menolong dirinya disertai informasi atas segala resiko yang mungkin terjadi.
Keberadaan informed consent pada hakikatnya merupakan penerapan asas setiap
manusia mempunyai hak untuk berperan serta dalam mengambil keputusan dalam
menyangkut dirinya sendiri. Begitupun pasien yang ingin mengikatkan diri terhadap
kontrak yang akan disetujuinya dalam perjanjian tertulis tersebut.

Berdasarkan teori dan beberapa pendapat mengenai /informed consent,
maka /nformed consent merupakan bentuk kesepakatan antara dokter dan pasien
dalam melakukan suatu tindakan medik, yaitu dalam bentuk formulir sebagai proses
komunikasi dalam mencapai suatu kesepakatan, apakah pasien menerima suatu
tindakan medik yang diberikan dokter ataupun menolaknya berdasarkan hak
pasien. Penandatanganan persetujuan dilaksanakan oleh pasien atau keluarga
pasien dengan petugas di instalasi administrasi rumah sakit. Instalasi administrasi
merupakan unit pelayanan yang menyelenggarakan kegiatan administrasi pasien,
diantaranya informasi tentang identitas pasien, perhitungan perincian tagihan biaya
perawatan layanan pasien rawat inap, serta prosedur pelayanan bagi pasien rawat
inap (Nydia Andriani, 2014).

Tujuan dari kegiatan administrasi yang dilakukan di rumah sakit antara lain;
1) Menentukan persyaratan pasien bisa masuk ke rumah sakit; 2) Menerima pasien
yang akan masuk bangsal rawat inap; 3) Memproses perpindahan pasien antar
bangsal perawatan di dalam rumah sakit tersebut, antar rumah sakit dan tempat

Bunga Rampai Etika dan Hukum dalam Manajemen Keperawatan



pelayanan kesehatan lainnya; 4) Memproses pemulangan pasien dan kematian
pasien; 5) Memberikan konsultasi keuangan kepada pasien sebelum atau pada awal
pendaftaran (Nydia Andriani, 2014).

Setelah pihak pasien menandatangani atau memberikan persetujuan atas
perjanjian terapeutik, maka pasien atau keluarga pasien menyerahkan bukti
penandatanganan disertai kartu tanda pengenal pasien kepada pihak administrasi
Rumah Sakit Umum.

. Pelaksanaan Hak-Hak Pasien Terhadap Pelayanan Tenaga Kesehatan Di Rumah
Sakit.

Hak-hak pasien yang diperoleh dari Rumah Sakit ditinjau dari Undang-

Undang Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan. Pasal 56 yang berbunyi;

1. Setiap orang berhak menerima atau menolak sebagian atau seluruh tindakan
atau pertolongan yang akan diberikan kepadanya setelah menerima dan
memahami informasi mengenai tindakan tersebut secara lengkap.

2. Hak untuk menerima atau menolak sebagaimana dimaksudkan pada ayat (1)
tidak berlaku pada :

a. Penderita penyakit yang penyakitnya dapat secara cepat menular ke dalam
masyarakat yang lebih luas.

b. Keadaan seseorang yang tidak sadarkan diri.

c. Gangguan mental berat.

3. Ketentuan mengenai hak menerima atau menolak sebagaimana dimaksud pada
ayat 1 diatur sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Pasal 57:

1. Setiap orang bersedia atas rahasia kondisi kesehatan pribadinya yang telah
dikemukakan kepada penyelenggara pelayanan kesehatan.

2. Ketentuan mengenai hak atas rahasia kondisi kesehatan pribadi sebagaimana
dimaksud pada ayat 1 tidak berlaku dalam:

a. Perintah Undang-Undang

b. Perintah pengadilan

c. Izin yang bersangkutan

d. Kepentingan masyarakat; dan

e. Kepentingan orang tersebut.
Pasal 58:

1. Setiap orang berhak menuntut ganti rugi terhadap seseorang, tenaga
kesehatan, dan/atau penyelenggara kesehatan yang menimbulkan kerugian
akibat kelalaian atau kesalahan dalam pelayanan kesehatan yang diterimanya.
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2. Tuntutan ganti rugi sebagaimana telah diatur pada ayat 1 tidak berlaku bagi
tenaga kesehatan yang melakukan tindakan penyelamatan nyawa atau
pencegahan kecacatan orang dalam keadaan darurat.

3. Keadaan mengenai tata cara pengajuan tuntutan sebagaimana dimaksud pada
ayat 1 diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pada Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit Pasal 32
memuat tentang hak-hak yang dimiliki oleh pasien, diantaranya; 1) Memperoleh
informasi mengenai tata tertib dan peraturan yang berlaku di Rumah Sakit; 2)
Memperoleh informasi tentang hak dan kewajiban pasien; 3) Memperoleh
pelayanan yang manusiawi, adil, jujur, dan tanpa diskriminasi; 4) Memperoleh
pelayanan kesehatan yang bermutu sesuai dengan standar profesi dan standar
prosedur operasional; 5) Memperoleh pelayanan yang efektif dan efisien sehingga
pasien terhindar dari kerugian fisik dan materi; 6) Mengajukan pengaduan atas
kualitas pelayanan yang didapatkan.

Dari isi Undang-Undang Nomor 44 tahun 2009 tentang Rumah Sakit yang
memuat tentang pasien berhak memperoleh pelayanan kesehatan yang bermutu
sesuai dengan standar profesi dan prosedur operasional serta mendapatkan
pelayanan kesehatan yang efektif dan efisien sehingga pasien terhindar dari
kerugian fisik dan materi di rumah sakit. Sedangkan pada Pasal 58 Undang-Undang
Nomor 36 tentang Kesehatan mengatur  tentang perlindungan pasien
terhadap pelayanan kesehatan yang telah diberikan oleh pihak Rumah Sakit.
Pelayanan kesehatan terhadap pasien dengan penuh tanggung jawab, aman, dan
bermutu tentu tidak dapat terwujud tanpa adanya tenaga ahli kesehatan yang
profesional dalam sebuah instansi rumah sakit, diantaranya tersedia tenaga tetap
medis seperti dokter, perawat dan paramedis.

Pelaksanaan pelayanan kesehatan terhadap pasien di Rumah tidak terlepas
dari adanya komitmen dari perawat untuk memberikan pelayanan terbaik kepada
pasien. Pelayanan keperawatan di rumah sakit merupakan suatu faktor penentu
bagi mutu pelayanan rumah sakit dimata masyarakat. Kinerja perawat dapat dilihat
dari pelayanan yang diberikannya terhadap pasien di rumah sakit, karena perawat
ialah tenaga kesehatan yang paling dekat dengan pasien selama 24 jam. Selain
perawat, dokter yang merupakan tenaga ahli kesehatan yang memiliki wewenang
dan tanggung jawab memeriksa dan memberikan pelayanan kesehatan terhadap
pasien rawat inap di Rumah Sakit.

Hak pasien di Rumah Sakit diatur dalam Undang-Undang Nomor 44 Tahun
2009 tentang Rumah Sakit. Pertama, hak pasien itu adalah berhak mendapatkan
informasi tentang tata tertib dan peraturan yang berlaku dirumah sakit,
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memperoleh informasi tentang hak dan kewajiban pasien. Pihak Rumah Sakit telah
memberikan informasi tersebut secara tertulis.

Kedua, hak mendapatkan pelayanan medis bermutu sesuai dengan standar
profesi dan standar prosedur operasional. Pihak Rumah Sakit memberikan
pelayanan dengan menyediakan dokter bedah, dokter umum, dan perawat. Ketiga,
hak pasien mendapatkan pelayanan yang efektif dan efisien sehingga pasien
terhindar dari kerugian fisik dan materi. Pada kenyataan yang terjadi di Rumah Sakit,
banyak kejadian-kejadian yang tiba-tiba muncul terhadap pasien yang sangat
membutuhkan pertolongan dari tenaga medis pada waktu tertentu, sedangkan
yang terlihat masih kurang efektifnya pelayanan kesehatan yang diberikan, jam
besuk dokter terhadap pasien rawat inap serta minimnya jumlah dokter jaga yang
bertugas di Rumah Sakit menyebabkan terjadinya berbagai masalah yang
dikeluhkan oleh pasien.

Keempat, hak pasien memilih dokter dan kelas perawatan sesuai dengan
yang diinginkan, pihak Rumah Sakit menyediakan kelas perawatan sesuai dengan
yang diinginkan pasien dan pada kenyataannya dokter yang menangani pasien di
Rumah Sakit merupakan dokter spesialis yang telah ditentukan oleh rumah sakit
seuai dengan jenis penyakit yang diderita oleh pasien.

Kelima, hak pasien meminta konsultasi tentang penyakit yang dideritanya
kepada dokter lain yang memiliki (SIP) baik di dalam maupun di luar rumah sakit.
Pihak Rumah Sakit tidak pernah memberikan larangan terhadap pasien terkait
konsultasi yang dilakukan pasien terhadap dokter lain.

Keenam, hak pasien mendapatkan informasi yang meliputi diagnosis dan
tata cara tindakan medis, tujuan tindakan, alternatif tindakan, resiko dan komplikasi
yang kemungkinan terjadi, dan perkiraan biaya pengobatan. Pihak Rumah Sakit
memberikan informasi mengenai diagnosis, dan tujuan tindakan serta perkiraan
biaya pengobatan pada bagian administrasi rumah sakit, dan pada kenyataan yang
terjadi pasien mengeluh atas lamanya menunggu hasil diagnosis mengenai
penyakit yang diderita oleh pasien sehingga pasien harus menunggu setelah itu
baru mendapatkan tindakan medis selanjutnya.

Ketujuh, hak memberikan persetujuan dan penolakan tindakan medis yang
akan dilakukan terhadap penyakit yang dideritanya. Pihak rumah sakit telah
mempersiapkan surat persetujuan ataupun penolakan tindakan medis (/nformed
consent).

Kedelapan, hak pasien didampingi keluarga dalam keadaan kritis, pihak
Rumah Sakit mempersilahkan satu orang anggota keluarga pasien yang
mendampingi pasien dalam keadaan kritis.
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Kesembilan, hak pasien mengadukan keluhan terhadap pelayanan rumah
sakit yang tidak sesuai dengan standar pelayanan kesehatan dan keluhan yang
dialami pasien. Pengaduan pasien di Rumah Sakit dapat dilakukan dengan
memberikan surat keluhan dalam kotak saran yang telah disediakan oleh pihak
Rumah Sakit.

Keselamatan pasien merupakan hal yang paling utama dalam setiap rumah
sakit. Masyarakat tentunya memiliki pandangan bahwa keterlambatan pelayanan
yang dilakukan oleh tenaga kesehatan akan menjadikan penentu bagi mutu yang
diberikan terhadap pasien dan pada dasarnya akan menjadi acuan dalam menilai
kualitas pelayanan yang diberikan oleh rumah sakit dimata masyarakat.

. Hambatan Pemenuhan Hak Pasien di Rumah Sakit.

8

Penerapan Undang-Undang Nomor 44 tahun 2009 tentang Rumah Sakit
yang memuat tentang pasien berhak memperoleh pelayanan kesehatan yang
bermutu sesuai dengan standar profesi dan prosedur operasional, serta
mendapatkan pelayanan kesehatan yang efektif dan efisien sehingga pasien
terhindar dari kerugian fisik dan materi di Rumah Sakit. Dalam memberikan
pelayanan, Rumah Sakit telah mengutamakan kepentingan Pasien sesuai dengan
standar pelayanan di Rumah Sakit dan melaksanakan fungsi sosial antara lain
memberikan fasilitas pelayanan pasien kepada yang tidak mampu/miskin,
pelayanan gawat darurat tanpa uang muka, pelayanan korban bencana dan
kejadian luar biasa dan bukti sebagai misi kemanusiaan. Oleh karena itu, rumah sakit
mengutamakan kesehatan dan keselamatan pasien tanpa melihat status sosial
pasien tersebut.

Keselamatan pasien diatur pula dalam Peraturan Menteri Kesehatan
Indonesia Nomor. 1691/ MENKES/ PER/VII[/2011 tentang Keselamatan Pasien
Rumah Sakit. Dalam Pasal 1 angka 1 menyatakan bahwa, keselamatan pasien rumah
sakit adalah suatu sistem dimana rumah sakit membuat asuhan pasien lebih aman
yang meliputi assemen resiko, identifikasi, dan pengelolahan hal yang berhubungan
dengan resiko pasien, pelaporan dan analisis insiden dan tindak lanjutnya serta
implementasi solusi untuk meminimalkan timbulnya resiko dan mencegah
terjadinya cedera yang disebabkan oleh kesalahan akibat melaksanakan suatu
tindakan atau tidak mengambil tindakan yang seharusnya diambil.

Dalam membangun kesadaran akan nilai keselamatan pasien merupakan hak
bagi pasien dan kewajiban rumah sakit. Pasien berhak mendapatkan pelayanan
kesehatan yang efektif dan efisien sebagaimana telah tercantum dalam Undang-
Undang Nomor 44 tahun 2009 Tentang Rumah Sakit.
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Staf Medik Fungsional adalah kelompok dokter yang bekerja dibidang medis
dalam jabatan fungsional yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada
direktur utama. Staf Medik Fungsional mempunyai tugas melaksanakan diagnosa,
pengobatan, pencegahan akibat penyakit, peningkatan dan pemulihan kesehatan,
penyuluhan, pendidikan, pelatihan, dan pengembangan (Amir Syamsudin, 2018).

Beberapa hambatan yang sering terjadi dalam memenuhi hak pasien
terhadap pelayanan tenaga kesehatan yang diberikan oleh Rumah Sakit, antara lain;
1) Kurangnya jam besuk dokter terhadap pasien yang sedang menjalani perawatan
rawat inap di Rumah Sakit; 2) Kurangnya jumlah dokter jaga di Rumah Sakit
terutama pada malam hari; 3) Sering terjadi keterlambatan pemberitahuan hasil
diagnosa terhadap penyakit yang dialami pasien di Rumah Sakit; 4) Pelayanan
perawat yang kurang komunikatif terhadap pasien di Rumah Sakit. Pasien sebagai
masyarakat yang memiliki hak untuk mendapatkan pelayanan yang sebaik-baiknya
sangat mengeluhkan kurangnya tenaga dokter yang berada di ruangan khususnya
pada saat malam hari.

.Upaya Yang Dapat Dilakukan Pasien Terhadap Hak Yang Tidak Terlaksana di
Rumah Sakit.

Dalam memberikan pelayanan kesehatan masyarakat, apabila terjadi
wanprestasi, akan diselesaikan melalui musyawarah dan perdamaian dengan
meyakinkan pihak pasien maupun keluarga, bahwa apa yang dilakukan oleh dokter
telah sesuai dengan prosedur tindakan medik.

Pasien mempunyai hak untuk melaporkan keluhan terhadap pelayanan
rumah sakit yang tidak sesuai dengan standar pelayanan kesehatan, dan keluhan
atas kualitas pelayanan yang dialami pasien. Pengaduan pasien tersebut dapat
dilakukan dengan memberikan surat keluhan dalam kotak saran yang telah
disediakan pihak Rumah Sakit.

Pertanggung jawaban atas pelayanan medis harus dilakukan penelitian
terlebih dahulu, apabila kesalahan dilakukan oleh dokter, maka rumah sakit
bertanggungjawab secara umum dan dokter sebagai pelaksana tindakan medis
dapat dikenakan sanksi. Seorang dokter harus membandingkan tujuan tindakan
medik dengan resiko dari tindakan tersebut dengan resiko yang terkecil.

Selain itu peraturan tentang ganti rugi juga tertulis pada Undang-Undang
Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan pada Pasal 58 yang berbunyi ; 1) setiap
orang berhak menuntut ganti rugi terhadap seseorang tenaga kesehatan dan/atau
penyelenggaraan kesehatan yang menimbulkan kerugian akibat kesalahan atau
kelalaian dalam pelayanan kesehatan yang diterimanya; 2) Tuntutan ganti rugi
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku bagi tenaga kesehatan yang
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melakukan tindakan penyelamatan nyawa atau pencegahan kecacatan seseorang
dalam keadaan darurat; 3) Ketentuan mengenai tata cara pengajuan tuntutan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.

Tanggung jawab yang dilakukan pihak rumah sakit apabila terjadi pelayanan
yang tidak sesuai dengan peraturan di rumah sakit oleh dokter, maka pasien yang
menderita kerugian dapat menuntut ganti rugi kepada pihak rumah sakit. Pasien
yang merasa dirugikan atas pelayanan kesehatan dapat menyampaikan pengaduan
kepada direktur Rumah Sakit, kemudian ke komite medik dengan memberikan
keterangan mengenai hal yang diadukan atau dirugikan dari pelayanan dokter atau
tenaga medis lainnya, kemudian Direktur Rumah Sakit akan memanggil kedua belah
pihak yaitu pasien dan dokter untuk dimintai keterangan tentang masalah apa yang
terjadi diantara keduanya dan akan mencari penyelesaian masalahnya melalui
mediasi, sesuai dengan Pasal 29 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang
Kesehatan yang berisi Dalam hal tenaga kesehatan diduga melakukan kelalaian
dalam menjalankan profesinya, kelalaian tersebut harus diselesaikan terlebih dahulu
melalui mediasi.

Apabila terbukti bahwa kerugian yang diderita oleh pasien diakibatkan oleh
kelalaian dokter, maka yang bertanggungjawab atas kerugian tersebut adalah
dokter atau rumah sakit sesuai dengan keputusan yang diambil oleh direktur rumah
sakit. tidak ada pemecahan masalah, maka pasien yang mengalami pelanggaran
pelayanan kesehatan oleh pihak rumah sakit dapat melaporkan sengketa tersebut
dapat melaporkan sengketa tersebut ke Dinkes atau (IDI) Bengkulu agar sengketa
tersebut dapat segera diselesaikan. Apabila tetap tidak menemukan pemecahan
masalah atas sengketa tersebut, maka pasien dapat mengadukan hal tersebut
kepada pihak MKDKI sesuai dengan Pasal 66 ayat (1) Undang-Undang Nomor 29
Tahun 2004 tentang Kedokteran untuk selanjutnya ditindak lanjuti.

Keputusan MKDKI melalui sidang pengadilan disiplin dapat menyatakan
bahwa yang diadukan tidak bersalah atau bersalah dengan pemberian sanksi
disiplin. Sanksi disiplin bisa berupa peringatan tertulis, rekomendasi pencabutan
tanda registrasi/izin praktik tau mewajibkan mengikuti pendidikan atau pelatihan di
institusi pendidikan, dan dalam sidang ini dilakukan oleh hakim adhoc. Selain itu,
pengaduan tidak tertulis dibuat oleh pengadu kepada MKDK]I, tidak menutup hak
setiap orang untuk melaporkan adanya dugaan tindak pidana kepada pihak yang
berwenang atau menggugat kerugian ke pengadilan. Apabila dalam pemeriksaan
ditemukan pelanggaran etika, maka MKDKI meneruskan ke organisasi profesi, yaitu
IDI atau Ikatan Dokter Indonesia (Jusuf Hanafia & Amri Amir, 2013).
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Pengaduan harus memenuhi persyaratan sesuai dengan Peraturan Konsil
Kedokteran Indonesia Nomor 2 Tahun 2011 tentang Tata Cara Penanganan Kasus
Dugaan Pelanggaran Disiplin Dokter dan Dokter Gigi, yaitu:

1. Orang atau badan yang mengadukan (pengadu), dokter atau dokter gigi dan
peristiwa yang diadukan harus mengetahui adanya dugaan pelanggaran disiplin
dokter atau dokter gigi. Kepentingannya dirugikan atas tindakan dokter atau
dokter gigi dalam menjalankan praktik kedokteran. Bila ia menunjuk kuasa
pengadu, mka harus membuat surat kuasa.

2. Peristiwa yang diadukan terjadi setelah diundangkannya Undang- Undang
Nomor 29 tahun 2004 tentang Praktik kedokteran pada tanggal 6 oktober 2004.

3. Peristiwa yang diadukan tidak dimaksudkan untuk penyelesaian atas tuntutan
ganti rugi.

4. Keterangan atau informasi dalam pengaduan memuat :

a. Identitas pengadu.

b. Identitas pasien.

c. Nama dan alamat lengkap dokter atau dokter gigi yang diadukan, STR dan SIP
dokter atau dokter gigi yag diadukan.

d. Waktu tindakan dilakukan.

e. Alasan pengaduan yang memuat kronologis peristiwa yang diadukan.

f. Nama saksi-saksi dan keterlibatannya (jika ada).

5. Pengaduan dilakukan secara tertulis. Bila tidak mampu mengadukan secara
tertulis dapat mengadukan secara lisa yang dilakukan di kantor MKDKL

6. Belum pernah diadukan atau diperiksa oleh Dinas Kesehatan Provisi bagi
peristiwa yang diadukan yang terjadi pada masa peralihan sebelum terbentuknya
MKDKI dan setelah diundangkannya Undang- Undang Nomor 29 Tahun 2004
tentang Praktik Kedokteran (Bhekti Suryani, 2013).

Apabila laporan pengaduan yang masuk memenuhi persyaratan, MKDKI
akan menindak lanjutinya dengan melakukan pemeriksaan, bila kemudian
ditemukan pelanggaran etika, lembaga ini akan meneruskan pengaduan ke
organisasi profesi. Keputusan MKDKI bersifat mengikat. Keputusan yang dimaksud
dapat berupa pernyataan tidak bersalah atau memberi sanksi disiplin (Bhekti
Suryani, 2013). Selain mengadu ke MKDKI karena adanya pelanggaran disiplin,
masyarakat juga berhak melaporkan adanya dugaan tindak pidana kepada pihak
berwenang, atau menggugat kerugian perdata ke pengadilan.

. Simpulan

Dapat ditarik kesimpulan hak pasien dalam pelayanan keperawatan, adalah
sebagai berikut ; 1) Hak-hak pasien untuk memperoleh pelayanan kesehatan yang
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sebaik-baiknya dari tenaga kesehatan di Rumah Sakit dirasakan masih belum
maksimal; 2) Upaya pasien yang haknya tidak terpenuhi, pasien dapat melaporkan
keluhan terhadap pelayanan rumah sakit yang tidak sesuai dengan standar
pelayanan kesehatan, dan keluhan atas kualitas pelayanan yang dialami pasien.
Pengaduan pasien tersebut dapat dilakukan dengan memberikan surat keluhan
dalam kotak saran yang telah disediakan.

Pasien yang merasa dirugikan atas pelayanankesehatan  dapat
menyampaikan pengaduan kepada Direktur Rumah Sakit, kemudian ke Komite
Medik dengan memberikan keterangan mengenai hal yang diadukan atau
dirugikan. Pasien yang tidak puas dengan keputusan direktur rumah sakit, dapat
melaporkan secara tertulis kepada MKDKI agar sengketa tersebut dapat segera
diselesaikan.
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A. Pendahuluan/Prolog

Etika dan hukum dalam keperawatan adalah dua pilar utama yang harus
dikuasai oleh setiap perawat untuk memberikan pelayanan kesehatan yang aman
dan berkualitas (Polit, D. F., & Beck, C. T., 2021). Data menunjukkan bahwa di
Indonesia, pelaporan kasus malpraktik dan kelalaian perawat meningkat dari tahun
ke tahun. Berdasarkan laporan Kementerian Kesehatan (Kemenkes, 2023), sebanyak
18% dari 1.243 kasus pelanggaran profesi kesehatan melibatkan perawat, dengan
sebagian besar kasus disebabkan oleh kurangnya pemahaman terhadap standar
etika dan hukum. Fenomena ini menunjukkan adanya kebutuhan mendesak akan
literasi hukum dan etika di kalangan perawat, terutama di tengah perkembangan
sistem pelayanan kesehatan yang semakin kompleks dan transparan.

Di sisi lain, survei yang dilakukan oleh Persatuan Perawat Nasional Indonesia
(PPN, 2022) mengungkapkan bahwa hanya 40% dari 5.000 perawat yang disurvei
merasa yakin telah memahami secara menyeluruh tanggung jawab hukum dalam
profesi mereka. Lebih mengkhawatirkan lagi, sekitar 30% perawat mengaku belum
pernah mendapatkan pelatihan khusus terkait aspek hukum dalam praktik
keperawatan. Padahal, laporan dari American Nurses Association (ANA, 2023)
menyebutkan bahwa risiko hukum dalam praktik keperawatan sangat tinggi,
terutama dalam pengelolaan rekam medis dan pengambilan keputusan darurat,
dengan 45% kasus tuntutan hukum terhadap perawat berasal dari kesalahan
dokumentasi. Hal ini menunjukkan pentingnya kehadiran buku panduan yang dapat
memperkuat wawasan etika dan hukum para perawat (Stokes, L. 2023).

Buku ini mengulas secara mendalam berbagai aspek etika dan hukum yang
relevan dengan manajemen keperawatan, didukung oleh data, teori, dan studi kasus
aktual. Penulis juga merujuk pada laporan Organisasi Kesehatan Dunia (WHO, 2022),
yang menyatakan bahwa hingga 60% tuntutan hukum terhadap tenaga kesehatan
di negara berkembang dapat dicegah melalui pendidikan hukum dan etika yang
lebih baik. Diharapkan, buku ini menjadi sumber referensi yang komprehensif, tidak
hanya untuk memperkaya pemahaman akademik, tetapi juga sebagai alat praktis
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bagi perawat untuk menjalankan tanggung jawab hukumnya dengan

profesionalisme tinggi, sekaligus melindungi hak pasien dan dirinya sendiri.

B. Tanggung Jawab Hukum Perawat

1.

14

Definisi Tanggung Jawab Hukum dalam Konteks Keperawatan

Tanggung jawab hukum perawat merupakan kewajiban untuk memastikan
bahwa setiap tindakan yang dilakukan dalam praktik keperawatan sesuai dengan
hukum dan regulasi yang berlaku. Dalam konteks ini, perawat wajib menjalankan
peran dan fungsinya berdasarkan standar profesi, standar pelayanan, dan
peraturan perundang-undangan. Menurut Sudiyanto, H. (2019), tanggung jawab
hukum dalam keperawatan mengacu pada upaya perawat untuk melindungi
pasien dari risiko atau dampak negatif akibat tindakan medis yang tidak
profesional.

Tanggung jawab hukum ini juga mencakup kewajiban perawat untuk
memahami aspek hukum seperti kewajiban dokumentasi, perlindungan privasi
pasien, serta pelaksanaan tindakan berdasarkan informed consent. Penegasan
hubungan antara tindakan perawat dan regulasi hukum menjadi kunci untuk
memastikan kualitas pelayanan dan mencegah terjadinya pelanggaran (Ilham, R.
et al,, 2018).

. Kewajiban Legal Perawat

Kewajiban Legal Perawat Berdasarkan UU Keperawatan No. 38 Tahun 2014
dijelaskan sebagi berikut:
a. Memberikan Pelayanan Keperawatan Sesuai dengan Standar Profesi
(Pasal 30 Ayat 1)

Perawat wajib memberikan pelayanan keperawatan sesuai dengan
standar profesi yang ditetapkan, termasuk standar kompetensi, standar
pelayanan, dan standar prosedur operasional (Departemen Kesehatan R],
2014). Standar ini bertujuan untuk menjamin bahwa tindakan keperawatan
dilakukan secara profesional dan aman.

Contoh Kasus: Seorang perawat bernama Ani baru saja lulus dari
program keperawatan. Tanpa mengikuti uji kompetensi dan mendapatkan
sertifikat kompetensi serta sertifikat profesi, Ani langsung mulai bekerja di
sebuah klinik swasta. Ani menjalankan berbagai tugas keperawatan seperti
memberikan obat kepada pasien, melakukan perawatan luka, dan menjalankan
prosedur medis lainnya tanpa memiliki sertifikat yang diwajibkan oleh undang-
undang.

b. Menghormati Hak Pasien (Pasal 32)
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Hak pasien meliputi privasi, informed consent, dan hak untuk menolak
atau menerima tindakan medis. Perawat harus menghormati otonomi pasien,
termasuk memberikan informasi yang lengkap sebelum melakukan intervensi
(Departemen Kesehatan RI, 2014).

Contoh Kasus: Ketika seorang pasien menolak pemasangan infus,
perawat harus menghormati keputusan tersebut, kecuali dalam kondisi
darurat. Hal ini sesuai dengan etika profesi dan aturan yang tercantum dalam
UU Keperawatan.

. Mematuhi Kode Etik Keperawatan yang Berlaku (Pasal 30 Ayat 3)

Perawat wajib bertindak profesional sesuai dengan kode etik
keperawatan, yang antara lain mencakup kewajiban menjaga kerahasiaan
pasien dan berperilaku etis dalam semua aspek pelayanan (Sudiyanto, H.,
2019).

Contoh Kasus: Perawat yang memberikan informasi medis pasien
kepada pihak ketiga tanpa persetujuan pasien melanggar kode etik dan dapat
dikenai sanksi administratif.

. Melakukan Dokumentasi Keperawatan yang Akurat (Pasal 33)

Dokumentasi keperawatan adalah bagian penting dari tanggung jawab
hukum perawat. Dokumentasi ini harus mencakup semua tindakan, waktu,
serta respon pasien (Departemen Kesehatan RI, 2014).

Contoh Kasus: Jika seorang pasien mengalami reaksi alergi akibat
pemberian obat, tetapi perawat tidak mencatat pemberian obat tersebut, maka
perawat dapat dimintai pertanggungjawaban karena kelalaian dokumentasi.

. Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Berkelanjutan (Pasal 31)

Pendidikan dan pelatihan  berkelanjutan  diwajibkan  untuk
meningkatkan kompetensi perawat. Hal ini bertujuan untuk menjamin bahwa
perawat selalu memiliki kemampuan yang relevan dengan perkembangan ilmu
dan teknologi kesehatan (Departemen Kesehatan RI, 2014).

Contoh Kasus: Seorang perawat yang mengikuti pelatihan Basic Life
Support (BLS) memiliki keterampilan lebih baik dalam menangani kasus henti
jantung dibandingkan perawat yang belum mengikuti pelatihan.

. Bertanggung Jawab Atas Tindakan Keperawatan yang Dilakukan (Pasal
34)

Perawat bertanggung jawab atas setiap tindakan yang dilakukan, baik
secara etis maupun hukum. Jika terjadi kesalahan, perawat harus mampu
memberikan penjelasan dan bukti bahwa tindakan tersebut dilakukan sesuai
prosedur (Departemen Kesehatan RI, 2014).
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Contoh Kasus: Jika seorang perawat salah memberikan dosis obat yang
lebih tinggi dari yang diresepkan, ia dapat dimintai pertanggungjawaban
hukum atas kelalaian tersebut.

. Melaporkan Pelanggaran dalam Pelayanan Kesehatan (Pasal 36)

Perawat memiliki kewajiban untuk melaporkan pelanggaran atau
penyimpangan dalam pelayanan kesehatan, baik yang dilakukan oleh tenaga
medis lain maupun pihak ketiga. Hal ini bertujuan untuk melindungi
keselamatan pasien dan menjaga integritas pelayanan (Sudiyanto, H. 2019).

Contoh Kasus: Perawat yang mengetahui adanya penyalahgunaan obat
oleh tenaga medis lain wajib melaporkan hal tersebut kepada atasan atau
pihak yang berwenang untuk mencegah dampak buruk terhadap pasien.

3. Implikasi Hukum atas Tindakan atau Kelalaian dalam Praktik Keperawatan

Kelalaian atau malpraktik dalam keperawatan dapat menimbulkan

implikasi hukum yang serius. Berdasarkan UU Keperawatan No. 38 Tahun 2014

Pasal 49, perawat dapat dikenai sanksi administratif atau pidana jika terbukti

melanggar aturan profesi atau melakukan kelalaian yang membahayakan pasien.

Sanksi pidana diatur lebih lanjut dalam KUHP Pasal 359 yang menyatakan bahwa

siapa pun yang karena kelalaiannya menyebabkan orang lain terluka atau

meninggal dapat dipidana.

Sebagai contoh:

a.

Kelalaian tindakan medis: Apabila perawat gagal memberikan intervensi yang
sesuai pada kondisi darurat, sehingga memperburuk kondisi pasien, hal ini
dapat dikategorikan sebagai kelalaian.
Pelanggaran etika: Memberikan informasi pasien kepada pihak ketiga tanpa
izin merupakan pelanggaran yang dapat dikenai sanksi hukum sesuai dengan
Pasal 32 UU No. 38 Tahun 2014.

Referensi lain dari Lukitawati, R, & Novianto, W. T. (2023) menjelaskan

bahwa upaya mitigasi risiko hukum memerlukan pelatihan dan pengawasan

berkala terhadap perawat untuk meminimalkan potensi kelalaian.

C. Jenis Tanggung Jawab Hukum Perawat

1. Tanggung Jawab Administratif
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Tanggung jawab administratif mengacu pada kepatuhan perawat terhadap

kebijakan, prosedur, dan aturan institusi kesehatan tempat ia bekerja. Hal ini

bertujuan untuk memastikan pelayanan keperawatan dilakukan sesuai standar

operasional prosedur (SOP) yang berlaku.

a.

Kepatuhan terhadap Kebijakan dan Prosedur Rumah Sakit (SOP)
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Perawat wajib mengikuti SOP yang ditetapkan oleh rumah sakit atau
fasilitas pelayanan kesehatan. SOP mencakup prosedur penanganan pasien,
pemberian obat, hingga protokol keselamatan kerja. Kepatuhan terhadap SOP
membantu mencegah terjadinya kesalahan yang dapat membahayakan pasien
(Departemen Kesehatan RI, 2014).

Contoh Kasus: Seorang perawat tidak mematuhi SOP dalam
pengelolaan infeksi nosokomial, seperti tidak mencuci tangan sebelum
menangani pasien. Jika hal ini menyebabkan infeksi pada pasien, perawat
dapat dikenai sanksi administratif.

Dokumentasi yang Benar dan Akurat Sebagai Bukti Hukum

Menurut Pasal 29 UU No. 38 Tahun 2014, perawat bertanggung jawab
untuk membuat dokumentasi medis yang akurat dan lengkap. Dokumentasi
ini mencakup tindakan yang dilakukan, hasil pengamatan, dan intervensi
keperawatan. Dokumentasi yang buruk dapat menjadi masalah hukum jika
terjadi sengketa.

Contoh Kasus: Jika seorang pasien mengajukan gugatan atas tindakan
keperawatan yang menyebabkan cedera, dokumentasi yang lengkap dapat
menjadi bukti hukum bahwa perawat telah bekerja sesuai prosedur.

2. Tanggung Jawab Perdata

Tanggung jawab perdata berkaitan dengan kewajiban perawat untuk

memberikan ganti rugi dalam kasus kelalaian yang menyebabkan kerugian

pasien. Ini termasuk pelanggaran kontrak atau kewajiban hukum yang

menyebabkan dampak buruk pada pasien.

a.

Tanggung Jawab Ganti Rugi dalam Kasus Kelalaian

Perawat yang melakukan kelalaian dalam menjalankan tugasnya, seperti salah
memberikan obat atau gagal memantau kondisi pasien secara tepat, dapat
diminta memberikan ganti rugi sesuai dengan hukum perdata.

Contoh Kasus: Seorang pasien mengalami efek samping serius karena perawat
salah memberikan dosis obat. Pasien dapat mengajukan gugatan perdata
untuk meminta ganti rugi atas kerugian tersebut.

Pelanggaran Kontrak Pelayanan Kesehatan

Perawat yang melanggar kewajiban dalam kontrak pelayanan kesehatan,
seperti tidak hadir pada waktu yang dijanjikan, dapat dikenai sanksi
berdasarkan hukum perdata.

Contoh Kasus: Jika perawat tidak datang untuk memberikan perawatan yang
telah dijadwalkan, sehingga kondisi pasien memburuk, pasien dapat
menggugat berdasarkan pelanggaran kontrak.
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3. Tanggung Jawab Pidana

Tanggung jawab pidana terjadi ketika tindakan atau kelalaian perawat

melanggar hukum pidana dan menyebabkan kerugian serius pada pasien.
a. Tindakan yang Melanggar Hukum Pidana

Perawat dapat dikenai sanksi pidana jika kelalaiannya menyebabkan cedera
serius atau kematian pada pasien. Hal ini diatur dalam Pasal 359 KUHP, yang
menyatakan bahwa kelalaian yang menyebabkan kematian dapat dihukum
dengan pidana penjara maksimal lima tahun atau denda.

Contoh Kasus: Seorang perawat gagal memantau pasien pascaoperasi yang
membutuhkan pengawasan ketat, sehingga pasien meninggal. Perawat dapat
didakwa melanggar pidana atas tindakannya yang lalai.

Pengabaian Pasien

Pengabaian pasien, seperti tidak memberikan perawatan darurat pada kondisi
kritis, juga termasuk pelanggaran pidana. Perawat wajib memberikan tindakan
segera untuk mencegah kondisi pasien memburuk. Contoh Kasus: Seorang
pasien dalam kondisi kritis tidak segera ditangani karena perawat tidak berada
di tempat. Jika hal ini menyebabkan kematian, perawat dapat dituntut secara
pidana atas kelalaiannya.

D. Standar Praktik Keperawatan sebagai Acuan Hukum

1. Standar Kompetensi Perawat
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Standar kompetensi perawat menjadi landasan utama bagi perawat dalam

menjalankan praktik profesional. Standar ini diatur dalam Permenkes No. 26

Tahun 2019 tentang Standar Kompetensi Perawat Indonesia. Standar ini

mencakup kompetensi dasar yang harus dimiliki oleh perawat, meliputi

kemampuan klinis, manajerial, pendidikan, dan penelitian dalam bidang

keperawatan (Kementerian Kesehatan RI, 2019).

Poin Utama Standar Kompetensi:

a.

Kompetensi Klinis: Perawat wajib memahami dan melaksanakan tindakan
keperawatan sesuai dengan kebutuhan pasien, berdasarkan evidence-based
practice.

. Kompetensi Manajerial: Kemampuan perawat untuk mengelola pelayanan

keperawatan, termasuk delegasi tugas secara efektif.
Kompetensi Edukasi: Memberikan pendidikan kesehatan kepada pasien dan
keluarga.

. Kompetensi Penelitian: Berpartisipasi dalam penelitian untuk meningkatkan

mutu pelayanan keperawatan.
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Contoh Kasus: Seorang perawat yang tidak mampu melakukan resusitasi
pada pasien darurat dapat dianggap melanggar standar kompetensi. Hal ini
dapat berimplikasi pada tanggung jawab hukum jika kelalaian tersebut
menyebabkan kerugian pada pasien.

. Kode Etik Perawat Indonesia

Kode Etik Perawat Indonesia merupakan pedoman perilaku profesional
yang mendukung perawat dalam memenuhi tanggung jawab hukum dan etis.
Pedoman ini meliputi prinsip-prinsip dasar seperti penghormatan terhadap hak
pasien, menjaga privasi, dan memberikan pelayanan keperawatan secara adil
(Persatuan Perawat Nasional Indonesia, 2016).

Peran Kode Etik dalam Tanggung Jawab Hukum:

a. Perlindungan Pasien: Perawat harus mengutamakan kesejahteraan pasien
dalam setiap tindakan.

b. Kerahasiaan Informasi: Menjaga privasi pasien merupakan kewajiban moral
dan hukum.

c. Prinsip Keadilan: Memberikan layanan tanpa diskriminasi.

Contoh Kasus: Jika seorang perawat membocorkan informasi medis
pasien tanpa izin, hal ini melanggar kode etik dan dapat dikenai sanksi hukum
sesuai Pasal 32 UU No. 38 Tahun 2014.

. Standar Prosedur Operasional (SPO)

Standar Prosedur Operasional (SPO) adalah panduan teknis yang harus
diikuti oleh perawat dalam melaksanakan tindakan keperawatan. SPO dirancang
untuk menjamin konsistensi dan keselamatan pasien, serta mengurangi risiko
pelanggaran hukum (Departemen Kesehatan RI, 2014).

Pentingnya Mengikuti SPO:

a. Menghindari  Kesalahan: Kepatuhan terhadap SPO meminimalkan
kemungkinan terjadinya malpraktik.

b. Bukti Legal: Dalam kasus sengketa hukum, bukti bahwa perawat telah
mengikuti SPO dapat melindungi perawat dari tuntutan hukum.

c. Keselamatan Pasien: SPO memastikan tindakan dilakukan sesuai standar yang
diakui secara nasional.

Contoh Kasus: Seorang perawat yang tidak mematuhi SPO saat
melakukan pemasangan kateter urin menyebabkan infeksi pada pasien. Hal ini
dapat dianggap sebagai kelalaian dan menyebabkan konsekuensi hukum, baik
secara administratif maupun pidana.
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E. Risiko Hukum dalam Praktik Keperawatan

1.

20

Kelalaian (Negligence)

Kelalaian dalam keperawatan terjadi ketika perawat gagal memenuhi
standar praktik yang wajar, sehingga menyebabkan kerugian pada pasien.
Kelalaian biasanya terjadi akibat kurangnya kehati-hatian atau pengawasan yang
tidak memadai (Sudiyanto, H., 2019).

Contoh Kasus:

e Pemberian Obat yang Salah Dosis atau Salah Pasien: Seorang perawat
memberikan obat dengan dosis yang lebih tinggi dari yang diresepkan dokter,
menyebabkan pasien mengalami efek samping serius.

e Gagal Memantau Kondisi Pasien: Perawat tidak memantau pasien pascaoperasi
sesuai jadwal, sehingga kondisi kritis tidak segera terdeteksi.

Cara Mencegah Kelalaian:

a. Pelatihan Berkelanjutan: Perawat harus rutin mengikuti pelatihan untuk
meningkatkan kompetensi, seperti pelatihan tentang pemberian obat dan
penanganan pasien kritis (Ilham, R. et al., 2024).

b. Pengawasan yang Ketat: Manajemen rumah sakit perlu memastikan
pengawasan yang baik, termasuk melalui supervisi berkala dan evaluasi kinerja
perawat.

c. Sistem Pendukung: Menggunakan teknologi, seperti barcode scanning untuk
memverifikasi identitas pasien sebelum pemberian obat, dapat mengurangi
risiko kelalaian.

. Malpraktik (Malpractice)

Malpraktik merupakan bentuk kelalaian yang dilakukan oleh tenaga
kesehatan, termasuk perawat, tetapi dengan tingkat kesalahan yang lebih serius
karena melibatkan pelanggaran hukum dan standar profesi. Berbeda dengan
kelalaian biasa, malpraktik melibatkan pelanggaran yang disengaja atau akibat
ketidaktahuan terhadap standar praktik yang berlaku (Lukitawati, R., & Novianto,
W.T., 2023).

Perbedaan Kelalaian dan Malpraktik:

a. Kelalaian: Ketidaksengajaan akibat kurangnya perhatian atau kehati-hatian.

b. Malpraktik: Kesalahan serius yang melibatkan pelanggaran standar profesi
atau hukum.

Konsekuensi Hukum:

Malpraktik diatur dalam Pasal 359 KUHP yang menyebutkan bahwa
kelalaian yang menyebabkan kematian dapat dikenai hukuman penjara maksimal
lima tahun atau denda. Jika terbukti melakukan malpraktik, perawat dapat
menghadapi tuntutan perdata, pidana, dan administratif.
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Contoh Kasus:

Seorang perawat memberikan injeksi obat tanpa memastikan bahwa
pasien tidak alergi terhadap obat tersebut, meskipun riwayat alergi telah dicatat
dalam rekam medis. Tindakan ini menyebabkan syok anafilaksis yang berakibat
fatal pada pasien.

Pencegahan Malpraktik:

a. Peningkatan Kompetensi: Perawat harus memahami standar praktik dan
mengikuti pelatihan yang relevan.

b. Penggunaan Prosedur Operasional Standar (SOP): Perawat harus selalu
mengikuti SOP dalam setiap tindakan medis.

c. Dokumentasi yang Lengkap: Setiap tindakan harus dicatat dengan lengkap
untuk menghindari kesalahan dan menjadi bukti hukum bila terjadi sengketa.

. Pelanggaran Etik

Pelanggaran etik dalam keperawatan terjadi ketika perawat melanggar
prinsip-prinsip dasar kode etik, seperti kerahasiaan pasien, keadilan, atau
penghormatan terhadap otonomi pasien (Persatuan Perawat Nasional Indonesia,
2016).

Contoh Pelanggaran Etik:

a. Pelanggaran Privasi Pasien: Memberikan informasi medis pasien kepada pihak
ketiga tanpa persetujuan pasien, misalnya membocorkan diagnosis pasien
kepada rekan kerja.

b. Diskriminasi dalam Pelayanan: Menolak memberikan pelayanan kepada pasien
tertentu berdasarkan alasan pribadi atau prasangka.

Hubungan Pelanggaran Etik dengan Konsekuensi Hukum:

Pelanggaran etik dapat berujung pada sanksi administratif atau bahkan
pidana jika melibatkan pelanggaran hukum. Sebagai contoh, pelanggaran privasi
pasien yang menyebabkan kerugian dapat dikenai sanksi berdasarkan UU No. 44
Tahun 2009 tentang Rumah Sakit, yang melindungi hak pasien atas kerahasiaan
informasi medis.

Pencegahan Pelanggaran Etik:

a. Sosialisasi Kode Etik: Rumah sakit perlu memastikan semua perawat
memahami dan mematuhi kode etik keperawatan.

b. Pengawasan Internal: Unit etik di rumah sakit harus memantau pelaksanaan
kode etik dan menangani kasus pelanggaran dengan transparan.

c. Pendidikan Etik: Pendidikan etik harus menjadi bagian dari pelatihan
berkelanjutan untuk memastikan perawat memahami implikasi pelanggaran
etik terhadap hukum dan pasien.
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F. Perlindungan Hukum bagi Perawat

1.

22

Hak Perawat atas Pembelaan Hukum Jika Tuntutan Tidak Berdasar (Pasal 44
UU No. 38 Tahun 2014)

Pasal 44 UU No. 38 Tahun 2014 memberikan perlindungan hukum kepada
perawat apabila menghadapi tuntutan hukum yang tidak berdasar. Perlindungan
ini mencakup hak perawat untuk mendapatkan pembelaan hukum dari institusi
tempatnya bekerja atau organisasi profesi jika tindakan yang dilakukan sudah
sesuai standar profesi, kode etik, dan SOP (Departemen Kesehatan RI, 2014).
Contoh Kasus:

Seorang pasien mengajukan tuntutan bahwa perawat memberikan obat
yang salah, tetapi dokumentasi menunjukkan bahwa perawat telah memberikan
obat sesuai resep dokter. Dalam kasus ini, perawat berhak mendapatkan
pembelaan hukum dari rumah sakit atau organisasi profesi seperti PPNL
Upaya Pembelaan Hukum:

a. Dokumentasi yang Akurat: Dokumentasi medis menjadi bukti utama bahwa
perawat telah menjalankan tugas sesuai prosedur.

b. Pendampingan Hukum: Perawat berhak mendapatkan pengacara atau
konsultan hukum untuk memberikan pembelaan dalam proses hukum.

. Peran Asuransi Profesi dalam Melindungi Perawat dari Risiko Tuntutan

Hukum

Asuransi profesi memberikan perlindungan finansial kepada perawat
dalam menghadapi risiko tuntutan hukum. Asuransi ini mencakup biaya
pembelaan hukum, ganti rugi, dan kompensasi lainnya yang timbul akibat
sengketa hukum yang melibatkan perawat dalam praktiknya (Lukitawati, R, &
Novianto, W. T., 2023).

Manfaat Asuransi Profesi:

a. Perlindungan Finansial: Menanggung biaya hukum jika terjadi tuntutan.

b. Keamanan Psikologis: Memberikan rasa aman kepada perawat dalam
menjalankan tugasnya, terutama di situasi risiko tinggi.

c. Cakupan Risiko: Meliputi kelalaian, malpraktik, dan tuntutan perdata lainnya.

Contoh Kasus:

Seorang perawat menghadapi tuntutan hukum karena pasien
menuduhnya salah memberikan perawatan. Asuransi profesi menanggung biaya
hukum dan memberikan ganti rugi jika diperlukan.

Rekomendasi:
e Setiap institusi kesehatan sebaiknya menyediakan atau mendorong perawat
untuk memiliki asuransi profesi.
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e Perawat harus memahami syarat dan ketentuan polis asuransi profesi yang
dimilikinya.
3. Upaya Perlindungan Hukum dari Institusi Kesehatan dan Organisasi Profesi
(PPNI)

Institusi kesehatan dan organisasi profesi seperti Persatuan Perawat
Nasional Indonesia (PPNI) memiliki peran penting dalam memberikan
perlindungan hukum kepada perawat. Perlindungan ini mencakup dukungan
administratif, pembelaan hukum, dan pelatihan untuk mencegah risiko hukum.
Peran Institusi Kesehatan:

a. Memberikan Pendampingan Hukum: Institusi wajib memberikan bantuan
hukum kepada perawat jika tuntutan terjadi akibat tindakan yang sesuai SOP.

b. Pengawasan dan Supervisi: Memastikan perawat bekerja sesuai standar profesi
untuk mencegah sengketa.

c. Pelatihan dan Edukasi: Menyediakan pelatihan terkait aspek hukum dan kode
etik keperawatan.

Peran PPNI:

a. Pendampingan Hukum: PPNI memiliki tim advokasi yang membantu perawat
menghadapi tuntutan hukum.

b. Sosialisasi Standar dan Kode Etik: Meningkatkan kesadaran perawat mengenai
standar praktik dan kode etik untuk menghindari pelanggaran hukum.

c. Mediasi: Membantu menyelesaikan sengketa hukum antara perawat dan
pasien melalui pendekatan mediasi.

Contoh Kasus:

Seorang perawat dituntut oleh keluarga pasien atas dugaan kelalaian,
padahal tindakan yang dilakukan sudah sesuai SOP. PPNI memberikan bantuan
hukum dan mendukung perawat selama proses persidangan.

G. Peran Dokumentasi dalam Tanggung Jawab Hukum

1. Pentingnya Rekam Medis sebagai Bukti Hukum

Rekam medis adalah dokumen resmi yang mencatat semua tindakan
medis dan keperawatan yang dilakukan pada pasien. Dokumen ini tidak hanya
berfungsi sebagai catatan medis tetapi juga memiliki kekuatan hukum untuk
membuktikan bahwa perawat telah menjalankan tugas sesuai standar profesi dan
prosedur yang berlaku (Departemen Kesehatan RI, 2008).
Peran Rekam Medis:
a. Bukti Kepatuhan: Menunjukkan bahwa tindakan yang dilakukan sesuai dengan

prosedur operasional standar (SOP).
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b. Bukti Pertahanan Hukum: Dalam kasus tuntutan hukum, rekam medis menjadi
bukti utama untuk membela tindakan perawat.
c. Dokumen Legal: Rekam medis diakui sebagai dokumen hukum yang sah
berdasarkan Pasal 46 dan Pasal 52 UU No. 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit.
Contoh Kasus: Seorang pasien mengajukan tuntutan atas dugaan
kelalaian perawat. Namun, rekam medis menunjukkan bahwa perawat telah
memberikan obat sesuai resep dokter. Rekam medis tersebut membuktikan
bahwa perawat tidak bersalah.

. Standar Dokumentasi yang Sesuai dengan Hukum

Dokumentasi yang benar harus memenuhi standar hukum dan profesi,
seperti yang diatur dalam Permenkes No. 269/MENKES/PER/II/2008 tentang
Rekam Medis. Standar ini mencakup isi, penyimpanan, dan kerahasiaan rekam
medis.

Poin Utama Standar Dokumentasi:

a. Isi Rekam Medis: Harus mencakup identitas pasien, diagnosis, rencana
perawatan, tindakan medis/keperawatan, dan catatan hasil pengobatan.

b. Waktu Pencatatan: Dokumentasi harus dilakukan secara real-time, segera
setelah tindakan dilakukan.

c. Tanda Tangan: Setiap entri dalam rekam medis harus ditandatangani oleh
perawat yang bertanggung jawab.

d. Kerahasiaan Rekam Medis: Rekam medis hanya boleh diakses oleh pihak yang
berwenang sesuai Pasal 46 UU No. 44 Tahun 2009.

Contoh Kasus: Dalam dokumentasi pasien yang menjalani perawatan
pascaoperasi, perawat mencatat tanda vital, obat yang diberikan, serta reaksi
pasien. Catatan ini penting untuk memantau perkembangan pasien dan menjadi
bukti jika terjadi sengketa hukum.

. Dampak Dokumentasi yang Tidak Lengkap atau Salah pada Tuntutan

Hukum
Dokumentasi yang tidak lengkap atau salah dapat menimbulkan masalah
hukum bagi perawat dan institusi kesehatan. Kekurangan dalam rekam medis
dapat dianggap sebagai kelalaian atau bahkan malpraktik, terutama jika
dokumentasi tersebut menjadi dasar keputusan medis (Lukitawati, R., & Novianto,
W. T, 2023).
Dampak Dokumentasi yang Tidak Lengkap:
a. Tidak Memiliki Bukti Pembelaan: Jika dokumentasi tidak lengkap, perawat sulit
membuktikan bahwa tindakannya sudah sesuai SOP.
b. Kesalahan Pengobatan: Informasi yang salah atau tidak lengkap dalam rekam
medis dapat menyebabkan kesalahan dalam pengambilan keputusan medis.
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c. Sanksi Hukum: Perawat dapat dikenai sanksi administratif atau hukum jika
kelalaian dokumentasi menyebabkan kerugian pada pasien.

Contoh Kasus: Seorang perawat lupa mencatat pemberian obat kepada
pasien. Ketika pasien mengalami reaksi buruk, tidak ada bukti bahwa obat
tersebut telah diberikan sesuai resep, sehingga perawat dianggap lalai.
Pencegahan:

a. Pelatihan Dokumentasi: Perawat harus mendapatkan pelatihan tentang
standar dokumentasi yang benar.

b. Pemeriksaan Berkala: Institusi kesehatan harus melakukan audit dokumentasi
untuk memastikan kelengkapan rekam medis.

c. Penggunaan Sistem Elektronik: Rekam medis elektronik dapat membantu
mengurangi kesalahan pencatatan dan memastikan dokumentasi yang real-
time.

H. Edukasi dan Pelatihan tentang Hukum Kesehatan

Edukasi dan pelatihan tentang hukum kesehatan sangat penting untuk
memastikan bahwa perawat memahami aspek legal dari praktik keperawatan.
Pemahaman ini membantu perawat menjalankan tugas dengan aman, sesuai
standar profesi, serta mengurangi risiko hukum. Berikut adalah penjelasan
mendalam:

1. Kebutuhan Pelatihan Berkala untuk Meningkatkan Pemahaman Perawat
tentang Hukum Kesehatan
Perawat berhadapan langsung dengan pasien dalam konteks yang sering
kali melibatkan keputusan medis dan hukum. Oleh karena itu, pelatihan hukum
kesehatan harus dilakukan secara berkala untuk memberikan pengetahuan terkini
terkait peraturan, hak pasien, dan tanggung jawab hukum.
Manfaat Pelatihan Berkala:
a. Meningkatkan Kepatuhan Hukum: Perawat lebih memahami undang undang,
kode etik, dan SOP yang relevan dengan profesinya.
b. Meningkatkan Kompetensi Legal: Perawat dapat mengenali risiko hukum dan
mengambil langkah preventif.
c. Meningkatkan Keselamatan Pasien: Pemahaman hukum membantu perawat
menjalankan praktik yang aman dan sesuai dengan regulasi.
Fokus Materi Pelatihan:
a. Pemahaman UU Keperawatan: Seperti UU No. 38 Tahun 2014 tentang
Keperawatan.
b. Hak dan Privasi Pasien: Termasuk konsep /informed consent dan kerahasiaan
medis.
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c. Standar Dokumentasi: Pentingnya rekam medis sesuai Permenkes No.
269/MENKES/PER/III/2008.
d. Penanganan Kasus Hukum: Langkah yang harus dilakukan jika terlibat dalam
sengketa hukum.
Contoh: Pelatihan tentang Legal and Ethical Issues in Nursing yang
membahas penerapan hukum kesehatan di fasilitas pelayanan kesehatan,
termasuk bagaimana menghindari risiko malpraktik dan kelalaian.

. Contoh Pelatihan atau Sertifikasi Hukum Kesehatan yang Disarankan oleh

PPNI
Persatuan Perawat Nasional Indonesia (PPNI) berperan penting dalam
menyediakan pelatihan dan sertifikasi yang berkaitan dengan hukum kesehatan.
Berikut adalah beberapa pelatihan atau sertifikasi yang relevan:
a. Sertifikasi Kompetensi dalam Hukum Kesehatan
Sertifikasi ini dirancang untuk memastikan bahwa perawat memiliki
pemahaman dasar dan lanjutan tentang hukum yang mengatur praktik
keperawatan. Materi yang diberikan meliputi:
e UU No. 38 Tahun 2014 tentang Keperawatan.
e Kode Etik Keperawatan Indonesia.
e Prosedur hukum jika terjadi sengketa antara pasien dan perawat.
b. Pelatihan "Manajemen Risiko Hukum di Praktik Keperawatan"
Pelatihan ini memberikan panduan praktis tentang:
o Identifikasi risiko hukum dalam pelayanan kesehatan.
e Strategi untuk mencegah kelalaian dan malpraktik.
e Cara mendokumentasikan tindakan medis dengan benar untuk
menghindari masalah hukum.
c. Workshop "Legal and Ethical Nursing Practice"
Workshop ini berfokus pada:
e Studi kasus nyata tentang pelanggaran hukum di bidang keperawatan.
e Simulasi penanganan sengketa hukum dengan pendampingan organisasi
profesi.
e Diskusi panel dengan pengacara kesehatan.
d. Program Edukasi tentang Hak dan Kewajiban Perawat
Program ini diselenggarakan oleh PPNI bekerja sama dengan institusi
kesehatan untuk mengedukasi perawat tentang hak mereka atas perlindungan
hukum, asuransi profesi, dan prosedur pembelaan hukum jika menghadapi
tuntutan.
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I. Studi Kasus dan Analisis Tanggung Jawab Hukum Perawat

Berikut adalah analisis kasus nyata terkait tanggung jawab hukum perawat di
Indonesia, dilengkapi dengan pembelajaran yang dapat diambil untuk
meningkatkan kepatuhan hukum.

1. Analisis Kasus Nyata: Tuntutan Hukum Terkait Kelalaian Perawat
Kasus: Pada tahun 2020, terjadi kasus di salah satu rumah sakit di
Indonesia, di mana seorang perawat dituntut oleh keluarga pasien atas dugaan
kelalaian. Pasien yang menjalani operasi rutin meninggal dunia setelah
mengalami syok anafilaksis akibat pemberian obat antibiotik. Investigasi
menunjukkan bahwa perawat tidak memeriksa riwayat alergi pasien yang
sebenarnya sudah dicatat dalam rekam medis.
Analisis Kasus:
a. Tindakan yang Menjadi Masalah:
e Perawat gagal memeriksa riwayat medis pasien sebelum memberikan
antibiotik.
e Dokumentasi pasien tidak diperiksa dengan cermat meskipun informasi
alergi sudah tercatat.
b. Konsekuensi Hukum:
e Perawat dikenai sanksi administratif berupa pencabutan izin praktik
sementara oleh organisasi profesi.
e Keluarga pasien juga mengajukan tuntutan pidana berdasarkan Pasal 359
KUHP atas kelalaian yang menyebabkan kematian.
c. Faktor Penyebab:
e Kurangnya supervisi dalam pemberian obat.
e Kegagalan mematuhi Standar Prosedur Operasional (SPO).
e Kurangnya pelatihan dan pengawasan berkala terkait aspek hukum
kesehatan.
2. Pembelajaran dari Kasus untuk Meningkatkan Kepatuhan Hukum
Dari kasus tersebut, beberapa pembelajaran penting dapat diambil untuk
meningkatkan kepatuhan hukum dalam praktik keperawatan:
a. Pentingnya Dokumentasi yang Lengkap dan Akurat
Rekam medis merupakan bukti utama yang dapat melindungi perawat
dari tuntutan hukum. Jika dokumentasi dilakukan dengan benar, perawat
dapat membuktikan bahwa tindakan yang dilakukan sesuai dengan standar
profesi (Permenkes No. 269/MENKES/PER/II/2008).
Tindakan Preventif:
e Pastikan seluruh informasi pasien, termasuk riwayat alergi, dicatat dengan
jelas.
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e Dokumentasi harus dilakukan segera setelah tindakan medis dilakukan.

b. Pelatihan dan Supervisi Berkala

Kelalaian sering terjadi akibat kurangnya pemahaman tentang hukum

kesehatan dan minimnya pengawasan.

Tindakan Preventif:

o Institusi kesehatan perlu menyelenggarakan pelatihan rutin tentang hukum
kesehatan dan tanggung jawab hukum perawat.

e Supervisi berkala harus dilakukan untuk memastikan kepatuhan terhadap
SOP.

Kepatuhan terhadap Standar Operasional Prosedur (SOP)

Kasus ini menunjukkan pentingnya mematuhi SOP dalam pemberian
obat. Pemeriksaan identitas pasien dan riwayat medis harus menjadi prosedur
wajib sebelum tindakan apa pun dilakukan.

Tindakan Preventif:

o Setiap tindakan keperawatan harus diawali dengan pengecekan SOP yang
relevan.

e Penggunaan teknologi seperti barcode pada gelang pasien dapat
membantu mengurangi risiko kelalaian.

. Sosialisasi Hak dan Kewajiban Perawat

Perawat perlu memahami hak dan kewajiban mereka, termasuk hak atas
perlindungan hukum jika tindakan sudah sesuai prosedur.
Tindakan Preventif:
e Organisasi profesi seperti PPNI harus memberikan advokasi hukum kepada
perawat yang menghadapi tuntutan tidak berdasar.
e Rumah sakit harus menyediakan asuransi profesi untuk melindungi perawat
dari risiko hukum.

3. Dampak Positif Pembelajaran pada Kepatuhan Hukum

Implementasi pembelajaran dari kasus-kasus kelalaian dapat membawa

dampak positif, seperti:

a.

Meningkatkan Kualitas Layanan: Kepatuhan hukum memastikan tindakan
keperawatan dilakukan dengan aman dan profesional.

Meningkatkan Kepercayaan Pasien: Pasien merasa lebih percaya jika perawat
mematuhi standar hukum dan etika.

Mengurangi Risiko Hukum: Perawat yang memahami tanggung jawab
hukumnya dapat menghindari masalah hukum.

J. Peran Manajemen dalam Mendukung Tanggung Jawab Hukum Perawat
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Manajemen institusi kesehatan memainkan peran penting dalam memastikan
perawat dapat menjalankan tanggung jawab hukumnya dengan baik. Berikut adalah
penjelasan mendetail tentang peran manajemen, dilengkapi dengan contoh dan
implementasi praktis.

1. Penyediaan Pelatihan Hukum secara Rutin
Manajemen bertanggung jawab untuk menyediakan pelatihan hukum
kesehatan secara berkala kepada perawat. Pelatihan ini bertujuan untuk
meningkatkan pemahaman perawat mengenai aspek legal dari praktik
keperawatan, termasuk standar profesi, kode etik, dan regulasi yang berlaku.
Manfaat Pelatihan Hukum:
a. Peningkatan Kompetensi: Perawat memahami kewajiban hukum yang harus
dipenuhi dalam setiap tindakan keperawatan.
b. Pencegahan Risiko Hukum: Perawat lebih siap menghadapi situasi yang
berpotensi menimbulkan masalah hukum.
c. Pemahaman Regulasi Terbaru: Pelatihan memastikan perawat selalu mengikuti
perubahan peraturan dan standar.
Contoh Implementasi:
a. Pelatihan tentang UU No. 38 Tahun 2014 tentang Keperawatan dan Permenkes
No. 269/MENKES/PER/III/2008 tentang Rekam Medis.
b. Workshop tentang dokumentasi medis yang benar dan strategi menghindari
tuntutan hukum.
c. Simulasi kasus hukum yang melibatkan kelalaian atau malpraktik untuk
memberikan pengalaman praktis kepada perawat.
2. Pengawasan Praktik Perawat untuk Memastikan Kepatuhan terhadap
Hukum dan Regulasi
Manajemen harus memastikan bahwa semua praktik keperawatan
mematuhi standar operasional prosedur (SOP) dan regulasi yang berlaku.
Pengawasan ini melibatkan penilaian berkala terhadap kinerja perawat dan
evaluasi kepatuhan terhadap hukum kesehatan.
Strategi Pengawasan:
a. Audit Internal: Melakukan audit rutin terhadap dokumentasi medis dan
pelaksanaan tindakan keperawatan.
b. Supervisi Lapangan: Supervisi langsung oleh kepala ruangan atau manajer
keperawatan untuk memastikan SOP diterapkan dengan benar.
c. Evaluasi Kinerja: Penilaian kinerja perawat berdasarkan standar profesi dan
kode etik.
Contoh Implementasi:
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a. Kepala ruangan memeriksa dokumentasi medis setiap minggu untuk
memastikan kelengkapannya.

b. Supervisi langsung saat perawat memberikan obat kepada pasien untuk
memastikan kepatuhan terhadap SOP.

c. Penggunaan checklist standar untuk menilai kepatuhan perawat terhadap
prosedur.

. Implementasi Sistem Pelaporan Insiden untuk Meminimalkan Risiko Hukum

Manajemen harus mengembangkan sistem pelaporan insiden sebagai alat
untuk mencatat dan mengevaluasi kesalahan atau kejadian yang tidak diinginkan
dalam praktik keperawatan. Sistem ini membantu mengidentifikasi masalah dan
mencegah kejadian serupa di masa depan.

a. Fungsi Sistem Pelaporan Insiden:
e Deteksi Dini: Mengidentifikasi potensi kesalahan sebelum berdampak pada
pasien.
e Evaluasi Kesalahan: Memahami penyebab kesalahan untuk merancang
strategi pencegahan.
e Transparansi: Mendorong budaya terbuka untuk melaporkan kesalahan
tanpa rasa takut dihukum.
b. Contoh Implementasi:
e Menggunakan Incident Reporting System (IRS) berbasis digital untuk
mencatat kejadian seperti pemberian obat yang salah dosis.
e Memberikan pelatihan kepada perawat tentang pentingnya pelaporan
insiden tanpa menyalahkan individu.
e Analisis rutin terhadap laporan insiden untuk merancang kebijakan
pencegahan risiko hukum.
c. Dampak Positif dari Peran Manajemen
e Meningkatkan Kepatuhan Hukum: Perawat bekerja sesuai standar profesi
dan regulasi karena pengawasan dan pelatihan yang baik.
e Mengurangi Risiko Hukum: Insiden yang dapat menimbulkan tuntutan
hukum dapat dicegah melalui pelaporan dan evaluasi yang efektif.
e Meningkatkan Kepercayaan Pasien: Manajemen yang mendukung
kepatuhan hukum menciptakan rasa aman bagi pasien.

K. Rekomendasi untuk Meningkatkan Kepatuhan Hukum Perawat

Berikut adalah rekomendasi yang dapat diterapkan untuk meningkatkan

kepatuhan hukum perawat dalam praktik keperawatan, dilengkapi dengan contoh

dan strategi implementasi.

1.
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Budaya hukum dalam keperawatan adalah kesadaran kolektif untuk
menjalankan praktik berdasarkan aturan hukum, kode etik, dan standar profesi.
Budaya ini harus diterapkan di semua level, mulai dari manajemen hingga
perawat pelaksana.

a. Strategi untuk Membangun Budaya Hukum:

e Sosialisasi Hukum Kesehatan: Rutin mengadakan diskusi dan seminar untuk
meningkatkan pemahaman perawat tentang hukum yang mengatur praktik
mereka, seperti UU No. 38 Tahun 2014 tentang Keperawatan dan Kode Etik
Keperawatan Indonesia.

e Penghargaan atas Kepatuhan: Memberikan apresiasi kepada perawat yang
menunjukkan kepatuhan tinggi terhadap hukum dan regulasi.

e Budaya Transparansi: Mendorong perawat untuk melaporkan insiden atau
potensi pelanggaran tanpa rasa takut dihukum.

b. Contoh Implementasi:

e Membuat program edukasi internal yang mengintegrasikan hukum
kesehatan dalam pelatihan keperawatan rutin.

e Menyediakan forum diskusi hukum untuk membahas kasus nyata dan
bagaimana cara menanganinya secara hukum.

2. Memperkuat Regulasi dan Pengawasan Internal di Fasilitas Kesehatan

Regulasi dan pengawasan internal yang kuat membantu memastikan
perawat mematuhi hukum dan regulasi yang berlaku. Pengawasan ini mencakup
penerapan SOP, audit dokumentasi, dan supervisi langsung.

a. Strategi untuk Memperkuat Regulasi:

e Audit Internal Berkala: Melakukan audit rutin terhadap dokumentasi medis
dan kepatuhan terhadap SOP.

e Supervisi Lapangan: Kepala ruangan atau manajer keperawatan melakukan
supervisi langsung untuk memastikan tindakan perawat sesuai standar.

e Penerapan Sistem Sanksi dan Penghargaan: Sanksi diberikan bagi
pelanggaran hukum, dan penghargaan diberikan untuk kepatuhan terhadap
regulasi.

b. Contoh Implementasi:

e Penggunaan sistem elektronik untuk memantau pemberian obat secara
real-time.

e Melibatkan tim legal dalam pengembangan regulasi internal untuk
memastikan kesesuaiannya dengan hukum nasional.

3. Mendorong Perawat untuk Memperbarui Pengetahuan Hukum melalui
Pendidikan dan Sertifikasi
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Pemahaman hukum yang baik harus diperbarui secara berkala melalui
pendidikan lanjutan, sertifikasi, dan pelatihan hukum kesehatan. Dengan
pengetahuan yang terus diperbarui, perawat dapat lebih memahami implikasi
hukum dari tindakan mereka.

a. Strategi untuk Meningkatkan Pendidikan Hukum:

e Pelatihan Rutin: Institusi kesehatan dapat bekerja sama dengan organisasi
profesi seperti PPNI untuk menyelenggarakan pelatihan hukum.

o Sertifikasi Khusus Hukum Kesehatan: Perawat dapat mengikuti program
sertifikasi yang memberikan pemahaman mendalam tentang aspek hukum
dalam keperawatan.

o Akses ke Sumber Belajar: Menyediakan akses ke jurnal, buku, atau modul
terkait hukum kesehatan untuk mendukung pembelajaran mandiri.

b. Contoh Implementasi:

e Menyelenggarakan workshop Legal and Ethical Nursing Practice untuk
memperkenalkan studi kasus hukum.

e Memberikan beasiswa kepada perawat untuk mengikuti pelatihan hukum
kesehatan tingkat lanjut.

c. Dampak Positif Implementasi Rekomendasi

e Meningkatkan Kesadaran Hukum: Perawat menjadi lebih sadar akan
tanggung jawab hukum mereka, sehingga mengurangi risiko pelanggaran.

e Meningkatkan Kualitas Layanan: Kepatuhan terhadap hukum mendukung
terciptanya pelayanan yang aman dan profesional.

e Mengurangi Sengketa Hukum: Dengan budaya hukum yang kuat, regulasi
yang jelas, dan pendidikan yang memadai, risiko sengketa hukum dapat
diminimalkan.

L. Simpulan

Tanggung jawab hukum perawat merupakan elemen fundamental dalam
praktik keperawatan yang mencakup tanggung jawab administratif, perdata, dan
pidana sesuai dengan UU No. 38 Tahun 2014, kode etik keperawatan, dan standar
operasional prosedur (SOP). Kepatuhan terhadap hukum menjadi kunci untuk
melindungi hak pasien, memastikan keselamatan pelayanan, dan menjaga integritas
profesi. Pentingnya dokumentasi yang akurat dan lengkap, sebagaimana diatur
dalam Permenkes No. 269/MENKES/PER/II[/2008 tentang Rekam Medis, menjadi
bukti utama dalam mendukung kepatuhan hukum dan melindungi perawat dari
tuntutan hukum yang tidak berdasar. Peran manajemen fasilitas kesehatan, seperti
menyediakan pelatihan hukum berkala, supervisi kinerja, serta implementasi sistem
pelaporan insiden, menjadi pendukung utama dalam membangun budaya hukum
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yang kuat di lingkungan kerja. Selain itu, organisasi profesi seperti Persatuan
Perawat Nasional Indonesia (PPNI) memainkan peran strategis dalam memberikan
advokasi, pelatihan, dan sertifikasi yang meningkatkan kompetensi legal perawat.
Studi kasus menunjukkan bahwa kelalaian sering terjadi akibat kurangnya edukasi,
supervisi, dan pemahaman terhadap regulasi, sehingga penekanan pada
pembelajaran hukum menjadi langkah pencegahan yang efektif. Dengan
mendorong perawat untuk terus memperbarui pengetahuan hukum melalui
pendidikan dan pelatihan, serta memanfaatkan teknologi seperti sistem elektronik
untuk dokumentasi dan pelaporan, risiko hukum dapat diminimalkan. Keberhasilan
dalam mempraktikkan tanggung jawab hukum secara konsisten tidak hanya
melindungi pasien, tetapi juga meningkatkan kualitas pelayanan, kepercayaan
masyarakat, dan profesionalisme perawat. Oleh karena itu, komitmen terhadap
kepatuhan hukum perlu diperkuat melalui kolaborasi antara manajemen, perawat,
dan organisasi profesi untuk menciptakan sistem pelayanan kesehatan yang aman,
berkualitas, dan sesuai dengan regulasi hukum.
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A. Pendahuluan

Pelayanan kesehatan yang berorientasi pada keselamatan pasien merupakan
komponen penting dalam upaya meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan
khususnya di rumah sakit. Perwujudan upaya meningkatkan keselamatan pasien
adalah refleksi hasil kompetensi tenaga kesehatan, ketersediaan sarana dan pra
sarana layanan serta sistem manajemen dan administrasi dalam siklus pelayanan
terhadap pasien di rumah sakit. Untuk menjamin keselamatan pasien maka rumah
sakit harus mampu membangun sistem yang membuat proses perawatan pasien
lebih aman, baik bagi pasien, keluarga, petugas kesehatan, dan pengunjung, serta
manajemen rumah sakit (Ardiansyah, 2022).

Keselamatan dalam pemberian pelayanan dapat ditingkatkan dengan
keterlibatan pasien yang merupakan partner dalam proses pelayanan. Karena itu, di
fasilitas pelayanan kesehatan harus ada sistem dan mekanisme mendidik pasien dan
keluarganya tentang kewajiban dan tanggung jawab pasien dalam asuhan pasien
(PERMENKES, 2017). Perawat merupakan tenaga Kesehatan berperan penting dalam
peningkatan keselamatan pasien dengan pemberian asuhan keperawatan. Hal
tersebut dikarenakan keperawatan adalah profesi yang secara terus menerus selama
24 jam mendampingi dan berada di dekat pasien. Perawat dapat melaksanakan
perannya dalam peningkatan keselamatan pasien setiap melakukan asuhan
keperawatan.

Perawat merupakan salah satu sumber daya manusia yang ikut
mempengaruhi kualitas pemberian asuhan keperawatan pada pelayanan kesehatan
yang optimal. Peran perawat sangat penting dan merupakan garda terdepan dari
sebuah pelayanan kesehatan. Perawat profesional tidak hanya mengelola pasien
perseorangan tetapi proses keseluruhan dan berkesinambungan untuk
memungkinkan dapat menyelesaikan tugas dalam memberikan asuhan
keperawatan (Nursalam, 2014). Pemberian asuhan keperawatan merupakan salah
satu tugas dan wewenang yang wajib dilaksanakan oleh perawat dalam pelayanan
professional. Layanan yang diberikan harus sesuai dengan standar, keahlinan dan
keterampilan serta kompetensi yang dimiliki. Hal ini berdampak secara positif
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terhadap peran perawat menjadi lebih luas pada aspek peningkatan kesehatan,
pencegahan penyakit, serta memandang klien secara komprehensif (bio, psiko,
sosiokultural dan spiritual) (Kemenkes, 2022).

Informed consent atau persetujuan tindakan medis adalah proses di mana
seorang pasien memberikan persetujuan sukarela setelah menerima informasi yang
lengkap, jelas, dan terperinci mengenai suatu tindakan medis atau penelitian. Proses
ini mencakup penjelasan mengenai tujuan, risiko, manfaat, alternatif, dan
konsekuensi dari tindakan atau penelitian tersebut. Pentingnya /nformed consent
adalah untuk memastikan bahwa individu yang terlibat memiliki pemahaman yang
memadai tentang apa yang akan terjadi dan dapat membuat keputusan yang
berbasis pengetahuan tentang partisipasi atau penanganan medis (Wardah, 2023).

Persetujuan tindakan medis atau /informed consent merupakan salah satu
pilar fundamental dalam praktik kedokteran modern. Konsep ini tidak hanya
menjadi jembatan komunikasi antara tenaga medis dan pasien, tetapi juga menjadi
manifestasi konkret dari penghormatan terhadap otonomi pasien dalam
pengambilan keputusan terkait kesehatan mereka (Beauchamp, 2011). /nformed
consent merupakan fondasi dalam hubungan antara dokter, perawat dan pasien. Di
Indonesia terdapat peraturan yang secara khusus (/ex specialis) mengatur mengenai
informed consent yaitu Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor
290/MENKES/PER/III/2008 tentang persetujuan tindakan kedokteran.

Persetujuan berdasarkan informasi/ /informed consent merupakan landasan
perawatan dan pengobatan medis yang memastikan keputusan pengobatan yang
etis dan perawatan yang berpusat pada pasien. Pasien memiliki hak untuk membuat
keputusan pengobatan yang berdasarkan informasi dan sukarela. Persetujuan
berdasarkan informasi bukan hanya sekedar memberikan tanda tangan pada
dokumen, namun juga sebagai proses komunikasi antara dokter dan pasien. Proses
ini memastikan bahwa pasien mendapatkan informasi lengkap tentang sifat
prosedur atau intervensi, potensi risiko dan manfaat, dan perawatan alternatif yang
tersedia. Pasien dapat menolak atau menarik persetujuan kapan saja selama
perawatan. Persetujuan berdasarkan informasi menghormati otonomi pasien,
meningkatkan kepercayaan dalam hubungan pasien-penyedia, dan melindungi
terhadap praktik yang tidak etis. Perawatan medis dan penelitian medis menjadi
semakin kompleks. Oleh karena itu, peran persetujuan berdasarkan informasi terus
menjadi lebih rumit karena munculnya tantangan medis baru. Kemajuan teknologi,
populasi pasien yang beragam, dan meningkatnya penekanan pada pengambilan
keputusan bersama telah membuat topik persetujuan berdasarkan informasi lebih
terbuka untuk didiskusikan daripada sebelumnya (Shah, Thornton, Kopitnik, &
Hipskind., 2024).
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Pasien dinyatakan memiliki kapasitas untuk memberi consent apabila pasien
mampu memahami keputusan medis berdasarkan berbagai informasi yang ia
peroleh, persetujuan dibuat tanpa tekanan, sebelum memberikan consent, pasien
harus diberikan informasi yang memadai (informed choice). Persetujuan atau
kesepakatan antara tenaga kesehatan dan klien harus mencakup beberapa hal
diantaranya, pemberi penjelasan adalah seorang tenaga kesehatan, penjelasan yang
disampaikan memut tentang tindakan medik yang akan dilakukan, risiko yang
mungkin dihadapi, alternatif tindakan medik dari setiap alternatif tindakan,
prognosis bila tindakan itu dilakukan atau tidak. Cara menyampaikan penjelasan
juga merupakan hal penting dalam proses persetujuan dan kesepakatan antara
tenaga kesehatan dan klien (Amri, 2020).

Sejarah persetujuan berdasarkan informasi dalam bidang kedokteran berakar
pada evolusi yang lebih luas dari praktik etika dan standar hukum seputar otonomi
pasien. Pada awal abad ke-20, praktik medis sebagian besar bersifat paternalistik,
dengan dokter membuat keputusan atas nama pasien tanpa harus memberi tahu
mereka tentang rinciannya. Konsep persetujuan berdasarkan informasi mulai
muncul sebagai respons terhadap beberapa kasus hukum penting, seperti kasus
Schloendorff v. Society of New York Hospital tahun 1914, di mana pengadilan
memutuskan bahwa setiap manusia yang sudah dewasa dan waras memiliki hak
untuk menentukan apa yang harus dilakukan dengan tubuhnya sendiri. Putusan ini
menetapkan prinsip bahwa pasien harus menyetujui prosedur medis (Shah,
Thornton, Kopitnik, & Hipskind., 2024)

Informed consent bertujuan untuk melindungi pasien karena pasien akan
menentukan tindakan medis apa yang akan dijalankan terhadap dirinya atau
pasienlah yang menentukan nasib dirinya sendiri berdasarkan informasi yang telah
didapatkan. Oleh karena itu, informed consentini akan berjalan dengan baik apabila
pasien mempunyai kemampuan komunikasi secara baik untuk dapat menyetujui
atau menolak tindakan medis. Hal merupakan sikap kehati-hatian sebelum
melakukan tindakan medik terhadap pasien sehingga ini bukan hanya dapat
melindungi pasien tetapi juga dapat melindungi dokter dan perawat dari tuntutan
hukum apabila konsep /nformed consent dilaksanakan dengan benar.

Informed consent bukan sekadar formalitas administratif, melainkan proses
komunikasi yang memastikan perawat dan pasien terlibat aktif dalam keputusan
mengenai perawatan kesehatannya. Hal ini juga mencerminkan penghormatan
terhadap hak otonomi pasien dalam menentukan pilihan terbaik bagi dirinya. Dalam
situasi darurat di mana pasien tidak mampu memberikan persetujuan dan keluarga
tidak tersedia, tindakan medis yang diperlukan untuk menyelamatkan nyawa atau
mencegah kecacatan serius dapat dilakukan tanpa persetujuan terlebih dahulu.
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Namun, setelah situasi stabil, informasi lengkap harus diberikan kepada pasien atau
keluarganya (Utami, 2023). Pemberian informed consent dalam setiap tindakan ke
pasien merupakan hak pasien. Adanya pemahaman, penjelasan, indikasi serta
kontraindikasi tindakan membuat pasien dan keluarga pasien lebih tenang dalam
setiap dilakukan tindakan medis apapun (Sri Lestari, 2023).

Perawat berperan penting dalam upaya pemberian informasi kepada pasien
terkait dengan tindakan medis akan dijalaninya. Proses keperawatan merupakan
tugas pokok perawat dalam memberikan pelayanan keperawatan kepada pasien di
rumah sakit dan gambaran dari hubungan antara pasien dan perawat, identitas dan
peran profesionalitas perawat, dan pengembangan pengetahuan perawat.
Antusiasme perawat dalam menerima tantangan baru dalam memberikan
pelayanan telenursing sangat tinggi, hal tersebut dapat berdampak pada
kemampuan meningkatkan komunikasi yang efektif antara perawat dan pasien.
Oleh karena itu, kemampuan komunikasi perawat dibutuhkan untuk membantu
pasien dan keluarga dalam memberikan /nformed consent.

B. Landasan Teori

1. Definisi

Informed consent adalah proses di mana pasien diberikan informasi yang
jelas, lengkap, dan relevan tentang tindakan medis yang akan dilakukan, termasuk
diagnosis, prosedur, manfaat, risiko, alternatif, serta kemungkinan komplikasi,
sehingga pasien dapat membuat keputusan secara sadar dan sukarela
(Association, 2015).

Informed consent atau persetujuan tindakan medis adalah persetujuan
yang diberikan oleh pasien atau keluarganya atas dasar penjelasan mengenai
tindakan medis yang akan dilakukan terhadap pasien tersebut. Definisi ini diatur
dalam Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 585/Menkes/
Per/IX/1989 Tentang Persetujuan Medis.

Persetujuan yang diinformasikan (informed consent) adalah suatu proses
dan bukan hanya tentang memperoleh tanda tangan dari pihak yang
bersangkutan. Hal ini dikarenakan bahwa petugas kesehatan militer bukanlah
seseorang yang kebal hukum dan mereka harus menangani pasien dalam juml;ah
yang banyak setiap harinya (Faram, 2016).

Menurut (Beauchamp T. L., Principles of Biomedical Ethics (7th ed.), 2013)
informed consent terdiri dari dua elemen utama, yaitu:

a. Informasi yang memadai. Hal ini mencakup:
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1) Penjelasan tentang prosedur medis: pasien harus tahu apa yang akan
dilakukan oleh dokter, termasuk langkah-langkah prosedur, tujuan dari
tindakan tersebut, dan bagaimana tindakan tersebut dilakukan.

2) Risiko yang mungkin terjadi: pasien harus diinformasikan mengenai potensi
risiko dan komplikasi yang mungkin timbul akibat tindakan medis tersebut.
Ini mencakup risiko umum maupun risiko spesifik yang mungkin terkait
dengan kondisi pasien.

3) Manfaat dari tindakan medis: pasien juga perlu diberi pemahaman tentang
manfaat yang dapat diperoleh dari prosedur tersebut, baik dalam jangka
pendek maupun jangka panjang.

4) Alternatif pengobatan atau tindakan: selain menjelaskan tindakan yang akan
dilakukan, pasien harus diberi informasi mengenai alternatif pengobatan
atau prosedur lain yang bisa dipilih. Hal ini membantu pasien untuk
membuat keputusan yang lebih terinformasi, termasuk mempertimbangkan
keuntungan dan kerugian dari alternatif yang ada.

b. Persetujuan Sukarela
Elemen kedua dari /informed consent adalah bahwa persetujuan pasien
harus diberikan secara sukarela, tanpa adanya paksaan atau tekanan dari pihak
lain. Persetujuan sukarela mencakup:

1) Keputusan bebas dari paksaan: pasien harus memiliki kebebasan untuk
menerima atau menolak prosedur medis tanpa adanya tekanan dari pihak
manapun, baik dari tenaga medis, keluarga, atau pihak lain.

2) Kesadaran penuh: pasien harus sepenuhnya menyadari dan memahami
pilihan yang ada. Ini berarti bahwa pasien tidak boleh disetujui atau dipaksa
untuk memberikan persetujuan hanya karena faktor eksternal (seperti rasa
takut atau rasa terhutang budi).

3) Proses yang transparan dan terbuka: sebelum pasien memberikan
persetujuan, dokter harus memastikan bahwa pasien telah memiliki
kesempatan untuk bertanya dan mendapatkan klarifikasi atas setiap hal
yang tidak dipahami. Dokter juga harus mendiskusikan kemungkinan
konsekuensi dari memilih untuk menolak tindakan medis tersebut.

2. Jenis-jenis Informed Consent
Informed consent atau persetujuan yang diinformasikan memiliki
beberapa jenis yang dapat digunakan tergantung pada konteks medis dan jenis
prosedur yang akan dilakukan. Berikut adalah jenis-jenis /nformed consent yang
umum diketahui yaitu:
a. Informed consent tertulis (Written Informed Consent
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Jenis ini melibatkan dokumentasi tertulis yang ditandatangani oleh
pasien sebagai bukti bahwa mereka telah diberikan informasi yang cukup
mengenai prosedur medis yang akan dilakukan, serta memahami risiko,
manfaat, dan alternatif yang ada. Persetujuan ini sering digunakan untuk
prosedur yang lebih kompleks atau berisiko tinggi, seperti pembedahan,
penelitian medis, atau perawatan yang melibatkan penggunaan obat-obatan
eksperimental (Beauchamp T. &., 2019).

. Informed consent verbal (Verbal Informed Consent)

Informed consentverbal adalah persetujuan yang diberikan secara lisan
oleh pasien setelah mereka diberi informasi yang memadai. Jenis ini biasanya
digunakan untuk prosedur medis yang lebih sederhana atau ketika tidak ada
dokumen tertulis yang diperlukan. Meskipun disetujui secara verbal, proses ini
tetap harus didokumentasikan dalam catatan medis bahwa pasien telah
menerima penjelasan yang memadai dan telah memberikan persetujuannya
(Faden, 1986).

. Informed consent implied (Implied Informed Consent)

Informed consent implisit terjadi ketika tindakan pasien menunjukkan
persetujuan terhadap suatu prosedur medis. Ini sering terjadi dalam situasi
darurat atau ketika pasien tidak mampu memberikan persetujuan secara
eksplisit (misalnya, jika pasien tidak sadar atau dalam keadaan kritis). Dalam
kasus seperti ini, tenaga medis dapat melanjutkan perawatan berdasarkan
asumsi bahwa pasien akan setuju jika mereka dapat memberikan persetujuan
secara sadar (Munoz, 2017).

. Informed consent untuk Penelitian (Research Informed Consent)

Dalam konteks penelitian medis, informed consent adalah persetujuan
yang diberikan oleh peserta penelitian setelah mereka diberi informasi tentang
tujuan penelitian, prosedur yang terlibat, potensi risiko, manfaat, dan hak-hak
mereka sebagai peserta. Penelitian medis yang melibatkan manusia
memerlukan informed consent yang ketat untuk melindungi hak-hak etis
peserta (Health, 2020).

. Informed consent untuk prosedur darurat (Emergency Informed Consent)

Pada situasi darurat, terkadang tidak memungkinkan untuk
mendapatkan persetujuan yang sepenuhnya terinformasi dari pasien, terutama
jika pasien tidak dalam kondisi untuk memberikan persetujuan (misalnya, tidak
sadar atau dalam kondisi kritis). Dalam hal ini, dokter dapat bertindak tanpa
persetujuan eksplisit berdasarkan kebutuhan untuk menyelamatkan nyawa
atau mencegah kerusakan serius pada pasien. Namun, jika pasien kemudian
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sadar dan mampu memberikan persetujuan, proses informed consent akan
dilakukan segera setelah itu (AMA, 2020).

f. Informed consent untuk Anak (Parental Informed Consent)

Untuk pasien yang masih di bawah umur atau tidak mampu
memberikan persetujuan sendiri, orang tua atau wali yang sah memberikan
persetujuan atas nama anak. Dalam beberapa situasi, anak yang cukup dewasa
juga dapat memberikan persetujuan yang dikenal sebagai "assent'
(persetujuan anak), yang bersifat lebih sebagai bentuk penghargaan terhadap
hak anak untuk memahami apa yang terjadi dengan tubuh mereka (AAP, 2013)

3. Bentuk Informed Consent

Ada 2 bentuk persetujuan tindakan medis, yaitu :

a. Implied Consent (diberikan). Umumnya implied consent diberikan dalam
keadaan normal, artinya dokter dapat menangkap persetujuan tindakan medis
tersebut dari isyarat yang diberikan/ dilakukan pasien. Demikian pula pada
kasus emergency sedangkan dokter memerlukan tindakan segera sementara
pasien dalam keadaan tidak bisa memberikan persetujuan dan keluarganya
tidak ada ditempat, maka dokter dapat melakukan tindakan medik terbaik
menurut dokter.

b. Expressed Consent (dinyatakan). Dapat dinyatakan secara lisan maupun
tertulis. Dalam tindakan medis yang bersifat /nvasive dan mengandung risiko,
dokter sebaiknya mendapatkan persetujuan secara tertulis, atau yang secara
umum dikenal di rumah sakit sebagai surat izin operasi.

c. Refused consent (penolakan). Refused consent dapat dinyatakan bagian dari
informed consent dalam artian bahwa itu adalah hasil dari proses /nformed
consent. Refused consent menandakan bahwa pasien memilih untuk tidak
memberikan persetujuan setelah memperoleh informasi yang cukup. Oleh
karena itu, meskipun penolakan persetujuan adalah keputusan yang diambil
oleh pasien, itu tetap merupakan bagian dari keseluruhan proses /nformed
consent (Jonsen, 2015). Penolakan persetujuan dapat memiliki konsekuensi
yang signifikan, baik bagi pasien maupun tenaga medis. Jika seorang pasien
menolak prosedur yang dapat menyelamatkan nyawa atau meningkatkan
kualitas hidup mereka, dokter atau tenaga medis harus memastikan bahwa
pasien sepenuhnya memahami potensi dampak dari penolakan tersebut.

C. Prinsip Informed Consent

Prinsip merupakan landasan etis dan legal dalam praktik kedokteran yang
memastikan bahwa pasien memberikan persetujuan atas tindakan medis setelah
memahami informasi yang relevan. Prinsip ini menekankan penghormatan terhadap
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otonomi pasien dan hak mereka untuk membuat keputusan terkait perawatan

kesehatan. Prinsip-prinsip utama informed consent (Process, 2017), meliputi:

1. Keterbukaan Informasi (disclosure): dokter wajib memberikan informasi lengkap
kepada pasien mengenai diagnosis, tujuan tindakan medis, prosedur yang akan
dilakukan, risiko dan manfaat, alternatif tindakan, serta prognosis tanpa
intervensi. Informasi ini harus disampaikan dengan jelas dan dapat dipahami oleh
pasien.

2. Pemahaman (understanding): pasien harus memahami informasi yang diberikan.
Dokter perlu memastikan bahwa pasien mengerti detail tindakan medis yang
akan dilakukan, termasuk risiko dan manfaatnya.

3. Kesukarelaan (voluntariness): keputusan pasien untuk menyetujui atau menolak
tindakan medis harus dibuat tanpa paksaan, tekanan, atau manipulasi dari pihak
manapun. Hal ini memastikan bahwa keputusan tersebut benar-benar berasal
dari keinginan pasien sendiri.

4. Kompetensi (capacity): pasien harus memiliki kapasitas atau kemampuan untuk
membuat keputusan medis, yang berarti mereka mampu memahami informasi
yang diberikan dan mempertimbangkan konsekuensi dari keputusan mereka.

5. Persetujuan (consen?): setelah melalui proses tersebut, pasien memberikan
persetujuan yang sah terhadap tindakan medis yang akan dilakukan. Persetujuan
ini sebaiknya didokumentasikan secara tertulis, terutama untuk prosedur dengan
risiko tinggi.

Di Indonesia, prinsip-prinsip /nformed consent diatur dalam Peraturan
Menteri Kesehatan No. 290/Menkes/Per/Ill/2008 tentang Persetujuan Tindakan
Kedokteran. Peraturan ini menegaskan bahwa persetujuan tindakan kedokteran
adalah hak pasien yang harus dihormati, dan dokter berkewajiban untuk
memberikan informasi yang lengkap dan jelas sebelum melakukan tindakan medis
(Permenkes, 2008). Penerapan prinsip-prinsip /informed consent yang tepat tidak
hanya melindungi hak-hak pasien, tetapi juga memberikan perlindungan hukum
bagi tenaga medis dalam menjalankan praktik kedokteran. Oleh karena itu, penting
bagi kedua belah pihak untuk memahami dan menghormati proses ini demi
tercapainya pelayanan kesehatan yang etis dan berkualitas.

Informed consent sangat penting dalam konteks perawatan medis karena
beberapa alasan etis, hukum, dan profesional. Beberapa alasan /informed consent
diperlukan dalam perawatan medis adalah:

1. Melindungi hak otonomi pasien

Informed consent adalah inti dari prinsip otonomi, yang berarti bahwa
setiap individu memiliki hak untuk membuat keputusan mengenai tubuh dan
kesehatan mereka sendiri. Dalam hal ini, pasien memiliki hak untuk memilih
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apakah mereka ingin menjalani prosedur medis atau perawatan tertentu setelah
mendapatkan informasi yang jelas dan lengkap. Informed consent memastikan
bahwa pasien tahu mereka memiliki kontrol atas keputusan medis mereka, yang
adalah aspek dasar dari hak asasi manusia (Beauchamp T. &., 2019).
2. Menghormati keputusan pasien
Informed consent memungkinkan pasien untuk membuat keputusan
berdasarkan nilai-nilai pribadi, keyakinan, dan preferensi mereka sendiri.
Beberapa pasien mungkin menolak prosedur medis meskipun prosedur tersebut
dianggap bermanfaat atau diperlukan, karena mereka memiliki alasan pribadi,
agama, atau budaya untuk menolaknya. Dengan menyediakan informed consent,
tenaga medis memberikan kesempatan kepada pasien untuk mengekspresikan
keinginan mereka tanpa adanya tekanan atau paksaan.
3. Mencegah pelanggaran etika dan hukum
Informed consent adalah kewajiban hukum dan etika bagi profesional
medis. Tanpa memperoleh persetujuan yang sah dari pasien, tindakan medis
dapat dianggap sebagai pelanggaran terhadap tubuh pasien atau bahkan
serangan. Dalam hal ini, tenaga medis dapat menghadapi konsekuensi hukum
yang serius, seperti tuntutan pidana atau perdata. Dengan mendapatkan
persetujuan yang diinformasikan terlebih dahulu, dokter atau tenaga medis
melindungi diri mereka dari potensi klaim malpraktek dan pelanggaran hukum
(Faram, 2016).
4. Meningkatkan keterlibatan pasien dalam pengambilan keputusan
Proses informed consent mendorong komunikasi yang lebih terbuka
antara pasien dan tenaga medis. Hal ini tidak hanya memperjelas prosedur yang
akan dilakukan, tetapi juga memberi pasien kesempatan untuk mengajukan
pertanyaan dan mendapatkan klarifikasi terkait kondisi medis mereka. Ketika
pasien merasa terlibat dalam pengambilan keputusan perawatan mereka, mereka
lebih mungkin untuk merasa puas dengan hasil perawatan dan lebih cenderung
mengikuti instruksi medis (Gillon, 2015).
5. Memastikan keputusan yang terinformasi
Informed consent memberikan kesempatan kepada pasien untuk
membuat keputusan berdasarkan informasi yang jelas tentang manfaat, risiko,
dan alternatif yang ada. Tanpa informasi yang cukup, pasien tidak dapat
membuat keputusan yang terinformasi dan mungkin tidak menyadari risiko atau
konsekuensi dari tindakan medis yang mereka jalani. Informed consent
memastikan bahwa keputusan pasien didasarkan pada pemahaman yang benar
mengenai situasi medis mereka.
6. Mengurangi risiko konflik
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Dengan memberikan informasi yang memadai dan memperoleh
persetujuan yang jelas, proses informed consemt membantu mengurangi
kemungkinan timbulnya konflik antara pasien dan tenaga medis khususnya
perawat. Jika pasien merasa bahwa mereka telah diberi penjelasan yang cukup
dan telah diberi kesempatan untuk bertanya, mereka lebih cenderung merasa
dihormati dan mendukung proses perawatan (Nainggolan, 2021).

. Menjaga kepercayaan pasien

Informed consent adalah kunci untuk membangun dan mempertahankan
kepercayaan antara pasien dan perawat. Ketika pasien merasa bahwa mereka
dilibatkan dalam keputusan yang mempengaruhi kesehatan mereka, mereka
lebih cenderung mempercayai profesional medis dan merasa lebih aman dalam
menjalani perawatan. Kepercayaan ini sangat penting dalam hubungan
terapeutik dan dalam kesuksesan pengobatan jangka panjang.

. Pencegahan kesalahan medis

Dengan memastikan bahwa pasien memahami tindakan medis yang akan
diambil, risiko yang terlibat, dan alternatif yang ada, /nformed consent dapat
berfungsi sebagai mekanisme yang membantu mengurangi kesalahan medis.
Misalnya, pasien yang lebih memahami prosedur atau pengobatan yang sedang
mereka jalani mungkin lebih cenderung untuk menyatakan kekhawatiran atau
memberikan informasi tambahan yang relevan yang mungkin membantu tenaga
medis dalam mengambil keputusan yang lebih tepat.

D. Prinsip-prinsip etik keperawatan

Prinsip etik keperawatan merupakan pedoman yang mengatur perilaku

perawat dalam memberikan layanan kesehatan. Prinsip-prinsip ini bertujuan untuk

memastikan perawat melayani pasien dengan bertanggung jawab dan

menghormati hak-hak pasien prinsip etik keperawatan (Azis Mangara, 2021).

1.

44

Otonomi (autonomy): prinsip otonomi didasarkan pada keyakinan bahwa
individu mampu berpikir logis dan mampu membuat keputusan sendiri. Orang
dewasa dianggap kompeten dan memiliki kekuatan membuat sendiri, memilih
dan memiliki berbagai keputusan atau pilihan yang harus dihargai oleh orang
lain. Prinsip otonomi merupakan bentuk respek terhadap seseorang, atau
dipandang sebagai persetujuan tidak memaksa dan bertindak secara rasional.
Otonomi merupakan hak kemandirian dan kebebasan individu yang menuntut
pembedaan diri. Praktek profesional merefleksikan otonomi saat perawat
menghargai hak-hak klien dalam membuat keputusan tentang perawatan dirinya.

. Berbuat baik (beneficience): Hal ini dimaksudkan bahwa perawat hendaknya

melakukan sesuatu yang baik terhadap pasien, mencegah dari kesalahan atau

Bunga Rampai Etika dan Hukum dalam Manajemen Keperawatan



kejahatan, penghapusan kesalahan atau kejahatan dan peningkatan kebaikan
oleh diri dan orang lain. Terkadang, dalam situasi pelayanan kesehatan, terjadi
konflik antara prinsip ini dengan otonomi.

3. Keadilan (justice): prinsip keadilan dibutuhkan untuk berlaku sama dan adil
terhadap orang lain dengan menjunjung prinsip-prinsip moral, legal dan
kemanusiaan. Nilai ini direfleksikan dalam prkatek profesional ketika perawat
bekerja untuk terapi yang benar sesuai hukum, standar praktek dan keyakinan
yang benar untuk memperoleh kualitas pelayanan kesehatan.

4. Tidak merugikan (nonmaleficience): prinsip ini berarti tidak menimbulkan bahaya/
cedera fisik dan psikologis pada pasien.

5. Kejujuran (veracity): prinsip veracity berarti penuh dengan kebenaran. Nilai ini
diperlukan oleh pemberi pelayanan kesehatan untuk menyampaikan kebenaran
pada setiap pasien dan untuk meyakinkan bahwa pasien sangat mengerti. Prinsip
veracity berhubungan dengan kemampuan seseorang untuk mengatakan
kebenaran. Informasi harus ada agar menjadi akurat, komprensensif, dan objektif
untuk memfasilitasi pemahaman dan penerimaan materi yang ada, dan
mengatakan yang sebenarnya kepada pasien tentang segala sesuatu yang
berhubungan dengan keadaan dirinya selama menjalani perawatan.

6. Menepati janji (fidelity): prinsip ini dibutuhkan oleh seorang perawat untuk
menghargai janji dan komitmennya terhadap pasien maupun keluarganya.
Perawat setia pada komitmennya dan menepati janji serta menyimpan rahasia
pasien. Ketaatan, kesetiaan, adalah kewajiban seseorang untuk mempertahankan
komitmen yang dibuatnya. Kesetiaan, menggambarkan kepatuhan perawat
terhadap kode etik yang menyatakan bahwa tanggung jawab dasar dari perawat
adalah untuk meningkatkan kesehatan, mencegah penyakit, memulihkan
kesehatan dan meminimalkan penderitaan.

7. Kerahasiaan (confidentiality): aturan dalam prinsip kerahasiaan adalah informasi
tentang pasien harus dijaga kerahasiaannya. Segala sesuatu yang terdapat dalam
dokumen catatan kesehatan pasien hanya boleh dibaca dalam rangka
pengobatan pasien. Tidak ada seorangpun dapat memperoleh informasi tersebut
kecuali jika diijinkan oleh pasien dengan bukti persetujuan. Diskusi tentang pasien
di luar area pelayanan, menyampaikan pada teman atau keluarga tentang pasien
dengan tenaga kesehatan lain harus dihindari.

8. Akuntabilitas (accountability): akuntabilitas merupakan standar yang pasti bahwa
tindakan seorang profesional dapat dinilai dalam situasi yang tidak jelas atau
tanpa terkecuali.
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E. Peran Perawat terhadap informed consent

Keperawatan adalah suatu bentuk pelayanan profesional yang merupakan
bagian integral dari pelayanan kesehatan, didasarkan pada ilmu dan kiat
keperawatan, berbentuk pelayanan bio-psiko-sosial-spiritual yang komprehensif,
ditujukan pada individu, keluarga, dan masyarakat, baik sakit maupun sehat yang
mencakup seluruh proses kehidupan manusia (Ritonga, 2020).

Persetujuan tindakan medik /nformed consent merupakan persetujuan yang
diberikan oleh pasien atau keluarganya atas dasar penjelasan mengenai tindakan
medik yang akan dilakukan terhadap pasien tersebut. Persetujuan ini bisa secara
langsung atau tidak langsung dalam bentuk lisan ataupun tulisan (Najamuddin,
2016). Perawat sebagai salah satu tenaga kesehatan berkewajiban melaksanakan
peran dan fungsinya di sarana pelayanan kesehatan khususnya rumah sakit untuk
menunaikan hak-hak pasien meliputi hak atas informasi dan hak memberikan
persetujuan tindakan medik atas dasar informasi yang telah dipahami oleh pasien
maupun keluarga. Kelengkapan lembar /nformed consent dapat digunakan untuk
berbagai keperluan. Keperluan tersebut diantaranya adalah sebagai bahan
pembuktian dalam perkara hukum, bahan penelitian dan pendidikan serta dapat
digunakan sebagai alat untuk analisis dan evaluasi terhadap mutu pelayanan yang
diberikan oleh rumah sakit. /nformed consent ini akan memberikan perlindungan
hukum tidak hanya kepada pasien, namun juga melindungi tenaga kesehatan/
dokter dari tuntutan yang tidak proporsional dari pihak pasien (M. Jusuf Hanafiah,
2017).

Informed consent adalah persetujuan yang diberikan oleh pasien setelah
mendapatkan penjelasan yang lengkap mengenai prosedur medis, risiko, manfaat,
alternatif, dan konsekuensi yang mungkin terjadi. Perawat memiliki peran penting
dalam mendukung proses ini, baik dari segi edukasi maupun komunikasi antara
pasien dan tenaga medis lainnya. Adapun peran perawat meliputi:

1. Penyampaian informasi awal

Perawat berperan sebagai pemberi informasi awal kepada pasien dan
keluarganya tentang prosedur atau tindakan yang akan dilakukan. Walaupun
dokter bertanggung jawab utama untuk memberikan penjelasan, perawat sering
kali membantu pasien memahami informasi medis yang telah disampaikan oleh
dokter. Adapun tugas perawat dalam kegiatan ini adalah:
a. Menjelaskan terminologi medis dalam bahasa yang sederhana dan mudah
dimengerti.

b. Memberikan informasi tambahan jika pasien membutuhkan klarifikasi.

2. Mendukung pengambilan keputusan pasien
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Perawat bertindak sebagai pendukung pasien dalam proses pengambilan
keputusan yang sesuai dengan nilai, keyakinan, dan preferensi pasien. Perawat
memastikan pasien merasa nyaman untuk bertanya dan memahami hak-haknya.
Peran perawat dalam informed consent terutama membantu pasien untuk
mengambil keputusan pada tindakan medis pasien. Dalam proses keperawatan
perawat memiliki berbagai peran, salah satunya sebagai advokasi pasien.
Menurut (Perry, 2017). Peran perawat sebagai advokasi adalah melindungi pasien,
melindungi hak asasi pasien, dan memberikan bantuan untuk melindungi hak-
hak tersebut sesuai kebutuhan. Oleh karena itu, advokasi dalam kesehatan
diartikan sebagai upaya untuk memperoleh perlindungan, bantuan, atau
dukungan terhadap program kesehatan. Pengambilan Keputusan untuk
persetujuan tindakan medis secara mandiri oleh pasien sangatlah diperlukan,
namun masih banyak yang belum diketahui mengenai prosesnya di lingkungan
klinis. Dalam lingkup pelayanan kesehatan yang terus berkembang, perawat
harus siap untuk memberikan pemahaman pasien dan berpartisipasi dalam
proses informed consent agar dapat lebih memenuhi peran mereka sebagai
advokat pasien (Sydney A Axson, 2019).

3. Mengevaluasi pemahaman pasien

Sebelum pasien memberikan persetujuan, perawat membantu
mengevaluasi apakah pasien benar-benar memahami informasi yang telah
diberikan. Jika diperlukan, perawat dapat meminta dokter untuk memberikan
penjelasan ulang. Adapun tugas perawat meliputl:

a. Melakukan diskusi dengan pasien untuk memastikan mereka memahami risiko,
manfaat, dan alternatif.
b. Mengidentifikasi keraguan atau kesalahpahaman yang mungkin ada.
4. Mendokumentasikan proses

Perawat dapat mendokumentasikan bahwa pasien telah menerima
informasi dan menunjukkan tanda-tanda pemahaman yang baik. Hal ini penting
untuk catatan medis dan sebagai bukti bahwa prosedur informed consent
dilakukan dengan benar.

5. Menjaga hak pasien

Perawat harus memastikan bahwa pasien memberikan persetujuan tanpa
adanya tekanan atau paksaan. Mereka juga harus menghormati keputusan
pasien, termasuk jika pasien menolak prosedur tertentu.

6. Membangun hubungan kepercayaan

Hubungan yang baik antara perawat dan pasien meningkatkan
kepercayaan pasien terhadap tenaga kesehatan. Kepercayaan ini mempermudah
pasien dalam memberikan /informed consent.
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F. Simpulan

Rumah sakit sebagai tempat pelayanan kesehatan juga hendaknya
memberikan arahan kepada petugas atas pentingnya pengisian informed consent
dan mengadakan sosialisasi kebijkan organisasi prosedur tetap, monitoring dan
sanksi /nformed consent untuk meningkatkan pemahaman lebih mendalam dan
kepatuhan dokter terhadap kebijakan organisasi rumah sakit terkait pelaksanaan
informed consent untuk meningkatkan mutu pelayanan Kesehatan. /nformed
consent bertujuan untuk memberikan otonomi kepada pasien dalam membuat
keputusan tentang kesehatannya, sekaligus memastikan bahwa keputusan tersebut
didasarkan pada pemahaman yang jelas tentang informasi yang diberikan, serta
dalam kondisi bebas dari tekanan atau paksaan. Perawat mampu membina
komunikasi yang baik antar sesama tenaga kesehatan, artinya komunikasi ini adalah
bentuk aksi untuk melakukan interaksi yang akan memberikan informasi silang
antara perawat, pasien/ keluarga dan mitra sejawat. Hal ini bertujuan untuk
memenuhi kebutuhan pasien sehingga pasien dapat memperoleh peningkatan
kesehatan yang optimal, perawat mampu menjalin persahabatan yang baik dengan
rekan kerja, dan kerja sama tim yang baik. (Sabirin B. Syukur, 2023).

Informed consent merupakan suatu kegiatan penting dalam etika medis yang
memastikan bahwa pasien memahami prosedur medis dan membuat keputusan
yang terinformasi tentang perawatan mereka. Setiap jenis /nformed consent
memiliki kegunaan tertentu tergantung pada kompleksitas dan konteks tindakan
medis yang akan dilakukan, serta kondisi pasien itu sendiri. Informed consent sangat
penting dalam perawatan medis karena menghormati otonomi pasien, melindungi
hak mereka, dan memastikan bahwa keputusan medis diambil berdasarkan
pemahaman yang jelas. Proses ini juga memberikan perlindungan hukum dan etika
bagi tenaga medis serta meningkatkan hubungan antara pasien dan profesional
medis. Dengan memberikan /informed consent, pasien dapat membuat keputusan
yang lebih terinformasi mengenai perawatan mereka, yang pada akhirnya dapat
meningkatkan kualitas perawatan dan hasil kesehatan pasien.
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e —
A. Pendahuluan/Prolog

Penyakit terminal merupakan penyakit yang secara medis tidak dapat
disembuhkan dan diperkirakan menyebabkan kematian (Curie, 2019). Penyakit
terminal berbeda dengan penyakit kronik. Penyakit kronik adalah penyakit yang
berlangsung lama, yaitu lebih dari enam bulan atau bahkan bertahun-tahun.
Penyakit Konik dapat dikendalikan dengan diet dan olahraga, sedangkan penyakit
terminal tidak. Beberapa contoh penyakit terminal antara lain penyakit jantung,
kanker, gagal ginjal, demensia, HIV/AIDS. Seseorang yang mengalami penyakit
tersebut akan merasa tidak berdaya, putus asa dan hilang harapan.

Berbagai upaya dilakukan baik oleh pasien, keluarga dan tim medis dalam
membantu mengurangi penderitaan yang dialami oleh pasien terminal.
Penatalaksanaan medis dan perawatan untuk pasien terminal ditujukan bukan untuk
menyembuhkan penyakit tetapi mengurangi gejala, meningkatkan rasa nyaman.
Penanganan pasien terminal sebaiknya dilakukan oleh dokter dan perawat spesialis
paliatif (Morrow, 2024). Keperawatan paliatif dapat diberikan di semua tatanan
pelayanan kesehatan seperti klinik rawat jalan atau pusat perawatan harian,
perawatan di rumah sakit, panti jompo dan lingkungan Masyarakat.

Perawat paliatif yang membantu pasien terminal harus memahami proses
penyakit terminal yang sedang dialami pasiennya, memahami kebutuhannya,
sehingga dapat bekerja dengan sepenuh hati dan melayani dengan etika yang baik.
Tantangan dalam memberikan pelayanan keperawatan paliatif yang dapat diterima
oelh pasien dan keluarga menjadi pemicu perawat paliatif untuk terus meningkatkan
pengetahuan, ketrampilan dan sikap serta etika secara profesional.

Pembahasan pada bab ini membicarakan tentang kebutuhan pasien yang
menjalani paliatif care, yaitu perawatan khusus untuk pasien yang mengalami
penyakit terminal. Akan dibahas pula bagaimana etika perawat dalam memberikan
pelayanan keperawatan paliatif beserta tantangannya.
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B. Kebutuhan Pasien Terminal

Pasien yang telah terdiagnosa penyakit jantung, kanker, gagal ginjal,

demensia, HIV/AIDS termasuk dalam kategori penyalit terminal yang secara medis
tidak dapat disembuhkan. Pasien tersebut pada kondisi ini dibayangi oleh ancaman

kematian. Kondisi fisik yang lemah dapat membuat pasien terminal merasa tidak

berdaya, menggantungkan hidupnya dari bantuan orang lain. Perubahan status

kesehatan yang dialami oleh pasien terminal baik secara fisik dan mental

mengakibatkan perubahan pula dalam kebutuhan dasar sehari-harinya (Wilkin et al,,

2024). Berikut diuraikan beberapa kebutuhan pasien terminal sebagai berikut :

1.

52

Kebutuhan fisik: Penatalaksanaan medis yang harus dijalani pasien terminal
seperti operasi, radiasi, kemoterapi, atau pengobatan lain berdampak pada
pembatasan aktifitas fisik dan pemenuhan kebutuhan sehari-hari. Masalah fisik
yang biasanya dialami pasien terminal antara lain nyeri, masalah tidur, kesulitan
bernafas, kehilangan nafsu makan, sembelit, dan mual atau muntah. Pada kondisi
seperti di atas, pasien biasanya mengalami penderitaan akibat berbagai gejala
yang muncul, bisa akibat penyakitnya, karena efek samping pengobatan, karena
tirah baring atau karena penyakit lain yang menyertai. Pasien terminal harus
merasa nyaman dengan memastikan semua rasa sakit dan gejala tertangani
dengan baik.

. Kebutuhan psikologis: Ketika pertama kali pasien mengetahui tentang penyakit

yang mematikan, maka respon yang muncul akan berbeda-beda. Umumnya
pasien mengatakan kaget, tidak percaya atau menyalahkan diagnosa tersebut.
Respon seperti denial (penolakan), anger (marah), bargaining (tawar menawar),
depression (depresi) dialami pada pasien terminal (Curie, 2019). Pasien terminal
perlu bantuan orang lain, misalnya perawat paliatif untuk memastikan bahwa
pasien memiliki kesempatan untuk membicarakan segala kekhawatiran yang
mereka miliki dan memberikan kenyamanan emosional. Berdasarkan
pengalaman praktik dalam merawat pasien terminal, kebutuhan pasien untuk
mendapatkan dukungan emosional sangat diperlukan (Neiman, 2020).

. Kebutuhan sosial: Perawatan yang lama dapat membuat pasien terminal

mengalami kesulitan sosial misalnya menarik diri atau kurangnya dukungan.
Kehilangan pekerjaan akibat perawatan yang lama juga berdampak pada
penurunan pendapatan finansial pasien dan keluarga (Read, 2022). Untuk dapat
menjalani kehidupan secara berkualitas, pasien terminal perlu memastikan bahwa
mereka tetap terhubung dengan orang lain yang penting bagi dirinya.

. Kebutuhan spiritual: Penderitaan fisik dan psikologis yang dialami pasien

terminal dalam waktu lama dapat menimbulkan masalah spiritual yang muncul
dalam bentuk menyalahkan diri, penyesalan atau marah kepada Sang pencipta.
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Tekanan emosional yang terus menerus dapat membuat pasien terminal
kehilangan makna hidup, bahkan keputusasaan dan hilangnya keyakinan (Wilkin
et al., 2024). Perawat harus memastikan bahwa pasien terminal dirawat sesuai
dengan keyakinannya (bukan hanya keyakinan agama).

C. Perawatan Paliatif

Perawatan paliatif adalah suatu pendekatan untuk mencapai kualitas hidup
pasien dan keluarga yang menghadapi masalah yang berhubungan dengan
penyakit yang tidak dapat disembuhkan dengan mencegah dan mengurangi
penderitaan melalui identifikasi dini, penilaian yang seksama dan pengobatan nyeri
dan masalah masalah lain, baik masalah fisik, psikososial dan spiritual (Novita V.M,
2020). Sesuai definisi yang baru, WHO menganjurkan perawatan paliatif tidak hanya
pada pasien yang telah sampai pada stadium terminal, namun sebaiknya dimulai
lebih awal sesuai kebutuhan pasien dan keluarga. Prinsipnya perawatan paliatif
dapat diberikan bila pasien mengalami penderitaan dan keluarga mengalami
kesulitan dalam merawat pasien.

Perawatan paliatif atau Palliative care termasuk perawatan medis rumah sakit.
Tujuan perawatan paliatif adalah meningkatkan kualitas hidup pasien dan
keluarganya yang merawat pasien yang mana dengan memperhatikan aspek
psikologis dan spiritual pasien. Caranya adalah dengan menghilangkan rasa sakit
dan gejala mengganggu lainnya, serta memenuhi kebutuhan emosional, spiritual,
dan praktis pasien serta keluarga. Perawatan ini dapat dilakukan bersamaan dengan
perawatan penyakit kronis yang diberikan dokter (Morrow, 2024).

1. Kriteria Paliatif Care
Pasen terminal yang perlu mendapat perawatan paliatif harus memenuhi
beberapa kriteria. Artinya, tidak semua pasien terminal termasuk dalam kategori
pasen yang memelukan perawatan paliatif. Kriteria untuk menerima perawatan
paliatif (David and Diane, 2011) sebagai berikut :

a. Kriteria klinis umum; pasien terminal yang sudah beberapa kali rawat inap,
penurunan kemampuan untuk mengurus diri sendiri, penurunan berat badan
yang parah, kebutuhan untuk pemberian makanan lewat selang pada orang
yang sakit parah, gejala yang sulit dikendalikan, dan tekanan yang sangat besar
pada pasien atau pengasuh.

b. Kriteria unit perawatan intensif (ICU); pasien terminal yang sudah dua kali
rawat inap ICU dalam satu periode waktu rawat inap yang sama, kegagalan
multiorgan, penggunaan ventilator dalam jangka panjang, dan rawat inap ICU
dari panti jompo pada orang dengan berbagai masalah kesehatan (misalnya,
demensia dan gagal jantung).
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c. Kriteria ruang gawat darurat (ER): pasen terminal yang mengalami beberapa
rawat inap sebelumnya untuk kondisi yang sama, pasien perawatan jangka
panjang dengan perintah tidak boleh dilakukan resusitasi (DNR = Do Not
Recucitation), dan orang-orang yang sebelumnya terdaftar dalam perawatan
rumah sakit atau perawatan kesehatan di rumah.

d. Kriteria onkologi (kanker): pasien terminal yang termasuk status kinerja (PS
= Performan Status) yang buruk , kegagalan kemoterapi lini pertama atau lini
kedua, metastasis tulang, yang menyakitkan (penyebaran kanker), metastasis
otak progresif setelah radiasi, dan perlunya manajemen nyeri intervensional.

. Tujuan

Perawatan paliatif yang diberikan pada pasien terminal secara umum
ditujukan untuk membantu memenuhi kebutuhan sehari-hari sehingga dapat
menjalani kehidupannya secara berkualitas. Perawatan paliatif juga bertujuan
(National Institute on Aging, 2022) untuk:

a. Memberikan dukungan psikososial dan spiritual kepada pasien dan keluarga

b. Membantu pasien dan keluarga dalam pengambilan keputusan terkait
perawatan

c. Meningkatkan kualitas hidup pasien dengan memperhatikan aktivitas yang
bermakna

. Ruang Lingkup

Perawatan paliatif yang diberikan pada pasien terminal harus melibatkan
berbagai pihak seperti dokter, perawat, tenaga sukarela, keluarga dan masyarakat
(Christantie Effendy, 2024). Perawatan paliatif dilakukan dengan pendekatan tim
interdisipliner, di mana pekerja sosial merupakan anggota integral dari tim.
Pekerja sosial dapat membantu pasien dan keluarga dalam berkomunikasi
dengan anggota tim, dan membantu memecahkan masalah dan menyelesaikan
konflik. Ruang lingkup perawatan paliatif meliputi :

a. Memberikan bantuan dari rasa sakit dan/atau gejala suatu penyakit

b. Koordinasi perawatan antara penyedia medis dan non-medis

c. Meminimalkan efek samping dari perawatan

d. Menangani kebutuhan emosional, spiritual, dan sosial individu

e. Mengidentifikasi dan mendukung kebutuhan keluarga atau pengasuh

f. Penanggulangan keluhan lain/penyerta penyakit primer, seperti : gangguan
saluran nafas, gangguan saluran cerna, gangguan saluran kemih, gangguan
aktifitas, dll

g. Persiapan kemampuan keluarga untuk perawatan pasien di rumah

h. Kunjungan rumah berkala, sesuai kebutuhan pasien dan keluarga

i. Bimbingan perawatan untuk pasien dan keluarga
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j. Asuhan keperawatan terhadap pasien dengan : luka, gastrostomi, colostomy,
selang makan (NGT), kateter dll
k. Membantu penyediaan sarana / alat bantu kesehatan : tabung O2, suction,
nebulizer, kasur dekubitus, dll.
l. Membantu penyediaan tenaga perawat home care
m.Membantu penyediaan pelaku rawat / caregiver
n. Membantu kesiapan menghadapi akhir hayat dengan tenang dan dalam iman
0. Memberi dukungan masa duka cita
p. Konsultasi melalui telepon
. Prinsip
Dalam perawatan paliatif, pasien memiliki peran penting dalam membuat
keputusan yang akan diambil. Pasien biasanya menyampaikan hal yang ingin
dicapai, misalnya melakukan sesuatu atau melihat kejadian penting. Perawatan
paliatif dapat dilakukan dengan menerapkan beberapa prinsip (Novita V.M, 2020)
dibawah ini :
a. Menghilangkan nyeri dan gejala fisik lain
. Menghargai kehidupan dan menganggap kematian sebagai proses normal
. Tidak bertujuan mempercepat atau menghambat kematian

b

C

d. Mengintegrasikan aspek psikologis, sosial dan spiritual

e. Memberikan dukungan agar pasien dapat hidup seaktif mungkin

f. Memberikan dukungan kepada keluarga sampai masa dukacita

g. Menggunakan pendekatan tim untuk mengatasi kebutuhan pasien dan
keluarganya

h. Menghindari tindakan yang sia-sia

. Fungsi Perawatan Paliatif

Perawatan paliatif adalah suatu pendekatan dalam pelayanan kesehatan
yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup pasien yang menghadapi
penyakit serius, kronis, atau yang berpotensi mengancam nyawa. Perawatan
paliatif dapat diberikan bersamaan dengan perawatan pasien menjelang ajal yang
terintegrasi dengan sistem perawatan kesehatan (Agustini, 2021). Berikut adalah
beberapa fungsi perawatan paliatif :

a. Meringankan Gejala; Perawatan paliatif bertujuan untuk mengurangi atau
menghilangkan gejala yang dapat menyebabkan ketidaknyamanan atau
penderitaan pada pasien. Ini termasuk pengelolaan nyeri, mual, muntah,
kelelahan, dan gejala lainnya.

b. Dukungan Psikososial; Memberikan dukungan emosional dan kesejahteraan
psikologis kepada pasien dan keluarganya. Tim perawatan paliatif berfokus
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pada aspek psikososial dan spiritual, membantu pasien dan keluarganya
menghadapi tantangan emosional yang muncul.

. Pengambilan Keputusan Bersama; Membantu pasien dan keluarga dalam

pengambilan keputusan terkait perawatan, terutama ketika menghadapi
pilihan sulit terkait dengan perawatan akhir hidup. Proses ini melibatkan dialog
terbuka dan informasi yang jelas.

. Perawatan Holistik; Menyediakan perawatan yang melibatkan seluruh aspek

kehidupan pasien, termasuk fisik, psikologis, sosial, dan spiritual. Tujuannya
adalah memberikan dukungan yang holistik dan menyeluruh sesuai dengan
kebutuhan dan nilai-nilai pasien.

. Meningkatkan Kualitas Hidup; Fokus pada aspek kualitas hidup dengan

memberikan perhatian pada aktivitas yang bermakna, keintiman, dan koneksi
emosional. Hal ini dilakukan agar pasien dapat menjalani hidup mereka sebaik
mungkin meskipun dalam kondisi penyakit serius.

D. Etika dalam Perawatan Paliatif

Etika berasal dari bahasa Yunani yaitu £thos, artinya kebiasaan, karakter atau

watak. Etika adalah ilmu yang mempelajari nilai-nilai, norma dan prinsip moral yang

membimbing perilaku manusia. Etika merupakan refleksi jiwa dan ungkapan

perasaan terhadap orang lain atau diri sendiri. Etika perawat adalah pedoman yang

mengatur perilaku perawat dalam memberikan pelayanan kesehatan kepada pasien.

Etika keperawatan mencakup nilai-nilai moral, dedikasi, dan pengabdian. Beberapa

prinsip etika keperawatan akan diuraikan di bawah ini.

1. Prinsip etika keperawatan

56

Secara umum, penerapan etika dalam pelayanan keperawatan harus mengacu
pada prinsip etika (Varkey, 2021), antara lain:
a. Beneficience: Melakukan yang terbaik untuk pasien; secara moral, tindakan

keperawatan yang dilakukan demi kepentingan pasien, melindungi dan
membela hak pasien, seperti melakukan tindakan pencegahan bahaya,
menghilangkan penyebab masalah, membantu disabilitas dan menyelamatkan
nyawa pasien.

b. Non-maleficience: Tidak merugikan pasien secara fisik maupun psikologis;

Beberapa aturan moral seperti tidak menimbulkan rasa sakit, tidak
membunuh atau melumpuhkan, tidak menyebabkan kebencian, tidak
melakukan Tindakan yang tidak pantas merupakan beberapa hal yang harus
diperhatikan dari aspek etika. Memberikan tindakan yang terbaik bagi pasien,
mengurangi beban dari intervensi atau pengobatan, menghindari hal-hal yang

Bunga Rampai Etika dan Hukum dalam Manajemen Keperawatan



membebani pasien dan keluarga merupakan beberapa contoh dalam
penerapan prinsip etika (non mal eficience).

. Otonomi: Menghormati hak pasien untuk membuat keputusan tentang
perawatannya; Prinsip otonomi terutama bagi pasien dewasa merupakan
perwujudan dari keinginan pribadi untuk menetapkan keputusan atas dirinya
sendiri. Bagi pasien paliatif care yang sedang dalam kondisi penyakitnya di
tahap akhir perlu mendapatkan informasi yang sejelasnya tentang berbagai hal
terkait alternatif program pengobatan, prognosis penyakit sehingga mendapat
pemahaman yang cukup sebagai dasar pengambilan keputusan. Perawat perlu
memastikan bahwa pasien dalam kondisi bebas dari tekanan orang lain atau
dirinya sendiri saat pengambilan keputusan dari berbagai alternatif yang
diberikan. Lebih luas lagi prinsip otonomi ini juga berlaku untuk menghargai
hak otonomi perawat atau anggota tim lain yang terlibat dalam pelayanan
paliatif care (Novita V.M, 2020).

. Justice: Bersikap adil kepada semua pasien; Perawat akan berhadapan dengan
berbagai kasus terminal pada strata social yang berbeda seperti pasien kanker
yang tidak memilki keluarga, pasien HIV-AIDS dari keluarga terhormat, lansia
dengan kecacatan fisik, dan lain-lain. Prinsip keadilan ditujukan untuk
pemerataan sumber-sumber pelayanan keperawatan yang terdistribusi secara
proporsional pada semua pasien dengan berbagai karakteristik yang unik
tersebut. Semua pasien mempunyai hak untuk mendapatkan pelayanan paliatif
yang sama sesuai standar sampai menjelang akhir hayatnya meskipun
ketersediaan sumber daya dan dana yang dimilikinya terbatas. Kepedulian
perawat sangat dibutuhkan untuk menerapkan prinsip keadilan ini (Smith &
Stajduhar, 2024).

. Veracity: Jujur kepada pasien dan keluarga; Setiap orang harus dapat berkata
jujur. Prinsip ini juga mendasari perawat paliatif untuk dapat menyampaikan
semua kebenaran tentang pasien, kebutuhan perawatan dan penyakitnya.
Prinsip kejujuran perawat diuji ketika harus menjawab semua pertanyaan
pasien dan keluarga terkait kondisi pasien yang sebenarnya (Akdeniz et al,
2021). Sebagian besar pasien dan keluarga sangat ingin mengetahui tentang
kondisi pasien terutama prognosisnya. Tapi ada juga pasien dan keluarga yang
tidak ingin mengetahui penyakitnya karena khawatir menambah stress. Bahkan
ada juga keluarga yang sengaja menutupi kondisi yang sebenarnya dari
pasiennya sendiri. Kemampuan untuk mengidentifikasi karakteristik dan
kebutuhan pasien menjadi salah satu kompetensi yang harus dikuasai oleh
perawat paliatif (Friedrichsen et al., 2024).
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Penerapan Prinsip Etika dalam Perawatan Paliatif

Penerapan prinsip-prinsip etika dan nilai-nilai moral dalam setiap situasi
perawatan bertujuan untuk menjaga martabat dan harapan pasien, serta
memastikan kematian pasien damai dan bebas rasa sakit. Etika yang harus
diperhatikan dalam memahami kebutuhan klien dalam perawatan paliatif adalah:

a. Sikap peduli: Menunjukkan sikap belas kasih dan kepekaan terhadap klien
merupak penerapan dari prinsip etika (Justice). Hasil penelitian (Smith &
Stajduhar, 2024) menyatakan bahwa sebagian besar pasien yang mengalami
ketidak adilan adalah orang- orang yang terpinggirkan seperti pasien yang
mengalami diskrimasi RAS, mendapat stigma negative dari masyarakat,
mengalami gangguan mental atau kecacatan yang mengalami penyakit
terminal. Pasien tersebut seringkali merasa tidak berharga, tidak ada yang
peduli, tidak menerima perawatan yang mereka butuhkan, kesakitan bahkan
rentan untuk meninggal sendirian. Perawat paliatif perlu memahami tentang
Etika Relasional yang menggunakan pendekatan model kepedulian dan
kerangka pengambilan keputusan yang menekankan bagaimana klien,
penyedia layanan kesehatan, struktur sosial yang lebih besar bekerjasama
untuk membantu memenuhi kebutuhan pasien. Pendekatan etika relasional
dalam konteks perawatan paliatif bagi kelompok marginal memberikan
landasan untuk lebih mendukung pemberian perawatan paliatif yang adil dan
peduli (Smith & Stajduhar, 2024).

b. Menghormati hak pasien: Menghormati hak pasien sebagai seorang individu
yang dapat menentukan nasib sendiri dan bermartabat. Perawatan paliatif
diberikan juga pada pasien yang sudah lanjut usia dengan satu atau lebih
penyakit kronik. Perawatan yang diberikan berupa dukungan dan perawatan
medis selama berhari-hari, berminggu-minggu atau berbulan-bulan sampai
menjelang masa kematiannya. Setiap orang menginginkan akhir kehidupan
yang berbeda-beda, tergantung pada preferensi, kebutuhan atau pilihannya.
Beberapa orang menginginkan berada di rumah ketika mereka meninggal,
sementara yang lain mungkin lebih memilih untuk berobat di rumah sakit atau
fasilitas kesehatan sampai akhir hayatnya. Banyak orang ingin dikelilingi oleh
keluarga dan teman, namun tidak jarang ada orang yang menjauh dari orang
yang mereka sayangi. Perawat paliatif perlu memahami hal ini supaya dapat
membantu kebutuhan pasien paliatif untuk menjalani kemungkinan kematian
yang damai. Secara etis, perawat harus mengikuti keinginan pasien di akhir
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hayatnya, dan perlakukan dia dengan hormat saat dia sekarat (National
Institute on Aging, 2022).

. Tidak merugikan pasien: Pelayanan paliatif tidak menimbulkan bahaya atau
cedera fisik dan psikologis pasien. Pemberian infus intravena menjadi polemik
bagi pasien paliatif menjelang ajal. Seperti diketahui terapi infus diberikan
untuk pasien yang kekurangan cairan. Namun pasien di fase akhir/terminal,
tubuhnya hanya mampu menampung jumlah cairan yang terbatas. Jika
diberikan cairan tambahan dapat terjadi resiko edema paru sehingga
mengakibatkan kesulitan bernafas. Hal tersebut dianggap dapat menyakiti
pasien, apalagi tindakan infus juga dapat menimbulkan rasa sakit dibekas
tusukan jarumnya, bengkak dan kemerahan (Smith & Stajduhar, 2024). Perawat
paliatif perlu membantu memenuhi kebutuhan pasien di fase akhir dimana
bantuan psikologis yang dapat membuat hati dan jiwanya tenang lebih
dibutuhkan daripada kebutuhan dasar seperti makan dan minum.

. Menghargai kehidupan: Menghargai kehidupan dan menganggap kematian
sebagai proses normal. Perawat paliatif dapat membantu pasien untuk lebih
menghargai kehidupan yang masih diberikan Tuhan dengan cara memberi
dukungan untuk beraktifitas, mengisi hari-hari dengan kegiatan yang lebih
bermanfaat untuk orang lain dan dirinya sendiri. Bila pasien mempunyai
masalah dengan kerabat atau keluarga dapat didorong untuk segera
diselesaikan. Membicarakan kematian dengan pasien terminal membutuhkan
ketrampilan tersendiri. Mengasah sensitifitas rasa dan perasaan kita sebagai
pemberi pelayanan paliatif dapat membantu pasien terminal menerima proses
kematian yang dapat terjadi pada semua orang (Akdeniz et al., 2021).

. Tidak mempercepat atau menghambat kematian: Tidak bertujuan
mempercepat atau menghambat kematian. Semua Tindakan keperawatan
yang dilakukan perawat ditujukan untuk membantu memenuhi kebutuhan
pasien, termasuk pasien terminal. Memahami kebutuhan dan tujuan perawatan
paliatif dapat memudahkan perawat dan pasien berinteraksi. Dilema etik
terjadi pada perawat dan tim paliatif ketika mengambil keputusan keputusan
mengenai resusitasi, ventilasi mekanis, sedasi terminal, penghentian
pengobatan, euthanasia dan bunuh diri dengan bantuan dokter (Akdeniz et al,,
2021).

. Mengintegrasikan aspek psikologis, sosial, dan spiritual: Pelayanan
keperawatan paliatif yang komprehensif memberi peluang pasien
mendapatkan pelayanan yang dibutuhkan. Perawat paliatif perlu memastikan
bahwa pasien terminal mendapat perawatan yang tepat. Pengalaman dalam
merawat pasien terminal menunjukkan bahwa kebutuhan psikologis, social
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dan spiritual menjadi prioritas utama (Friedrichsen et al., 2024). Beberapa
pasien terminal yang di rawat lama di rumah sakit tetap menginginkan kerabat
atau keluarga datang menjenguk. Mereka juga tidak ingin kehilangan kontak
dengan orang-orang yang dikenalnya. Dukungan spiritual dari keluarga,
rohaniwan, tim Kesehatan menjadi penyemangat bagi pasien untuk melewati
masa sulit menjelang akhir hayatnya.

. Mempertimbangkan kebudayaan: Pendekatan etika relasional (Smith &

Stajduhar, 2024) memberi panduan kepada perawat paliatif untuk memberikan
pelayanan keperawatan yang selaras dengan keinginan dan kebutuhan pasien,
memastikan pengambilan keputusan berdasarkan informasi mengenai trauma,
berfokus pada pengurangan dampak buruk dan menghormati budaya.
Pendekatan ini telah diterapkan di Indonesia, khususnya komunitas Jawa
(Wicaksono et al., 2024) yang mengidentifikasi tiga nilai budaya yang khas
pada masyarakat muslim di Jawa, yaitu berusaha (ikhtiar), ikhlas (ikhlas),
berserah diri (pasrah). Nilai-nilai ini mempengaruhi aktivitas pasien dalam
perawatan paliatif menjadi lebih baik melalui tiga strategi. Strategi pertama
adalah memasukkan upaya mengurangi penderitaan dan meningkatkan
kualitas hidup dengan menggunakan konsep ikhtiar. Strategi kedua adalah
menumbuhkan keihlasan (ikhlas) untuk membantu pasien dan keluarga
menerima kenyataan kondisinya dan memberikan perawatan pada pasien di
rumah. Strategi ketiga adalah untuk memperjelas bahwa perawatan paliatif
tidak identik dengan ‘menyerah’ namun dapat dilihat sebagai tindakan
penyerahan yang saleh. Hal ini memberi pasien terminal keyakinan, nilai dan
perasaan sendiri menjalani hari-hari menjelang akhir hayatnya.

. Memberikan dukungan: Perawat paliatif harus dapat memberikan dukungan

agar pasien dapat hidup seaktif mungkin dan memberikan dukungan kepada
keluarga sampai masa dukacita. Ketika merawat seorang yang dalam kondisi
menjelang akhir hayat, maka sangat penting adanya seorang perawat
menggunakan bahasa yang mudah dipahami dan dimengerti oleh pasien dan
keluarganya, dan perawat juga harus memastikan bahwa semua informasi
yang telah disampaikan pada pasien dan keluarganya mereka telah mengerti
dan memahaminya (Akdeniz et al, 2021). Asuhan keperawatan dengan
menggunakan teori model adaptasi Roy dapat diaplikasikan pada kondisi
pasien kanker stadium lanjut dengan perawatan paliatif, sehingga masalah
keperawatan pasien dapat teratasi dengan baik (Suhertini et al., 2023)
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E. Tantangan Etika Perawat dalam Perawatan Paliatif

Dalam memberikan perawatan paliatif, perawat memiliki beberapa tantangan
terkait etika yang harus dihadapi supaya pasien terminal mendapat perawatan
sesuai kebutuhannya. Tantangan etika perawat dalam perawatan paliatif adalah
sebagai berikut:

1. Mispersepsi antara pasien dengan pemberi perawatan; belum adanya
persamaan persepsi tentang stadium terminal, perawatan paliatif, sehingga
memunculkan perbedaan sikap di antara perawat dan pasien (Tampubolon et al.,
2021). Perawatan paliatif dapat dilakukan di pelayanan Kesehatan seperti rumah
sakit dan di masyarakat terutama di rumah dengan konsep Family Caregiver (FC).
Karena kurang pengetahuan dan pemahaman, pasien dan keluarga menganggap
rumah sakit adalah tempat terbaik untuk pasien. Peran perawat sangat
dibutuhkan untuk melakukan edukasi dan konseling kepada pasien dan keluarga
untuk meningkatkan pemahaman mengenai perawatan paliatif di rumah
(Christantie Effendy, 2024). Perawatan paliatif yang diberikan untuk anak yang
mengalami kondisi terminal juga menjadi tantangan tersendiri bagi perawat dan
tim Kesehatan lain. Ketidakmampuan perawat paliatif berkomunikasi secara
efektif dengan anak dan keluarga akan membuka jalan untuk terjadinya
mispersepsi. Ketidakmampuan perawat mengatakan yang sebenarnya tentang
penyakit juga mengakibatkan pemberian pelayanan paliatif menjadi terhambat
(Zahedi et al., 2022). Satu tantangan besar bagi perawat paliatif untuk dapat
menyamakan persepsi dengan pasien baik anak atau dewasa beserta keluarganya
mengenai perawatan paliatif.

2. Integrasi aspek spiritual ke dalam pelayanan keperawatan paliatif, Kebutuhan
spiritual berlangsung sepanjang masa, apalagi bila kita mengalami gangguan
kesehatan seperti penyakit terminal, maka kebutuhan spiritual akan meningkat.
Berbagai masalah psikososial akan muncul pada pasien terminal akibat gangguan
fisik yang dialaminya. Akibat masa perawatan yang Panjang di rumah sakit dapat
menurunkan aktifitas sosial pasien. Dampaknya pasien banyak merenung,
berpikir dengan pikirannya sendiri, bertanya pada Tuhan tentang keadaanya
sehingga aspek spiritualnya bisa terganggu. Perawat yang bertugas memberikan
perawatan paliatif akan menjadi konselor spiritual, maka harus memiliki nilai
spiritual yang tinggi untuk dapat membantu pasien terminal menghadapi akhir
hayatnya (Suhertini et al, 2023). Suatu tantangan besar bagi perawat
meningkatkan pengetahuan, pemahaman dan ketrampilan spiritualnya supaya
dapat memberikan bantuan kepada pasien terminal.
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Konflik antara perawat, dokter dan tim kesehatan lain tentang perawatan
yang tepat; Studi di Ethiopia (Negasa et al., 2023) menunjukkan bahwa pemberi
kurangnya pelatihan bagi profesi kesehatan seperti perawat, dokter dan tim
kesehatan lain tentang perawatan paliatif menjadi tantangan tersendiri bagi
merekan untuk memberikan pelayanan yang terbaik kepada pasien. Belum
tertatanya tugas dan fungsi tiap tenaga kesehatan menjadikan pekerjaan menjadi
tumpeng tindih bahkan ada pelayanan yang tidak diberikan kepada pasien.

. Dilema etik ; perawat dan dokter mengalami dilema etik pada saat pengambilan

keputusan tentang tindakan terbaik yang seharusnya diberikan kepada pasien.
Misalnya dokter memberi resep antibiotik untuk pasien, sebagai bentuk
penerapak prinsip etik (Beneficience) yang ingin memberikan yang terbaik untuk
pasien. Dokter menjelaskan kepada pasien tentang manfaat antibiotik dan
dampak negatifnya bila tidak dilakukan pengobatan. Namun pasien memilih
pengobatan alternatif dengan produk local seperti jamu dan herbal. Secara etika
pasien memiliki prinsip autonomi, berhak menentukan pilihannya. Namun bila
pilihan pengobatan pasien tdak sepaham dengan pandangan medis, menjadi
tantangan tersendiri bagi perawat paliatif untuk memberikan perawatan yang
terbaik (Schofield et al., 2021). Factor eksternal yang merugikan dapat
menghambat proses pengambilan keputusan. Keputusan yang bertentangan
dengan ekspektasi dan nilai moral menyebabkan tekanan moral dan
menimbulkan rasa sakit secara emosional (Ullrich et al., 2020).

Perawatan akhir hayat; Pemahaman perawat mengenai praktik perawatan akhir
hayat di panti jompo memberikan kerangka kerja etika perawatan untuk
menganalisis hubungan anata perawat dan penghuni panti jompo serta keluarga
terdekat mereka. Perawat perlu memahami aspek moral perawatan akhir hayat
yang diberikan kepada penghuni panti jompo selama hari-hari terakhir mereka.
Karena perawat seharusnya bertanggung jawab secara moral membantu
penanganan masalah perawatan di akhir hayat dengan baik (Gilbert & Lillekroken,
2024). Keterlibatan perawatan paliatif yang tepat waktu diperlukan agar pasien
dapat memperoleh kualitas hidup terbaik, penatalaksanaan gejala yang adekuat
dan kepuasan keluarga, mengurangi beban keluarga dan mengurangi tindakan
agresif pada fase akhir kehidupan.

. Keterbatasan daya dan dana; Di beberapa negara seperti Ethiopia banyak

ditemukan pasien terminal yang seharusnya mendapatkan pelayanan paliatif
tidak dapat mengakses pelayanan kesehatan karena keterbatasan biaya (Negasa
et al, 2023). Beberapa dari mereka juga menghentikan pengobatan karena
keterbatasan biaya. Ada juga pasien terminal yang terlambat mencari perawatan
medis karena kurangnya kesadaran pada kondisi penyakitnya. Mereka kurang

Bunga Rampai Etika dan Hukum dalam Manajemen Keperawatan



mendapat perawatan lanjutan sehingga memilih dirawat di rumah dan akhirnya
meninggal. Tantangan besar bagi perawat paliatif membuka wawasan pasien dan
keluarga mengenai pentingnya perawatan paliatif bagi pasien terminal seperti
kanker, gangguan saraf dan lain-lain.

7. Home-based Pediatric Palliative Care (HBPPC); Hasil telaah terhadap sembilan
artikel ditemukan bahwa HBPPC meningkatkan kualitas hidup pasien,
meningkatkan kontrol gejala, memfasilitasi akhir kehidupan sesuai dengan
kehendak pasien, berdampak positif terhadap caregiver, dan rata-rata diberikan
kurang dari 6 bulan sebelum anak meninggal, namun HBPPC tidak menurunkan
hari rawat dan biaya perawatan pada pasien anak dengan kanker. Peningkatkan
kualitas hidup pasien dan keluarga seharusnya menjadi tujuan utama pentingnya
pengembangan HBPPC, dibandingkan dengan penurunan biaya perawatan
(Tunjungsari et al., 2023). Perawat paliatif terpanggil untuk mewujudkan konsep
HBPPC sebagai bentuk penerapan prinsip etika (Beneficience), meskipun biaya
perawatannya memang tinggi. Edukasi tentang pentingnya kualitas hidup yang
layak bagi pasien terminal menjadi topik yang harus diberikan kepada pasien dan
keluarga. Inovasi-inovasi mengenai Tindakan keperawatan paliatif yang lebih
menghemat biaya perlu dilakukan melalui serangkaian kegiatan penelitian.

8. Etika Relasional; Etika Relasional adalah model kerangka kepedulian dan
pengambilan keputusan yang menekankan bagaimana profesi kesehatan dan
struktur social memahami nilai dan kebutuhan pasien yang lebih luas mengenai
latar belakang kehidupan pasien terminal yang membutuhkan perawatan paliatif.
Empat komponen utama dari etika relasional yaitu perwujudan, keterlibatan,
saling menghormati, lingkungan, yang memberi pedoman untuk pengambilan
keputusan tentang perawatan paliatif sesuai kebutuhan pasien. Keputusan ini
mendukung prinsip etika (justice) dalam hal hubungan pasien dengan perawat,
pemahaman saling tergantung antara pasien dengan lingkungannya. Konsep
model etika relasional ini menjadi salah satu tantangan bagi perawat paliatif
untuk menerapkannya dalam pelayanan keperawatan paliatif.

F. Simpulan

Pasien terminal yang membutuhkan perawatan paliatif diberikan berdasarkan
kriteria klinis umum, kriteria unit perawatan intensif (ICU), kriteria ruang gawat
darurat (ER) dan kriteria onkologi (kanker). Sebelum memberikan pelayanan
perawatan paliatif, perawat perlu memahami kebutuhan pasien terminal seperti
kebutuhan fisik, psikologis, sosial dan spiritual. Sehingga perawatan paliatif yang
diberikan pada pasien terminal selain difokuskan pada peningkatan kualitas hidup,
juga untuk pemenuhan kebutuhan tersebut. Dalam memberikan pelayanan
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keperawatan paliatif, perawat harus memperhatikan prinsip etika Beneficience, non-
malbeneficience, otonomy, justice, veracity. Penerapan etika dalam perawatan
paliatif meliputi : sikap peduli, menghormati hak pasien, tidak merugikan pasien,
menghargai kehidupan, tidak mempercepat atau memperlambat kematian,
mengintegrasikan aspek psikologis, sosial dan spiritual, mempertimbangkan
budaya, memberi dukungan. Tantangan yang dihadapi perawat dalam memberikan
pelayanan keperawatan paliatif antara lain : menyamakan persepsi antara pasien
dengan pemberi pelayanan kesehatan, mengintegrasikan aspek psikologis, sosial
dan spiritual, menghadapi konflik dengan dokter dan tim kesehatan lain,
menyelesaikan dilema etik, memahami perawatan akhir hayat, mengatasi
keterbatasan daya dan dana, menerapkan prinsip HBPPC (Home Based Pediatric
Paliatif Care), dan menggunakan pendekatan Etika Relasional.
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A. Pendahuluan

Dalam dunia Kesehatan, setiap individu memiliki hak dasar untuk menjaga
privasi dan kerahasiaan informasi medisnya Konsep ini bukan sekadar norma etika,
melainkan juga dijamin oleh berbagai suatu norma dan etika namun merupakan
regulasi hukum. Pemahaman yang baik mengenai privasi dan kerahasiaan pasien
menjadi sangat krusial bagi para tenaga kesehatan, khususnya perawat dalam
memberikan yang pelayanan yang berkualitas dan berakhlak.

1. Pengertian Privasi Pasien.

Privasi merupakan hak pasien yang perlu dilindungi dan dijaga selama
dalam perawatan dirumah sakit.Privasi merupakan tingkatan interaksi atau
keterbukaan yang dikehendaki seseorang pada suatu kondisi tertentu. Tingkatan
privasi yang diinginkan itu menyangkut keterbukaan atau ketertutupan, yaitu
adanya keinginan untuk berinteraksi dengan orang lain, atau justru ingin
menghindar atau berusaha supaya sukar dicapai oleh orang lain. Privasi pasien
merujuk pada hak individu untuk mengontrol akses terhadap informasi pribadi
mereka, termasuk informasi kesehatan. Hak ini mencakup hak untuk menentukan
siapa yang dapat mengakses informasi tersebut, kapan, dan untuk tujuan apa.
Sederhananya, privasi adalah hak untuk menjaga ruang pribadi dan kebebasan
individu dari campur tangan pihak lain.

Pasien berhak mendapat privasi dan kerahasiaan penyakit yang diderita
dan data2 medisnya. Rumah sakit harus berupaya untuk menjaga privasi pasien
selama pasien dirawat dan atau selama pasien melakukan pengobatan di rumah
sakit. Menjaga privasi pasien ini pasien (DPJP), dilakukan oleh dokter yang
merawat Kepala Ruangan, Perawat Pelaksana (PP) yang merawat pasien, dan
Ketua Tim (Katim) yang bertanggung jawab terhadap pasien atau petugas lain
yang terlibat dalam merawat pasien. Panduan ini disusun untuk membantu
petugas dalam melaksanakan dan menjaga privasi pasien dan privasi apa saja
yang menjadi hak dari pasien.
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Privasi mengacu pada hak individu untuk mengontrol informasi pribadi
pribadi mereka ,termasuk, termasuk data medis,riwayart kesehatan,data pribadi
lain yang bersifat penting (Health & garrett,2018).

2. Pengertian Kerahasiaan Pasien

Kerahasiaan pasien mengacu pada kewajiban tenaga kesehatan untuk
menjaga kerahasiaan informasi medis pasien. Informasi ini meliputi riwayat
kesehatan, diagnosis,pengobatan, dan segala sesuatu yang berkaitan dengan
kondisi kesehatan individu. Kerahasiaan ini bersifat profesional dan etis, dimana
tenaga kesehatan berkewajiban untuk tidak mengungkapkan informasi tersebut
kepada pihak ketiga tanpa izin yang sah dari pasien. Kerahasiaan pasien adalah
hak pasien untuk menjaga privasi dan kerahasiaan informasi kesehatan termasuk
rekam medis,diagnosa,pengobatan dan hasil pemeriksaan.

Kerahasiaan adalah kewajiban untuk menjaga agar informasi yang
diberikan oleh pasien tidak disebarluaskan tanpa izin pasien, kecuakli dalam
kondisi tertentu yang diatur oleh hukum . (Smith &McCaffrey,2019).

Kerahasiaan pasien adalah hak pasien untuk menjaga privasi dan
kerahasiaan informasi kesehatannya, termasuk rekam medis, diagnosa,
pengobatan dan hasil pemeriksaan (Beauchamp & Childress, 2019; American
Medical Association, 2020).

3. Prinsip-Prinsip Kerahasiaan Paien.
a. Kerahasiaan.
Menghormati privasi pasien dengan tidak membagikan informasi kesehatan
tanpa izin.
b. Akses Terkontrol
Mengatur akses informasi kesehatan hanya bagi pihak yang berwenang
c. Pengamanan Data: Melindungi informasi kesehatan
4. Hak hak terkait Kerahasiaan
a. Hak untuk meminta kerahasiaan informasi Kesehatan
b. Hak untuk mengakses rekam medis
¢. Hak untuk memperbaiki kesalahan dalam rekam medis
d. Hak untuk menolak pengungkapan informasi kesehatan
5. Konsekuen Pelanggaran Kerahasiaan dan Psikologis
a. Kerugian emosional dan psikologi
b. Kehilangan kepercayaan pasien
¢. Tuntutan hukum
d. Sanksi administratif dan profesional
6. Sanksi administratif dan profesional (Engelhardt, 2017).
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B. Perbedaan Privasi dan Kerahasiaan.

Meskipun sering digunakan secara bergantian,privasi dan kerahasiaan
memiliki perbedaan yang mendasar. Privasi: Lebih fokus pada hak individu untuk
mengontrol informasi tentang dirinya. Ini adalah hak yang dimiliki oleh pasien.
Kerahasiaan: Lebih fokus pada kewajiban tenaga Kesehatan untuk melindungi
informasi pasien.Ini kewajiban profesional

Untuk lebih memahami perbedaan inikita dapat menggunakan analogi
sebuah surat. Privasi adalah hak pasien untuk menentukan siapa yang boleh
membaca surat tersebut. Sedangkan kerahasiaan adalah kewajiban orang yang
menerima surat untuk tidak membacakan isi surat tersebut kepada orang lain tanpa
izin pasien.

C. Mengapa Privasi dan Kerahasiaan Penting

1. Kepercayan: Menjaga privasi dan kerahasiaan pasien,membnagun kepercayaan
antara pasien dan tenaga kesehatan.

2. Kualitas Pelayanan: Pasien yang merasa privasi terjaga cenderung lebih terbuka
dalam memberikan informasi,sehingga diagnosis dan pengobatan dapat lebih
akurat.

3. Aspek hukum. Pelanggaran terhadap privasi dan kerahasiaan dapat berakibat
hukum

D. Pentingnya Menjaga Privasi dan Kerahasiaan Pasien

Menjaga privasi dan kerahasiaan pasien merupakan prinsip fundamental
dalam pelayanan kesehatan. Praktik ini tidak hanya sebatas etika, tetapi juga
diamanatkan oleh berbagai regulasi hukum.Pemahaman yang mendalam mengenai
pentingnya menjaga privasi dan kerahasiaan pasien akan berdampak positif bagi
pasien,tenaga kesehatan ,serta sistem pelayanan kesehatan secara keseluruhan.

E. Dampak Menjaga Privasi dan Kerahasiaan Pasien

1. Dampak Positif bagi Pasien
a. Meningkatkan Kepercayaan
Ketika pasien merasa bahwa informasi pribadinya aman dan terlindungi,

pasien cenderung lebih terbuka dalam berkomunikasi dengan tenaga
kesehatan. Kepercayaan yang terjadi kuat akan mendorong pasien untuk
mengungkapkan eluhannya dengan jujur sehingga diagnosa dan pengobatan
lebih akurat .

b. Meningkatkan kualitas hidup.
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Privasi yang terjaga memungkinkan pasien merasa lebih nyaman dan
aman dalam menjalani perawatan. Pasien lebih fokus pada proses pemulihan
tanpa harus khawatir informasi pribadinya disalahgunakan.

2. Dampak Positif bagi tenaga kesehatan

a. Membangun hubungan professional yang kuat.

Hubungan yang baik antara pasien dan tenaga kesehatan merupakan
kunci keberhasilan dalam memberikan pelayanan kesehatan. Menjaga privasi
pasien akan memperkuat kepercayaan pasien terhadaptenaga kesehatan dan
membangun hubungan profesional yang baik

b. Perlindungan Diri

Tenaga kesehatan yang menjunjung tinggi prinsip privasi dan
kerahasiaan akan terhindar dari resiko tuntutan hukum atau sanksi administrasi
akibat pelanggaran etika

F. Kode Etik Keperawatan.

1. Prinsip-prinsip Dasar yang berkaitan dengan Privasi dan Kerahasiaan
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Pasien

Kode Etik Keperawatan merupakan pedoman moral yang mengatur

perilaku dan tindakan perawat dalam memberikan pelayanan kesehatan. Salah

satu prinsip dasar yang sangat penting dalam kode etik keperawatan adalah

menjaga privasi dan kerahasiaan pasien. Prinsip ini menegaskan bahwa setiap

individu memiliki hak untuk menjaga privasi informasi kesehatan mereka, dan

perawat berkewajiban untuk menghormati hak tersebut.

. Prinsip-prinsip Dasar

Prinsip-prinsip etika dalam profesi kesehatan, seperti:

a.

Autonomi pasien : Setiap Pasien memiliki hak untuk menentukan keputusan
terkait perawatan kesehatannyatermasuk hak untuk menjaga kerahasiaan
informasi medisnya

Beneficence: perawatan berkewajiban untuk selalu bertindak demi kebaikan
pasien,termasuk menjada privasi pasien dan kerahasiaan pasien untuk
mencegah kerugian atau bahaya yang tidak perlu

Non-maleficence: perawata harus menhghindari tindakan yang dapat
membahayakan pasien,termasuk yang dapat membocorkan infiormasi pribadi
pasien.

. Justice: Perawat harus memberikan pelayanan kesehatan yang adil dan merata

kepada semua pasien ,tanpa memandang status sosial,ekonomi atau kondisi
lainnya.
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G. Peran Perawat dalam menjaga Kerahasiaan Pasien

1. Peran Perawat Sebelum Interaksi dengan Pasien:
a. Mempersiapkan Lingkungan Yang Privat:

Sebelum melakukan interaksi dengan pasien, perawat memiliki
tanggung jawab untuk menciptakan lingkungan yang kondusif dan
memeberikan rasa aman bagi pasien untuk berbagi informasi pribadi.
Lingkungan yang privat dapat dicapai melalui beberapa cara:

e Memilih ruangan yang tepat: Pilihlah ruamngan yang tenangdan aman dari
yang lain. Ruangan konsultasi yang dilengkapi dengan pintu yang aman .
e Menutup pintu dan jendela. Pastikan pintu ruangan dan jendela tertutup
rapat untuk menjadaa privasi selama dalam percakapan.
e Meminimimalisir gangguan. Matikan atau kacilkan volume telepon,alat alat
komunikasi lain yang dapat memngganggu konsentrasi pasien
e Menjaga jarak yang tepat: Menjaga jarak yang tepat dan sopan dengan
pasien untuk memberikan ruang pribadi dan kenyamanan.
2. Peran Perawat Selama Interaksi dengan Pasien
a. Mendapatkan persetujuan Pasien:
Informed Consent: Menjelaskan prosedur yang akan dilakukan kepada pasien
dan mendapatkan persetujuan tertulis sebelum memulai tindakan.
Pentingnya Persetujuan: Menghargai otonomi Pasien dalam pengambilan
keputusan
b. Menghindari pembicaraan tentang Pasien di tempat Umum,
Kerahasiaan Infiormasi: tidak membicarakan informasi pribsdi pasien dengan
orang lain yang tidak berkepentingan, bahkan dengan rekan kerja diluar
konteks perawatan pasien
c. Menggunakan Bahasa Yang Sopan dan Santun
Komunikasi Terapeutik: Menggunakan bahasa yang mudah dipahami,sopan
dan santun untuk membangun hubungan yang baik dengan pasien.
Menghindari bahasa yang merendahkan,dan kata-kata yang kurang bai atau
menyinggung perasaan pasien.
3. Peran Perawat Setelah Interaksi dengan Pasien
a. Memastikan data Pasien Aman
Dokumentasi yang akurat: Mendokumentasikan semua informasi pasien
dengan akurat dan lengkap.
Pemusnahan dokumen: Memusnahkan dokumen yang tidak dipakai lagi
dengan aman.
1) Melaporkan pelanggaran Privasi.
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Jika mengetahui adanya pelanggaran privasi.perawat wajib melaporkan
kepada pihak yang berwenang, agar melindungi hak-hak pasien.
b. Menjaga kerahasiaan Catatan Medis

Catatan medis pasien merupakan dokumen pribadi dan rahasia. Perawat

memiliki tanggung jawab untuk menjaga kerahasiaan catatan medis tersebut.

Beberapa tindakan atau cara dapat dilakukan untuk menjaga kerahasiaan

catatan medis yaitu:

1) Memastikan Akses terbatas: hanya tenaga kesehatan yang berwenang dan
memiliki alasan yang sah yang boleh mengakses catatan medis pasien.

2) Menggunakan Pasword: Lindungi catatan medis dengan menggunakan
password yang kuat dan unik

3) Menyimpan catatan medis di tempat yang aman. Simpan catatan medis
ditempat yang aman dan terkunci, jauh dari jangkauan orang yang tidak
berwenang.

Memusnahkan Catatan Medis; Jika catatan medis sudah tidak diperlukan

lagi,musbnakanlah dengan cara aman untuk mencegah hal-hal yang tidak

diinginkan.

H.Simpulan.

Peran perawat dalam menjaga privasi dan kerahasiaan pasienPeran perawat
dalam menjaga privasi dan kerahasiaan pasien sangatlah krusial dalam sangatlah
krusial dalam memberikan pelayanan kesehatan yang berkualitas. Perawat tidak
hanya sebagai penyedia layanan teknis tetapi juga swbagai penjaga kepercayaan
pasien. Dengan menjaga privasi dan kerahasiaan pasien, perawat membangun
hubungan tepapeutik yang baik, meningkatkan kualitas hidup pasien dan
melindungi hak-hak asasi manusia. Beberapa tindakan konkret yang dapat
dilakukan perawat antara lain; menciptakan lingkungan yang privat, menjaga
kerahasiaan catatan medis , mendapatkan persetujuan pasien sebelium melakukan
tindakan dan beberapa tindakan lain,serta memastikan data pasien ama,
Menghindari pembicaraan tentang pasien di tempat umum, menggunakan bahasa
yang sopan dan santun, serta memastikan data pasien aman. Pelanggaran terhadap
privasi dan kerahasuiaan pasien berdampak serius baik bagi pasien maupun bagi
profesi keperawatan. Oleh karena itu penting bagi setiap perawat untuk memahami
dan menerapkan prinsip-prinsip privasi dan kerahasiaan pasien dalam setiap
tindakan keperawatan yang dilakukan. Karena privasi dan kerahasiaan pasien bukan
hanya merupakan kewajiban etis,tetapi juga merupakan bagian integral dari praktiik
keperawatan yang profesional
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I EELL.
A. Pendahuluan

Bab ini membahas konsep tanggung jawab hukum dalam pengelolaan obat
dan terapi di keperawatan. Obat merupakan salah satu alat mendasar dalam
mencegah dan mengelola berbagai kondisi serta penyakit. Oleh karena itu,
pemahaman yang komprehensif tentang isu-isu hukum, profesionalisme, dan etika
yang terkait dengan manajemen pengobatan menjadi komponen penting dalam
pelayanan keperawatan (Hood & Khan, 2020).

Hukum dan praktik keperawatan dipengaruhi oleh hasil penelitian serta
kemajuan teknologi yang disertai dengan meningkatnya kesadaran dan harapan
dari masyarakat terhadap hak dan kewajiban mereka dalam menerima pelayanan
kesehatan. Dengan demikian, layanan kesehatan mengharuskan perawat untuk
memiliki pemahaman yang mendalam tentang prinsip hukum, implikasi profesional,
dan dilema etika yang sering kali muncul dan menjadi tantangan dalam praktik,
terutama saat mengelola dan memberikan obat kepada pasien (Hood & Khan,
2020).

Pengelolaan obat dan terapi merupakan salah satu aspek krusial dalam
praktik keperawatan, mengingat banyaknya kasus kesalahan pemberian obat yang
berujung pada kerugian pasien berupa pemburukan kondisi pasien bahkan
kematian. Perawat sebagai pengelola dan pemberi obat tidak luput dari kesalahan
ini. Kesalahan pemberian obat dapat terjadi pada semua tahap proses pemberian
obat mulai dari peresepan sampai pada pemberian dan pemantauan (Potter et al.,
2020). Kesalahan pemberian obat menyebabkan setidaknya satu kematian setiap
hari dan melukai sekitar 1,3 juta orang setiap tahunnya di Amerika Serikat saja”
(WHO, 2017). Kondisi yang sama terjadi juga di Indonesia. Dimana setiap tahunnya
selalu ada kasus kesalahan perawat dalam pemberian obat, transfuse darah di
beberapa RS yang berujung pada perawat harus berurusan dengan masalah hukum
(Setiani, 2018, Jannah et al., 2024).

Faktor-faktor yang sering menyebabkan perawat gagal mematuhi lima
prinsip ini meliputi kurangnya pengetahuan farmakologis, kesalahan perhitungan,
interupsi selama proses pemberian obat, beban kerja yang meningkat, serta
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kelelahan (Chu, 2016; Godshall & Riehl, 2018). Peningkatan beban kerja, misalnya,
dapat mendorong perawat untuk mengambil jalan pintas dan mengabaikan
prosedur standar. Sebuah studi observasional terhadap 293 perawat menemukan
bahwa hanya 6,5% dari mereka yang memeriksa gelang identitas klien sebelum
pemberian obat (Chu, 2016).

Proses pengambilan keputusan perawat selama pemberian obat bersifat
kompleks, membutuhkan pemikiran kritis, serta fokus penuh untuk menjamin
keselamatan klien. Penelitian juga menunjukkan bahwa gangguan selama langkah
apa pun dalam proses pemberian obat meningkatkan risiko terjadinya kesalahan,
baik dalam jumlah maupun tingkat keparahannya. Oleh karena itu, /nstitute of
Medicine merekomendasikan agar organisasi pelayanan kesehatan menerapkan
strategi untuk mengurangi gangguan selama pemberian obat sebagai bagian dari
program keselamatan klien. Sumber-sumber gangguan selama pemberian obat
meliputi alarm monitor, panggilan telepon, dan pertanyaan keluarga, dengan
sumber yang paling umum adalah pertanyaan dari rekan perawat dan anggota tim
perawatan kesehatan lainnya.

Luaran dari penelitian ini banyak fasilitas perawatan kesehatan telah
menerapkan "aturan menghilangkan atau mengurangi gangguan selama persiapan
obat” untuk menghindari kesalahan pemberian obat. Penelitian telah mengevaluasi
efektivitas intervensi untuk mengurangi gangguan selama pemberian obat. Strategi-
strategi yang dilakukan meliputi perawat memeriksa keamanan obat, memasang
tanda di luar dan di dalam ruang pengobatan untuk menciptakan lingkungan yang
tenang, meminta orang lain menerima panggilan telepon yang tidak mendesak
untuk perawat yang memberikan obat, dan membuat "Zona Tanpa Gangguan atau
Tenang" dengan memasang lakban merah di sekeliling kereta obat dan mesin
pengeluaran obat (Flynn, Evanish, Fernald, Hutchinson, & Lefaiver, 2016).

Area yang diberi lakban merah menunjukkan "jangan ganggu dengan
masalah yang tidak mendesak" bagi orang lain. Pendekatan lain adalah saat perawat
mengenakan selempang atau rompi "Jangan Ganggu" yang cerah dan berwarna-
warni selama pemberian obat. Jika pendekatan ini digunakan dengan tepat, dapat
membantu mengurangi kesalahan pemberian obat. Beberapa penelitian telah
menunjukkan bahwa pemberian obat dengan kode barkot dapat mengurangi
kesalahan pemberian obat sebesar 54% hingga 87% (Godshall & Riehl, 2018).
Contoh lain adalah penggunaan IV "pump", yang memiliki perangkat lunak
pencegahan kesalahan dosis pemberian obat (Chu, 2016; Lapkin, Levett-Jones,
Chenoweth, & Johnson, 2016). Lapkin, dkk (2016) menemukan bahwa tidak ada satu
intervensi tunggal untuk mencegah kesalahan pemberian obat. Sebaliknya, banyak
pendekatan, seperti yang tercantum diatas, bersama dengan pendidikan dan
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penggunaan teknologi kode batang, lebih berhasil dalam mengurangi kesalahan
pemberian obat. Perawat memainkan peran penting dalam keselamatan
pengobatan karena mereka melakukan pemeriksaan keselamatan terakhir sebelum
obat diberikan kepada klien. Oleh karena itu, penting bagi para pemimpin layanan
kesehatan untuk mengenali kompleksitas lingkungan perawat dan pentingnya
pemberian obat, dan memeriksa cara untuk mengurangi faktor sistem yang
memengaruhi keselamatan klien, seperti gangguan selama pemberian obat.

. Konsep Obat

Agar perawat dapat melakukan pengelolaan obat dengan benar mulai dari
persiapan, penyimpanan, pemberian, dan evaluasi pemberian obat, maka perawat
perlu memhami dengan baik tentang definsi obat, sediaan obat, cara/rute
pemberian obat, dan efek obat bagi tubuh manusia (Setiani, 2018).

1. Pengertian Obat

Obat adalah zat yang diberikan untuk diagnosis, pengobatan, perawatan,
atau penyembuhan suatu gejala, atau untuk pencegahan penyakit. Dalam konteks
perawatan kesehatan, istilah pengobatan dan obat umumnya digunakan secara
bergantian.. Selama berabad-abad, jumlah obat yang tersedia telah meningkat
pesat, dan pengetahuan tentang obat-obatan ini menjadi lebih akurat dan
terperincim (Berman et al., 2021).

Obat adalah zat kimia yang dapat memengaruhi jaringan biologi pada
organ tubuh manusia. Definisi lain menjelaskan obat merupakan sejenis subtansi
yang digunakan dalam proses diagnosis, pengobatan, penyembuhan dan
perbaikan maupun pencegahan terhadap gangguan kesehatan tubuh. Obat
adalah sejenis terapi yang memiliki hubungan erat dengan proses penyembuhan
sebuah penyakit (Potter et al., 2020). Dari bebera definisi diatas dapat disimpulkan
bahwa obat adalah suatu zat yang dapat digunakan untuk mendiagnosis atau
menyembuhkan suatu penyakit yang tersedia dalam berbagai bentuk.

2. Sediaan Obat

Ada berbagai sediaan obat seperti aerosol, caplet, capsule, cream, elixir,
gel, extract, sirup, tablet, supositoria, dan sediaan lainnya digambarkan dalam
table 1.

Tabel 6.1: Type dan sediaan obat

No Jenis/type Sediaan

1 | Aerosol spray or foam | Cairan, bubuk, atau busa yang diendapkan
dalam lapisan tipis pada kulit dengan tekanan

udara

Tanggung Jawab Hukum Dalam Pengelolaan Obat Dan Terapi Di Keperawatan 77



78

2 | Aqueous solution Satu atau lebih obat yang dilarutkan dalam air

3 | Aqueous suspension Satu atau lebih obat yang dibagi halus dalam
cairan seperti air

4 | Caplet Bentuk padat, berbentuk seperti kapsul, dilapisi
dan mudah ditelan

5 | Capsule Wadah gelatin untuk menampung obat dalam
bentuk bubuk, cairan, atau minyak

6 | Cream Sediaan  semipadat non-berminyak yang
digunakan pada kulit

7 | Elixir Larutan 78emiper yang diberi pemanis dan
78emiperm yang digunakan sebagai pembawa
zat obat

8 | Extract Suatu bentuk obat terkonsentrasi yang terbuat
dari tumbuhan atau hewan

9 | Gel orjelly Cairan semipadat bening atau tembus 78emipe
yang mencair ketika dioleskan ke kulit

10 | Liniment Obat yang dicampur dengan 78emiper, minyak,
atau sabun yang bersifat emolien dan dioleskan
ke kulit

11 | Lotion Obat dalam bentuk 78emiperm cair yang
dioleskan ke kulit

12 | Lozenge (troche) Sediaan datar, bulat, atau oval yang melarutkan
dan melepaskan obat ketika dimasukkan ke
dalam mulut

13 | Ointment (salve, | Sediaan setengah padat yang terdiri dari satu

unction) atau lebih obat yang digunakan untuk aplikasi
pada kulit dan selaput lendir

14 | Paste Sediaan seperti salep, tetapi lebih tebal dan kaku,
sehingga penetrasinya ke kulit lebih sedikit
dibandingkan salep.

15 | Pill Satu atau lebih obat yang dicampur dengan
bahan kohesif, dalam bentuk oval, bulat, atau
pipih

16 | Powder Obat atau obat-obatan yang digiling halus;

beberapa digunakan secara internal, yang lain
digunakan secara eksternal
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17 | Suppository Satu atau beberapa obat dicampur dengan
bahan dasar yang kuat seperti gelatin dan
dibentuk untuk dimasukkan ke dalam tubuh
(misalnya, 79emipe); bahan dasar tersebut larut
secara bertahap pada suhu tubuh, melepaskan
obat

18 | Syrup Larutan gula dalam air yang sering digunakan

untuk menyamarkan rasa obat yang tidak enak
19 | Tablet Obat dalam bentuk bubuk yang dipadatkan
menjadi cakram kecil dan keras; beberapa

mudah dipecah di sepanjang garis yang digores;
beberapa lainnya dilapisi 79emiper untuk
mencegahnya larut di lambung

20 | Tincture Larutan 79emiper atau larutan air dan 79emiper
yang dibuat dari obat-obatan yang berasal dari
tanaman

21 | Transdermal patch Selaput 79emipermeable berbentuk cakram atau
bercak yang berisi obat yang akan diserap
melalui kulit dalam jangka waktu lama

Sumber: Berman et al (2021)

Menurut Berman et al (2021), obat dapat berasal dari sumber alami
(misalnya, tumbuhan, mineral, dan hewan), atau dapat disintesis di laboratorium.
Obat bervariasi dalam kekuatan dan aktivitasnya. Obat harus murni dan memiliki
kekuatan yang seragam agar dosisnya dapat diprediksi. Oleh karena itu, standar
obat telah dikembangkan untuk memastikan kualitas yang seragam. Di Amerika
Serikat, obat resmi adalah obat yang ditetapkan oleh Undang-Undang Makanan,
Obat, dan Kosmetik federal. Obat-obatan ini secara resmi tercantum dalam
United States Pharmacopeia (USP) dan dijelaskan menurut sumbernya, sifat fisik
dan kimianya, uji kemurnian dan identitasnya, metode penyimpanan, pengujian,
kategori, dan dosis normal.

Ada kecenderungan orang untuk membeli vitamin dan suplemen "alami"
dari toko makanan kesehatan atau obat bebas (OTC) di apotek. Contohnya adalah
suplemen tiroid. Bentuk alami memiliki kekuatan yang bervariasi dan sulit diatur,
sedangkan bentuk sintetis jauh lebih mudah diprediksi kekuatannya dan
pengelolaan gejala bagi klien yang perlu mengonsumsi suplemen tiroid.

Farmakope (atau farmakope) adalah buku yang berisi daftar produk yang
digunakan dalam pengobatan, dengan deskripsi produk, uji kimia untuk
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menentukan identitas dan kemurnian, serta formula dan resep. Formularium
Nasional Amerika Serikat mencantumkan obat-obatan dan nilai terapeutiknya,
dan dapat mencakup obat-obatan yang mungkin masih digunakan tetapi tidak
tercantum dalam USP. Farmakope dan formularium merupakan sumber referensi
yang bermanfaat bagi perawat dan mahasiswa keperawatan. Perawat tidak hanya
memberikan ribuan obat, tetapi juga bertanggung jawab untuk menilai
efektivitasnya dan mengenali reaksi yang tidak diinginkan terhadap obat. Buku
pegangan pengobatan atau obat dan formularium lembaga juga merupakan
sumber daya yang berharga bagi perawat. Karena tidak mungkin untuk
mengingat semua informasi terkait tentang sejumlah besar obat, perawat harus
memiliki referensi yang dapat diandalkan yang tersedia.

. Rute Pemberian Obat

Sediaan farmasi dirancang untuk rute pemberian tertentu yang harus
dicantumkan dalam perintah pengobatan. Perawat harus memastikan sediaan
obat sesuai dengan rute yang ditentukan. Sediaan dalam bentuk oral,
sublingual,bukal, parenteral, dan topical. Obat oral adalah obat yang diberikan
melalui mulut. Obat ini paling sering digunakan, murah, dan nyaman. Obat
sublingual adalah obat yang diletkkan dibawah lidah dan tidak boleh ditelan.
Jenis obat yang sering digunakan adalah nitrogliserin. Obat untuk mengurangi
nyeri dada pada pasien jantung. Obat bukal adalah obat yang diletakkan diantara
pipi dan selaput lendir hingga larut.Obat parenteral adalah obat yang diberikan
melalui suntikan kedalam tubuh melalui rute umum yaitu otot atau pembuluh
darah dan rute khusus yaitu intra arteri ke arteri, intracardial ke jantung,
intratekal/intraspinal ke rongga epidural, dan intra artikuler ke sendi. Sedangkan
obat topical adalah obat yang diberikan dengan cara dioles, dihirup, atau ditetes .
Penting bagi perawat untuk memperhatikan rute pemberian obat ini dengan
tepat agar terhindar dari kesalahan pemberian obat yang berdampak pada
kerugiaan pasien dan masalah hukum (Potter et al., 2020) dan (Berman et al.,
2021).
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Sigure 35.17 M A 60-mL non-Luer-Lok syringe, which can be used
or imigation of tubes or wounds.

@ For an intradermal injection: A, the needle enters the skin at a 5*
10 16° angle; 8, C, the medication forms a bleb or wheal under the
‘epidermis.

Pemberian obat inta muscular (IM) Pemberian obat melalui infus
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Pemberian obat tetes mata xmberian obat tetes tetes telinga

Pemberian obat hirup Pemberian obat hirup

Gambar 6.1: Rute pemberian obat

. Efek Obat

Efek terapeutik suatu obat, yang juga disebut sebagai efek yang
diinginkan, adalah efek utama yang diharapkan, yaitu alasan mengapa obat
tersebut diresepkan. Misalnya, efek terapeutik dari morfin sulfat adalah analgesia
(pereda nyeri), dan efek terapeutik dari diazepam adalah mengurangi kecemasan.

Efek samping, atau efek sekunder, suatu obat adalah efek yang tidak
diinginkan. Efek samping biasanya dapat diprediksi dan mungkin tidak berbahaya
atau berpotensi membahayakan. Misalnya, digitalis meningkatkan kekuatan
kontraksi miokardium (efek yang diinginkan), tetapi dapat menimbulkan efek
samping seperti mual dan muntah. Beberapa efek samping dapat ditoleransi
karena efek terapeutik obat tersebut; efek samping yang lebih parah, yang juga
disebut reaksi merugikan, dapat mengharuskan penghentian obat. Perawat harus
memantau efek samping yang terkait dengan dosis atau efek samping lainnya
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dan melaporkannya kepada penyedia layanan kesehatan, yang dapat
menghentikan pengobatan atau mengubah dosis.

Keracunan obat (efek berbahaya obat pada organisme atau jaringan)
terjadi akibat overdosis, konsumsi obat yang seharusnya digunakan untuk aplikasi
eksternal, atau penumpukan obat dalam darah karena gangguan metabolisme
atau ekskresi (efek kumulatif). Beberapa efek racun dapat terlihat langsung,
sementara yang lainnya baru muncul setelah beberapa minggu atau bulan.
Untungnya, sebagian besar keracunan obat dapat dihindari dengan pemantauan
dosis yang cermat dan perhatian terhadap toksisitas. Contoh efek racun adalah
depresi pernapasan akibat efek kumulatif dari morfin sulfat dalam tubuh.

Alergi obat adalah reaksi imunologis terhadap obat. Ketika klien pertama
kali terpapar zat asing (antigen), tubuh dapat bereaksi dengan memproduksi
antibodi. Klien dapat bereaksi terhadap obat dengan cara yang sama seperti
antigen, dan dengan demikian mengembangkan gejala reaksi alergi. Reaksi alergi
dapat ringan atau berat. Reaksi ringan dapat memiliki berbagai gejala, mulai dari
ruam kulit hingga diare (lihat Tabel 35.4). Reaksi alergi dapat terjadi kapan saja,
mulai dari beberapa menit hingga 2 minggu setelah pemberian obat. Reaksi
alergi yang parah biasanya terjadi segera setelah pemberian obat dan disebut
reaksi anafilaksis. Reaksi ini dapat berakibat fatal jika gejalanya tidak segera
dikenali dan pengobatan tidak segera diberikan. Gejala paling awal termasuk
pembengkakan di mulut dan lidah, sesak napas akut, hipotensi akut, dan
takikardia.

Toleransi obat terjadi pada klien yang menunjukkan respons fisiologis
yang sangat rendah terhadap suatu obat dan yang memerlukan peningkatan
dosis untuk mempertahankan efek terapeutik tertentu. Obat-obatan yang
umumnya menimbulkan toleransi termasuk opioid, barbiturat, dan etil alkohol.

Efek kumulatif adalah peningkatan respons terhadap dosis obat yang
berulang, yang terjadi ketika laju pemberian melebihi laju metabolisme atau
ekskresi obat. Akibatnya, jumlah obat menumpuk di tubuh klien kecuali dosisnya
disesuaikan. Gejala toksik dapat muncul akibat efek ini. Efek idiosinkratik adalah
efek yang tidak terduga dan mungkin bersifat individual bagi klien. Respons yang
kurang atau respons yang berlebihan terhadap suatu obat bisa jadi bersifat
idiosinkratik. Selain itu, obat tersebut mungkin memiliki efek yang sama sekali
berbeda dari efek normal atau menyebabkan gejala yang tidak dapat diprediksi
atau dijelaskan pada klien tertentu.

Interaksi obat terjadi ketika pemberian satu obat sebelum, pada saat yang
sama, atau setelah obat lain mengubah efek dari satu atau kedua obat tersebut.
Interaksi obat bisa bermanfaat atau berbahaya. Efek dari satu atau kedua obat
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dapat meningkat (efek potensial) atau menurun (efek penghambatan). Efek
potensial dapat bersifat aditif atau sinergis. Ketika dua jenis obat yang sama
meningkatkan aksi satu sama lain, efeknya dikenal sebagai aditif. Efek sinergis
terjadi ketika dua obat yang berbeda meningkatkan aksi satu sama lain. Misalnya,
probenesid, yang menghambat ekskresi penisilin, dapat diberikan bersama
penisilin untuk meningkatkan kadar penisilin dalam darah untuk waktu yang lebih
lama (efek sinergis). Dua analgesik, seperti aspirin dan kodein, sering diberikan
bersama karena keduanya memberikan pereda nyeri yang lebih baik (efek aditif).
Selain itu, makanan tertentu dapat berinteraksi secara negatif dengan
obat. Penyakit iatrogenik (penyakit yang disebabkan secara tidak sengaja oleh
terapi medis) dapat merupakan akibat dari terapi obat. Toksisitas hati yang
mengakibatkan obstruksi bilier, kerusakan ginjal, dan malformasi janin sebagai
akibat dari obat-obatan tertentu yang dikonsumsi selama kehamilan adalah
contohnya.
a. Farmakodinamik

Farmakodinamik adalah mekanisme kerja obat dan hubungan antara
konsentrasi obat dengan efek yang dihasilkan dalam tubuh (Adams, Holland,
& Urban, 2020). Reseptor adalah target spesifik obat, biasanya berupa protein
yang terletak di permukaan membran sel atau didalam sel. Saat obat berikatan
dengan reseptor, obat tersebut dapat meningkatkan atau menghambat fungsi
seluler normal. Pengikatan ini biasanya bersifat reversibel, dan kerja obat
dihentikan setelah obat meninggalkan reseptor (Adams et al., 2020). Sebagian
besar obat memberikan efeknya dengan cara berikatan secara kimiawi dengan
reseptor di tingkat seluler.

Ketika obat berikatan dengan reseptornya, efek farmakologis yang
terjadi bisa berupa agonisme atau antagonisme. Obat yang menghasilkan
respons yang sama dengan zat fisiologis atau endogen disebut agonis.
Misalnya, obat seperti epinefrin bekerja pada jantung untuk meningkatkan
denyut jantung. Sebaliknya, obat yang menghambat fungsi sel dengan
menempati situs reseptor disebut antagonis. Antagonis mencegah zat alami
tubuh atau obat lain mengaktifkan fungsi sel dengan menempati situs
reseptor. Misalnya, nalokson (Narcan) adalah antagonis opioid yang digunakan
sebagai penawar untuk depresi pernapasan yang disebabkan oleh obat opioid
(misalnya, morfin). Obat ini bersaing dengan situs reseptor opioid di otak dan
dengan demikian mencegah opioid mengikat reseptornya. Dengan
menghalangi efek opioid, depresi pernapasan dapat dibalikkan.

b. Farmakokinetik
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Farmakokinetik adalah ilmu yang mempelajari penyerapan, distribusi,
biotransformasi, dan ekskresi obat.
e Penyerapan

Penyerapan adalah proses masuknya obat ke dalam aliran darah.
Kecuali jika obat diberikan langsung ke dalam aliran darah, penyerapan
merupakan langkah pertama dalam pergerakan obat melalui tubuh. Agar
penyerapan obat terjadi, bentuk obat yang tepat harus diberikan melalui
rute yang sesuai.

Kecepatan penyerapan obat di lambung bervariasi. Makanan,
misalnya, dapat menunda pembubaran dan penyerapan beberapa obat
serta perjalanannya ke usus halus, tempat sebagian besar penyerapan obat
terjadi. Makanan juga dapat berikatan dengan molekul obat tertentu,
mengubah struktur molekulnya, dan selanjutnya menghambat atau
mencegah penyerapannya. Faktor lain yang memengaruhi penyerapan
beberapa obat adalah tingkat keasaman di lambung. Keasaman ini dapat
bervariasi berdasarkan waktu, jenis makanan yang dikonsumsi, penggunaan
obat antasida, dan usia klien. Beberapa obat tidak larut atau memiliki
kemampuan terbatas untuk larut dalam cairan saluran pencernaan (GI),
sehingga mengurangi penyerapannya ke dalam aliran darah.

Penyerapan beberapa obat dapat terjadi di jaringan mulut sebelum
mencapai lambung. Misalnya, nitrogliserin diberikan di bawah lidah, di mana
ia diserap ke dalam pembuluh darah yang membawanya langsung ke
jantung, tempat kerja yang dituju. Jika obat ini tertelan, ia akan diserap ke
dalam aliran darah dan dibawa ke hati, di mana ia akan dihancurkan. Efek
lintas pertama terjadi ketika obat oral pertama kali melewati hati dan
sebagian dimetabolisme sebelum mencapai organ target. Ini memerlukan
dosis oral yang lebih tinggi untuk mencapai efek yang sesuai.

Obat yang diberikan langsung ke dalam aliran darah, misalnya secara
intravena, segera berada dalam sistem vaskular tanpa harus diserap. Ini
merupakan rute pilihan untuk tindakan cepat. Rute intramuskular adalah
rute tercepat berikutnya karena sifat jaringan otot yang sangat vaskular.
Karena jaringan subkutan memiliki suplai darah yang lebih buruk daripada
jaringan otot, penyerapan dari jaringan subkutan lebih lambat. Laju
penyerapan obat dapat dipercepat dengan pemberian panas, yang
meningkatkan aliran darah ke area tersebut; sebaliknya, penyerapan dapat
diperlambat dengan pemberian dingin. Selain itu, penyuntikan obat
vasokonstriktor seperti epinefrin ke dalam jaringan dapat memperlambat
penyerapan obat lain.
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Penyerapan obat dari rektum ke aliran darah cenderung tidak dapat
diprediksi. Oleh karena itu, rute ini biasanya digunakan ketika rute lain tidak
tersedia atau ketika efek yang diinginkan terlokalisasi ke rektum atau kolon
sigmoid.

o Distribusi

Distribusi adalah pengangkutan obat dari tempat penyerapannya ke
tempat kerjanya. Ketika obat memasuki aliran darah, obat tersebut dibawa
ke organ yang paling vaskular, yaitu hati, ginjal, dan otak. Area tubuh
dengan suplai darah yang lebih rendah, seperti kulit dan otot, menerima
obat tersebut kemudian. Sifat kimia dan fisik obat menentukan area tubuh
tempat obat akan tertarik. Misalnya, obat yang larut dalam lemak akan
terakumulasi dalam jaringan lemak, sedangkan obat lain dapat terikat
dengan protein plasma.

e Biotransformasi

Biotransformasi, juga disebut detoksifikasi atau metabolisme, adalah
proses di mana obat diubah menjadi bentuk yang kurang aktif. Sebagian
besar biotransformasi terjadi di hati, di mana banyak enzim metabolisme
obat dalam sel mendetoksifikasi obat. Produk dari proses ini disebut
metabolit. Ada dua jenis metabolit: aktif dan tidak aktif. Metabolit aktif
memiliki tindakan farmakologis sendiri, sedangkan metabolit tidak aktif
tidak memiliki efek tersebut. Biotransformasi dapat dipengaruhi jika klien
masih sangat muda, lebih tua, atau memiliki hati yang tidak sehat. Perawat
harus waspada terhadap akumulasi obat aktif pada klien ini dan
kemungkinan toksisitas berikutnya.

o Ekskresi

Ekskresi adalah proses di mana metabolit dan obat dikeluarkan dari
tubuh. Ginjal membuang sebagian besar metabolit obat melalui urin;
namun, beberapa di antaranya dikeluarkan melalui feses, napas, keringat, air
liur, dan ASIL. Beberapa obat, seperti agen anestesi umum, dibuang dalam
bentuk yang tidak berubah melalui saluran pernapasan. Efisiensi ginjal
dalam membuang obat dan metabolit berkurang seiring bertambahnya
usia. Orang yang lebih tua mungkin memerlukan dosis obat yang lebih kecil
karena obat dan metabolitnya dapat terakumulasi dalam tubuh.

C. Tanggung hukum bagi perawat dalam pengelolaan obat

Berdasarkan Pasal 290 UU No. 17 Tahun 2023, perawat dapat melaksanakan
tugas yang berkaitan dengan pemberian obat melalui delegasi dan mandat dari
tenaga medis atau tenaga kesehatan lain. Berikut penjelasan masing-masing:
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1. Delegasi
Delegasi adalah pelimpahan kewenangan dari tenaga medis atau tenaga
kesehatan lain kepada perawat untuk melaksanakan tindakan tertentu, termasuk
pemberian obat. Delegasi biasanya diberikan dalam situasi dimana tenaga medis
masih terlibat langsung dalam proses pengawasan dan tanggung jawab.

Tanggung jawab penuh terhadap tindakan yang dilakukan berada pada pemberi

delegasi (tenaga medis yang melimpahkan kewenangan tersebut). Contoh

Kasus: Dokter meminta perawat untuk memberikan obat tertentu kepada pasien

berdasarkan arahan langsung atau prosedur yang sudah disepakati.

2. Mandat
Mandat adalah kewenangan yang diberikan oleh tenaga medis atau
tenaga kesehatan lain kepada perawat untuk melaksanakan tindakan tertentu,
termasuk pemberian obat, namun dilakukan secara mandiri oleh perawat. Dalam
tugas mandat, tenaga medis tidak terlibat langsung dalam pengawasan tindakan
yang dilakukan oleh perawat. Walaupun tindakan dilakukan oleh perawat secara
mandiri, tanggung jawab keseluruhan masih tetap berada pada pemberi mandat.

Contoh Kasus: Seorang dokter memberikan mandat kepada perawat di

Puskesmas untuk memberikan vaksin atau antibiotik tertentu kepada pasien

dalam cakupan program kesehatan nasional.

Prinsip Pelaksanaan Delegasi dan Mandat:

a. Kompetensi: Perawat yang menerima delegasi atau mandat harus memiliki
kompetensi yang sesuai.

b. Dokumentasi: Setiap pelaksanaan delegasi atau mandat harus
terdokumentasi dengan baik, termasuk jenis tindakan dan obat yang
diberikan.

c. Peraturan Pelimpahan: Pelimpahan kewenangan dilakukan dalam batas
tertentu yang diatur oleh regulasi atau kebijakan internal fasilitas kesehatan.

Dalam konteks tanggung jawab hukum bagi perawat dalam pemberian
obat, Jannah et al (2024) menjelaskan bahwa terdapat dua hubungan antara
dokter dengan perawat dalam pemberian obat, yaitu hubungan rujukan dan
hubungan delegasi. Dalam hubungan rujukan, perawat daoat melakukan
tindakan sesuai keputusannya sendiri. Sedangkan dalam hubungan delegasi,
perawat harus melakukan tindakan pemberian obat sesuai tugas delegasi yang
diiberikan dokter. Kesalahan perawat dalam melakukan pemberian obat kepada
pasien ataupun tindakan medis lainnya dapat disimpulkan bahwa, perawat yang
melakukan kesalahan atau kelalaian tersebut maka penangguhan tanggung
jawabnya kepada perawat yang melakukan kesalahan itu sendiri dan/atau pihak
rumah sakit yang bersangkutan.
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“Pelaksanaan tugas oleh perawat yang berdasarkan pelimpahan
wewenang dapat di lakukan secara delegatif dan mandat. Pelimpahan wewenang
secara mandat pertanggungjawabansepenuhnya berada pada pemberi
pelimpahan wewenang atau yang dalam hal ini disebut dokter itu sendiri. Namun
apabila pelimpahan wewenang tersebut diberikan secara delegatif, maka perawat
juga diikutsertakan dengan pelimpahan tanggung jawab (UU No.17 th 2023).

Berdasarkan hukum perdata, pemberi kuasa tetap bertanggung
jawab, sedangkan penerima kuasa memiliki tanggung jawab terhadap
pemberi  kuasa. Singkatnya pertanggungjawaban  menurut  hukum
perdata itu, karena adanya suatu pendelegasian, tidak beralih dari
pemberi delegasi kepada penerima delegasi, dokter selaku pemberi
delegasi tersebut tetap harus bertanggung jawab (Jannah et al., 2024).

Perawat yang menjalankan praktek pelayanan kesehatan, dapat dituntut
secara pidana apabila terjadi culpa /ata yaitu cacat baik permanen ataupun tidak,
serta terjadi kematian dalam pelaksanaan pelayanan kesehatan tersebut, selain
melakukan culpa /ata, perawat juga dapat dituntut secara pidana apabila
melakukan perbuatan melawan hukum, dalam menjalankan praktek
pelayanannya bertentangan atau tidak sesuai dengan tata atau ketertibanyang
dikehendaki oleh hukum yang tertuang dalam peraturan perundangundangan
dalam  hal ini perawat hanya dapat melakukan  pelayanan
kesehatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
sehingga nantinya tidak menyebabkan perbuatan melawan hukum yang dapat
dituntut pertanggungjawaban secara pidana (Jannah et al., 2024).

Perawat dapat dipersalahkan melanggar hukum Administrasi. Seperti yang
telah dijelaskan diatas bahwa pelanggaran administrasi tersebut antara lain
seperti perawat tidak mempunyai surat izin kerja, surat izin praktek,
atau melanggar batas kewenangan perawat. Aspek hukum administrasi
dalam penyelenggaraan praktek pelayanan kesehatan, setiap perawat
yang telah menyelesaikan pendidikan dan ingin menjalankan praktek
dipersyaratkan untuk memiliki izin. Prinsip pertanggungjawaban hukum
administrasi lahir akibat adanya pelanggaran terhadap ketentuan hukum
administrasi terhadap penyelenggaraan praktek tenaga kesehatan dalam hal ini
tenaga perawat berdasarkan ketentuan yang berlaku. UndangUndang kesehatan
telah memberikan ketentuan administrasi yang wajib
ditaati setiap tenaga kesehatan (Jannah et al., 2024).

Tanggung jawab berdasarkan hukum administrasi ini muncul karena
adanya tuntutan dari masyarakat sendiri yang telah merasa dirugikan akibat
pelayanan kesehatan oleh perawat yang bersangkutan. Sanksi administrasi
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berupa pencabutan izin dan tindakan disiplin terhadap perawat yang telah
terbukti bersalah dapat dilakukan oleh pemerintah. Penting untuk diketahui
bahwa dalam menjalankan kekuasaan polisi (police power), pemerintah memiliki
wewenang untuk mengeluarkan berbagai aturan di sektor kesehatan, seperti
mengenai syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh perawat untuk melaksanakan
tugasnya (seperti izin kerja dan izin praktik), batasan wewenang, dan tanggung
jawab perawat(Jannah et al., 2024)

Menurut Poter el al (2020) dan Berman et al (2021), tugas dan tanggung
jawab perawat dalam pemberian meliputi memperhatikan perintah/instruksi
pengobatan dengan benar, melakukan manajemen pengaturan obat dan
pemberian obat dengan tepat.

. Perintah pengobatan

Seorang dokter biasanya menentukan kebutuhan pengobatan klien dan
memerintahkan pengobatan. Perintah pengobatan umumnya bersifat tertulis,
meskipun dalam beberapa lembaga, perintah telepon dan lisan juga dapat
diterima. Mahasiswa keperawatan perlu mengetahui kebijakan lembaga
mengenai perintah pengobatan ini. Di beberapa rumah sakit, misalnya, hanya
perawat berlisensi yang diizinkan untuk menerima perintah telepon dan lisan.

Penting bagi lembaga kesehatan untuk memiliki pedoman yang jelas guna
mengurangi atau menghilangkan kesalahan yang dapat terjadi akibat perintah
lisan. Sebagai contoh, untuk semua perintah lisan atau telepon, perawat harus
terlebih dahulu menuliskan perintah tersebut dan kemudian membacanya
kembali, kata demi kata, kepada dokter yang meresepkan untuk memastikan
keakuratan informasi.

Jenis-Jenis Perintah Pengobatan

Ada empat jenis perintah pengobatan yang umum digunakan, yaitu:

a. Perintah Stat
Perintah ini menunjukkan bahwa pengobatan harus diberikan segera dan
hanya sekali. Contohnya, "Morfin sulfat 10 miligram IV stat."

b. Perintah Tunggal atau Perintah Satu Kali
Perintah ini untuk pemberian obat sekali pada waktu tertentu. Contohnya,
"Seconal 100 miligram sebelum tidur sebelum operasi."

c. Perintah Tetap
Perintah tetap mungkin memiliki atau tidak memiliki tanggal penghentian.
Perintah ini dapat berlangsung tanpa batas waktu (misalnya, pemberian
beberapa vitamin setiap hari) hingga perintah tertulis untuk membatalkannya,
atau dapat berlaku selama beberapa hari tertentu (misalnya, "KCI dua kali
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sehari selama 2 hari"). Di beberapa lembaga, perintah tetap secara otomatis
dibatalkan setelah beberapa hari dan harus dipesan ulang.

d. Perintah PRN (Sesuai Kebutuhan)
Perintah ini mengizinkan perawat untuk memberikan obat berdasarkan
penilaian perawat tentang kebutuhan klien. Contohnya, "Amphojel 15 mL prn."
Perawat harus menggunakan pertimbangan yang baik untuk menentukan
kapan obat diperlukan dan dapat diberikan dengan aman

. Bagian Penting dari Perintah Pemberian Obat

Perintah pemberian obat memiliki tujuh bagian penting, yaitu nama
lengkap klien, tanggal dan waktu perintah ditulis, nama obat yang akan diberikan,
dosis obat, frekuensi pemberian, rute pemberian, tanda tangan dokter yang
menulis perintah. Dosis obat mencakup jumlah, waktu atau frekuensi pemberian,
dan dalam banyak kasus, kekuatan; misalnya, tetrasiklin 250 mg (jumlah) empat
kali sehari (frekuensi); kalium klorida 10% (kekuatan) 5 mL (jumlah) tiga kali sehari
dengan makanan (waktu dan frekuensi). Sangat disarankan agar dosis ditulis
dalam sistem metrik demi alasan keamanan. Rute pemberian obat juga disertakan
dalam perintah tersebut. Bagian perintah ini, seperti bagian lainnya, sering
disingkat. Bukan hal yang aneh jika suatu obat memiliki beberapa kemungkinan
rute pemberian; oleh karena itu, penting untuk menyertakan rute tersebut dalam
perintah. Tanda tangan dokter atau perawat yang memerintahkan (jika menerima
perintah lisan atau telepon) menjadikan perintah obat sebagai permintaan yang
sah. Perintah yang tidak ditandatangani tidak memiliki keabsahan, dan dokter
yang memerintahkan harus diberi tahu jika perintah tersebut tidak
ditandatangani. Ketika dokter menulis resep untuk klien, resep tersebut juga
menyertakan informasi untuk apoteker. Oleh karena itu, isi resep berbeda dari
perintah pengobatan di rumah sakit.

. Mengomunikasikan Perintah Pengobatan

Perintah pengobatan biasanya ditulis pada catatan klien oleh dokter atau
oleh perawat yang menerima perintah melalui telepon atau lisan dari dokter. Di
sebagian besar lembaga perawatan akut, ada jangka waktu tertentu (misalnya, 24
atau 48 jam) dimana dokter yang memberikan perintah melalui telepon atau lisan
harus ikut menandatangani perintah yang ditulis oleh perawat.

Perintah pengobatan kemudian disalin oleh perawat atau petugas ke
Kardex atau Medication Administration Record (MAR). Saat ini, semakin
banyak perawat yang menerima cetakan komputer dari pengobatan klien,
menggantikan salinan perintah manual dari penyedia layanan kesehatan primer.
Metode ini membantu mengurangi kesalahan dan menghemat waktu perawat.
Medication Administration Record (MAR) mencakup informasi seperti: nama
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klien, nama obat dan dosis, waktu dan metode pemberian obat. Beberapa
lembaga juga mencantumkan tanggal resep dan tanggal kedaluwarsa pada MAR.
Perawat harus selalu memastikan kejelasan perintah, terutama jika terdapat
perintah yang ambigu, tidak biasa (misalnya, dosis obat yang sangat tinggi) atau
kontraindikasi dengan kondisi klien.
6. Tindakan Ketika Perintah Obat Tidak Tepat
Jika perawat menilai bahwa perintah obat tidak sesuai, langkah-langkah
berikut harus diambil:
a. Menghubungi dokter pemberi instruksi
Diskusikan alasan mengapa obat atau dosis dianggap tidak tepat.
b. Dokumentasikan Komunikasi
Tuliskan informasi berikut dalam catatan:
o Waktu menghubungi dokter
« Apa yang disampaikan kepada dokter
» Respon dokter
c. Jika Dokter Tidak Bisa Dihubungi
Dokumentasikan semua upaya untuk menghubungi dokter, serta alasan
penundaan pemberian obat.
d. Jika Orang Lain Memberikan Obat
Dokumentasikan data kondisi klien sebelum dan sesudah pemberian obat.
e. Laporan Insiden
Jika diperlukan, buat laporan insiden sesuai dengan prosedur. Pastikan
informasi faktual dicatat dengan jelas dan terperinci.
7. Manajemen Pengaturan Obat
Fasilitas medis memiliki sistem pengaturan obat yang berbeda-beda.
Sistem tersebut dapat mencakup hal berikut:
a. Keranjang obat
Keranjang obat memiliki roda, yang memungkinkan perawat untuk
memindahkan keranjang ke luar kamar klien. Keranjang berisi laci kecil
bernomor yang berhubungan dengan nomor kamar di unit keperawatan. Laci
kecil diberi label dengan nama klien yang saat ini berada di kamar tersebut
dan menyimpan obat klien untuk shift tersebut atau 24 jam. Obat biasanya
dikemas dalam satuan dosis; yaitu, kemasan obat individual mencantumkan
nama obat, dosis, dan tanggal kedaluwarsa. Laci terkunci yang lebih besar di
dalam keranjang berisi zat yang dikendalikan daripada menyimpannya di laci
individual klien. Keranjang juga dapat mencakup laci persediaan yang berisi
wadah curah berlabel klien, seperti Metamucil, yang terlalu besar untuk laci
individual kecil. MAR biasanya terletak di binder atau komputer yang terletak
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di atas keranjang obat. Perawat membawa kunci untuk kereta obat atau
memasukkan kode khusus untuk membuka kereta, karena kereta harus tetap
terkunci saat tidak digunakan.

b. Lemari obat.

Beberapa fasilitas memiliki lemari terkunci di kamar klien. Lemari ini
menyimpan obat milik klien. Zat yang dikendalikan tidak disimpan di lemari ini,
tetapi di lokasi lain di unit keperawatan. Perawat menggunakan kunci atau
kode khusus untuk membuka lemari obat klien, karena harus dikunci saat tidak
digunakan.

¢. Ruangan Obat

Bergantung pada fasilitasnya, ruang pengobatan dapat digunakan
untuk berbagai keperluan. Misalnya, kereta obat, saat tidak digunakan, dapat
ditempatkan di ruangan ini. Ruang oabt juga dapat menjadi lokasi utama untuk
persediaan obat, obat yang dikendalikan, dan obat yang digunakan untuk
keadaan darurat. Ruang pengobatan mungkin memiliki lemari es untuk infus
dan obat lain yang memerlukan lingkungan dingin. Ruangan tersebut juga
dapat berisi perlengkapan pemberian obat lain (misalnya, jarum suntik).
Perawat mengakses ruang pengobatan dengan kunci atau kode khusus karena
ruangan tersebut sering terkunci. Periksa kebijakan lembaga.

d. Automated dispensing cabinet (ADC).

Sistem akses terkomputerisasi ini mengotomatiskan distribusi,
pengelolaan, dan pengendalian obat-obatan. Perawat menggunakan sidik jari
biometrik atau kata sandi untuk mengakses sistem, memilih nama klien dari
daftar di layar, dan memilih obat-obatan. Manfaat penggunaan ADC adalah
pengurangan risiko kesalahan pengobatan. Manfaat ini mencakup
peningkatan keamanan obat, pengendalian inventaris, peringatan
terkomputerisasi, dan potensi untuk membatasi akses ke obat-obatan tertentu
yang memerlukan kewaspadaan tinggi. Untuk lebih meningkatkan
keselamatan, banyak fasilitas telah menerapkan sistem profil apotek sebagai
bagian dari ADC. Ini berarti bahwa perawat tidak dapat mengeluarkan obat
dari ADC kecuali apoteker telah meninjau pesanan dan mengijinkan
penggunaan obat tersebut.

8. Manajemen pemberian obat
Saat memberikan obat, apa pun rute pemberiannya, perawat harus
melakukan langkah-langkah berikut:
a. Mengidentifikasi Pasien.

Kesalahan pemberian obat sering terjadi, biasanya ketika seorang

pasien mendapatkan obat yang seharusnya diberikan kepada pasien lain. Salah
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satu Tujuan Keselamatan Pasien Nasional dari Komisi Gabungan adalah untuk
meningkatkan akurasi identifikasi pasien. Tujuan ini mengharuskan perawat
untuk menggunakan setidaknya dua pengenal pasien setiap kali memberikan
obat. Pengenal yang diterima dapat berupa nama pasien, nomor identifikasi
yang ditetapkan, nomor telepon, atau pengenal khusus lainnya. Di sebagian
besar rumah sakit, pasien mengenakan gelang tangan dengan nama dan
nomor identifikasi rumah sakit mereka. Sebelum memberikan obat, selalu
periksa gelang identifikasi pasien. Banyak rumah sakit menggunakan teknologi
BCMA (Bar Code Medication Administration) untuk pemberian obat. Seorang
perawat yang akan memberikan obat akan memindai kode batang pada
gelang tangan pasien, memasukkan ID perawat, dan memindai setiap paket
obat yang akan diberikan. BCMA biasanya menyertakan dua atau lebih
pengenal khusus pasien yang memenuhi persyaratan identifikasi. Dalam
pengaturan perawatan jangka panjang dan perawatan di rumah, persyaratan
untuk dua pengenal biasanya diterapkan pada pertemuan pertama. Setelah itu,
dalam situasi perawatan satu lawan satu yang berkelanjutan di mana perawat
sudah mengenal pasien, satu pengenal bisa berupa pengenalan wajah (The
Joint Commission, 2019b).

Bagian penting dari pengumpulan riwayat adalah memastikan
pengetahuan klien tentang alergi obat yang mereka miliki. Beberapa klien
mungkin menyebutkan, "Saya alergi terhadap penisilin, pita perekat, dan kari."
Dalam situasi ini, perawat harus mengklarifikasi lebih lanjut mengenai jenis
efek samping, reaksi merugikan, atau respons alergi spesifik yang pernah
dialami akibat obat-obatan tersebut. Ada pula klien yang tidak yakin apakah
reaksi yang dialami tergolong alergi. Gejala penyakit yang muncul setelah
penggunaan obat mungkin tidak diidentifikasi sebagai alergi, meskipun klien
sering mengaitkan obat tersebut dengan reaksi yang tidak biasa atau tidak
diinginkan. Dalam kondisi ini, penyedia layanan kesehatan utama klien dapat
menjadi sumber informasi yang relevan terkait alergi.

Saat mengumpulkan riwayat, perawat juga perlu menggali informasi
tentang potensi ketergantungan obat. Frekuensi penggunaan obat serta
kebutuhan klien terhadap obat tertentu dapat menjadi indikator tingkat
ketergantungan. Kebiasaan makan sehari-hari  klien juga perlu
didokumentasikan. Terkadang, jadwal pemberian obat perlu disesuaikan
dengan waktu makan atau konsumsi makanan tertentu. Misalnya, bila obat
harus diminum bersamaan dengan makanan pada waktu tertentu, klien dapat
mengatur jadwal makan atau menyisipkan camilan, seperti saat obat diminum
menjelang tidur malam. Selain itu, perawat harus memperhatikan adanya
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kemungkinan interaksi obat dengan makanan tertentu, seperti susu yang
dapat menghambat penyerapan tetrasiklin.

Perawat juga perlu mengidentifikasi hambatan yang mungkin dialami
klien dalam pemberian obat secara mandiri. Sebagai contoh, klien dengan
gangguan penglihatan mungkin memerlukan label wadah obat yang dicetak
dengan ukuran huruf besar. Klien dengan keterbatasan gerakan tangan, seperti
tremor, mungkin kesulitan menggunakan jarum suntik untuk menyuntikkan
obat sendiri. Informasi tentang cara dan lokasi penyimpanan obat klien juga
sangat penting. Misalnya, jika klien kesulitan membuka wadah obat tertentuy,
mereka mungkin mengganti wadah tersebut tetapi tetap menggunakan label
lama, yang dapat meningkatkan risiko kesalahan pemberian obat.

Faktor sosial ekonomi juga harus diperhatikan, terutama untuk klien
lanjut usia. Dua kendala yang sering dihadapi adalah kurangnya transportasi
untuk mendapatkan obat dan keterbatasan finansial untuk membeli obat.
Dalam situasi seperti ini, perawat dapat membantu dengan merujuk klien ke
sumber daya yang sesuai untuk memastikan obat-obatan yang diperlukan
dapat diperoleh.

. Beri tahu Pasien.

Jika pasien tidak familiar dengan obat yang diberikan, perawat harus
menjelaskan tindakan yang akan dilakukan, serta efek samping atau reaksi
yang mungkin timbul. Selain itu, perawat juga harus mendengarkan pasien
dengan baik. Sering kali, perawat terfokus pada tugas pemberian obat yang
tepat waktu, sehingga informasi relevan yang diberikan oleh pasien bisa
terlewatkan. Misalnya, jika pasien mengungkapkan bahwa ia tidak
mengonsumsi obat untuk tekanan darah tinggi, hal ini harus menjadi
“peringatan” bagi perawat untuk berhenti sejenak dan memeriksa apakah obat
tersebut benar-benar sesuai untuk pasien tersebut.

. Berikan Obat.

Baca MAR (Medication Administration Record) dengan cermat dan
lakukan tiga pemeriksaan dengan obat yang sudah diberi label. Setelah itu,
berikan obat sesuai dengan dosis yang ditentukan, rute yang dipesan, dan
waktu yang tepat. Terdapat perubahan terkait waktu pemberian obat yang
dianggap tepat. Secara historis, “aturan 30 menit” (yakni memberikan obat
dalam waktu 30 menit sebelum atau setelah waktu yang dijadwalkan)
digunakan. Namun, dalam penelitian kesalahan pengobatan, sepertiga dari
kesalahan yang dilaporkan terjadi akibat waktu pemberian yang salah. Selain
itu, 18.000 perawat yang berpartisipasi dalam survei ekstensif menyatakan
bahwa "aturan 30 menit" tidak aman dan sulit untuk dipatuhi mengingat
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kompleksitas pemberian obat saat ini, yang sering menciptakan tekanan untuk
mengambil jalan pintas yang akhirnya menyebabkan kesalahan. Oleh karena
itu, ISMP (Institute for Safe Medlication Practices) mengembangkan pedoman
baru untuk pemberian obat terjadwal yang tepat waktu. Rumah sakit harus
merujuk pada pedoman ini saat merancang pedoman khusus mereka sendiri
untuk fasilitas mereka, yang melibatkan tim interdisipliner, termasuk perawat.
Prinsip dasar pedoman ini adalah pemberian obat harus tepat waktu, tetapi
rumah sakit dapat menentukan obat mana yang memerlukan jadwal yang ketat
dan obat mana yang dapat diberikan dengan fleksibilitas yang lebih besar
sesuai kebijakan perawat.

. Berikan Intervensi Bantuan Sesuai Indikasi.

Pasien mungkin memerlukan bantuan saat menerima obat. Mereka
mungkin membutuhkan bantuan fisik, misalnya, untuk posisi yang tepat saat
diberikan suntikan intramuskular, atau mereka mungkin memerlukan panduan
mengenai langkah-langkah untuk meningkatkan efektivitas obat dan
mencegah komplikasi, seperti minum cairan. Beberapa pasien mungkin merasa
takut terhadap obat mereka. Perawat dapat membantu meredakan rasa takut
ini dengan mendengarkan kekhawatiran pasien dan memberikan informasi
yang akurat.

. Catat Obat yang Diberikan.

Informasi yang dicatat dalam rekam medis pasien, baik dengan tinta
atau sistem pencetakan komputer, mencakup nama obat, dosis, metode
pemberian, data relevan seperti pengukuran denyut nadi (terutama sebelum
pemberian obat seperti digitalis), dan informasi terkait lainnya. Catatan juga
harus mencakup waktu pemberian yang tepat dan tanda tangan perawat yang
memberikan obat. Banyak sistem pencatatan obat dirancang sehingga perawat
hanya perlu menandatangani sekali di halaman utama dan memberi inisial
pada setiap pemberian obat yang dilakukan. Obat yang diberikan secara rutin
sering dicatat dalam catatan aliran khusus, sementara obat PRN (sebagaimana
dibutuhkan) atau stat (segera) dicatat secara terpisah.

. Evaluasi Respons Pasien terhadap Obat.

Jenis perilaku yang menunjukkan keberhasilan atau kegagalan aksi obat
dan efek sampingnya sangat bervariasi, tergantung pada tujuan pengobatan
itu sendiri. Pasien yang cemas, misalnya, mungkin menunjukkan efek yang
diinginkan dari obat penenang melalui perilaku yang mencerminkan tingkat
stres yang lebih rendah (misalnya, bicara lebih lambat atau kurang gerakan
acak). Seberapa nyenyak pasien tidur sering kali dapat mengukur efektivitas
obat penenang, dan efektivitas analgesik dapat diukur dengan mengamati
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tingkat rasa sakit yang dirasakan pasien. Dalam seluruh proses keperawatan,
perawat harus mengetahui obat yang sedang dikonsumsi pasien dan mencatat
efektivitasnya berdasarkan penilaian dari pasien dan perawat dalam catatan
medis. Selain itu, perawat dapat melaporkan respons pasien secara langsung
kepada manajer perawat dan penyedia layanan kesehatan utama untuk tindak
lanjut lebih lanjut.

D. Simpulan

Pengelolaan obat adalah aspek krusial dalam keperawatan yang menuntut
kepatuhan terhadap hukum, etika, dan profesionalisme. Perawat harus mampu
menjalankan proses persiapan, pemberian, dan evaluasi obat dengan
memprioritaskan keselamatan pasien. Strategi seperti meminimalkan gangguan,
memanfaatkan teknologi canggih, dan mematuhi kerangka hukum dapat secara
signifikan mengurangi kesalahan dan meningkatkan hasil perawatan. Dengan
menjalankan prinsip-prinsip ini, perawat memiliki peran penting dalam menjamin
penggunaan obat yang aman dan efektif.
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. Glosarium

Delegasi: Pelimpahan kewenangan dari tenaga medis kepada perawat untuk
melakukan tindakan tertentu di bawah pengawasan tenaga medis.
Farmakokinetik: IImu yang mempelajari proses penyerapan, distribusi,
metabolisme, dan ekskresi obat dalam tubuh.

Farmakologi: Cabang ilmu yang mempelajari obat-obatan, termasuk efek
terapeutik dan efek sampingnya.

Mandat: Kewenangan yang diberikan kepada perawat untuk bertindak secara
mandiri dalam melakukan tindakan tertentu.

Medication Administration Record (MAR): Catatan terkomputerisasi atau manual
yang mendokumentasikan pemberian obat kepada pasien.

Rute Pemberian Obat: Jalur atau cara pemberian obat ke dalam tubuh, seperti oral,
sublingual, parenteral, atau topikal.

Zona Bebas Gangguan: Area yang dirancang untuk meminimalkan gangguan
selama pemberian obat guna mengurangi risiko kesalahan.
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A. Pendahuluan/Prolog

1. Gambaran umum pentingnya etika dalam keperawatan.

Etika dalam keperawatan merupakan elemen fundamental yang
berpengaruh besar terhadap kualitas serta hasil perawatan kesehatan. Dalam
praktiknya, perawat sering kali dihadapkan pada dilema etika yang kompleks,
yang menuntut pengambilan keputusan secara cermat dan bertanggung jawab.
Dilema ini biasanya muncul akibat konflik antara nilai-nilai pribadi, hak pasien,
prinsip otonomi, dan keadilan, sehingga memerlukan pemahaman mendalam
tentang bioetika, nilai moral, serta prinsip etika yang relevan (Yazdimoghaddam
et al, 2023). Hubungan antara perawat dan pasien berada di inti praktik
keperawatan yang etis, menegaskan pentingnya dimensi moral dalam
memberikan perawatan berkualitas sekaligus memastikan pengalaman pasien
yang aman dan mendukung (Schneider et al.,, 2022).

Dalam menjalankan tugasnya, perawat diharapkan dapat menavigasi
kewajiban moral dan hukum, termasuk menghormati hak-hak pasien,
memperoleh persetujuan yang sah, serta mengelola kesalahan klinis untuk
mencegah tindakan pengabaian (Taghipour et al,, 2022) dan (Soylar et al., 2022).
Pedoman etika, seperti yang diberikan oleh International Council of Nurses,
menjadi rujukan penting dalam membantu perawat mengatasi dilema etika,
sementara komite etika di rumah sakit juga memainkan peran strategis dalam
mendukung pengambilan keputusan etis (Pakkanen et al., 2022).

Meskipun etika telah menjadi bagian dari kurikulum keperawatan, masih
terdapat kelemahan dalam penekanan pada topik ini. Akibatnya, dilema etika
tetap menjadi tantangan yang sering dihadapi dalam praktik klinis (Schneider et
al, 2022). Pemahaman yang mendalam tentang etika keperawatan, yang
didukung oleh literatur dan panduan praktis, sangat penting bagi perawat untuk
secara efektif mengadvokasi pasien serta mempertahankan standar etika tinggi
dalam praktik profesional mereka (Taghipour et al, 2022); (Shirazi &
Sabetsarvestani, 2021).
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Studi menunjukkan bahwa sekitar 60-70% perawat secara rutin
menghadapi dilema etika dalam praktik klinis mereka. Situasi ini
menggarisbawahi signifikansi tantangan etika dalam profesi keperawatan ((Soylar
et al., 2022). Perawat sering berhadapan dengan konflik nilai, seperti menentukan
prioritas kebutuhan pasien dalam keterbatasan sumber daya, menghormati
keputusan pasien yang berseberangan dengan saran medis, atau menjaga
kerahasiaan dalam kerangka hukum dan sosial yang rumit (Pakkanen et al., 2022).

Kondisi tersebut menegaskan pentingnya pendidikan dan pelatihan etika
yang serius dalam keperawatan. Dengan pendidikan yang memadai, perawat
dapat dibekali kerangka berpikir etis serta keterampilan pengambilan keputusan
yang memungkinkan mereka menghadapi situasi-situasi tersebut secara
bertanggung jawab (Schneider et al., 2022)(Shirazi & Sabetsarvestani, 2021).
Upaya ini tidak hanya meningkatkan kompetensi profesional, tetapi juga
memperkuat posisi perawat sebagai pendukung utama dalam perawatan yang
berpusat pada pasien.

2. Definisi dan ruang lingkup pengambilan keputusan dalam praktik
keperawatan klinis.

Pengambilan keputusan dalam praktik keperawatan klinis merupakan
proses kompleks yang membutuhkan integrasi pengetahuan medis,
pertimbangan etis, dan preferensi pasien. Proses ini melibatkan berbagai aspek,
termasuk pengaruh budaya, sosial, dan ekonomi, yang tidak hanya memengarubhi
hasil keputusan tetapi juga memengaruhi keterlibatan pasien dalam perawatan.
Kompleksitas ini telah menjadi fokus berbagai penelitian yang menunjukkan
pentingnya keseimbangan antara pertimbangan teknis dan non-teknis dalam
pengambilan keputusan.

Sebagai contoh, penelitian Peimane et al, (2023) menyoroti bahwa
pelatihan interaktif dapat secara signifikan meningkatkan keterampilan
pengambilan keputusan klinis perawat, khususnya dalam situasi kritis seperti
ekstubasi di unit perawatan intensif (ICU). Temuan ini menunjukkan bahwa
intervensi berbasis pendidikan mampu meningkatkan kualitas pengambilan
keputusan dan, pada akhirnya, hasil pasien. Demikian pula, Chang et al (2023)
menguraikan peran shared decision-making (SDM) dalam pengelolaan kondisi
kronis seperti diabetes. Model pengambilan keputusan yang dipimpin oleh
perawat terbukti mampu meningkatkan keterlibatan pasien, pemahaman
terhadap pilihan pengobatan, dan penerapan terapi komplementer, sehingga
memperkuat pendekatan holistik terhadap perawatan pasien.

Lebih jauh, Martinez-Angulo et al (2023) menekankan pentingnya kualitas
pribadi dan karakteristik profesional dalam memfasilitasi pengambilan keputusan
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bersama pada pasien usia lanjut. Penelitian ini menggarisbawahi perlunya
komunikasi asertif dan pendekatan yang dapat mengatasi ketidakseimbangan
kekuatan, guna mencegah diskriminasi serta meningkatkan partisipasi pasien
dalam keputusan perawatan. Sementara itu, penelitian Kang & Cho (2023)
menunjukkan bahwa kepekaan moral dan profesionalisme merupakan elemen
esensial dalam meningkatkan kepercayaan diri mahasiswa keperawatan dalam
pengambilan keputusan etis. Penelitian tersebut menggarisbawahi pentingnya
pelatihan etika untuk menghasilkan perawat yang kompeten dan mampu
menghadapi tantangan pengambilan keputusan secara profesional.

Integrasi SDM dalam pengaturan perawatan kesehatan yang beragam,
sebagaimana dijelaskan oleh (Behshid et al., 2022.) dan Vogel et al (2023), juga
memberikan wawasan penting. Studi-studi ini menunjukkan bahwa hambatan
komunikasi dan dinamika kekuatan sering kali menjadi tantangan dalam
penerapan SDM, terutama dalam konteks budaya yang beragam dan perioperatif.
Namun, keduanya sepakat bahwa melibatkan pasien dalam proses pengambilan
keputusan dapat meningkatkan hasil perawatan serta menghormati otonomi
pasien.

Secara keseluruhan, temuan ini menegaskan bahwa meskipun
keterampilan teknis sangat penting, pengintegrasian faktor non-teknis dan
pertimbangan etis sama pentingnya dalam pengambilan keputusan keperawatan.
Penelitian lebih lanjut diperlukan untuk mengeksplorasi strategi integrasi yang
lebih baik dalam praktik keperawatan, guna mendukung perawatan yang
berpusat pada pasien serta menghormati nilai dan otonomi individu.

. Pentingnya pertimbangan etis dalam konteks pelayanan kesehatan.

Pengambilan keputusan dalam keperawatan klinis adalah proses kompleks
yang mengintegrasikan pengetahuan klinis, pertimbangan etis, dan preferensi
pasien, yang mengharuskan perawat untuk menyeimbangkan pengobatan
berbasis bukti (EBM) dengan otonomi pasien. Integrasi pemikiran kritis dan
keterampilan pengambilan keputusan klinis sangat penting bagi perawat untuk
memberikan  perawatan berkualitas tinggi, karena keterampilan ini
memungkinkan mereka untuk mengevaluasi situasi klinis secara efektif dan
membuat keputusan berdasarkan informasi yang meningkatkan hasil pasien
(Zainal et al, 2023). Namun, penelitian menunjukkan bahwa sering ada
kesenjangan dalam persepsi dan penerapan keterampilan ini di antara mahasiswa
keperawatan dan profesional. Misalnya, sebuah penelitian pada mahasiswa
keperawatan anestesi mengungkapkan persepsi yang tidak memadai tentang
pengambilan keputusan klinis dan efikasi diri, menyoroti perlunya program
pendidikan yang ditingkatkan (Albooghobeish et al., 2023). Demikian pula,
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penelitian di departemen darurat mengidentifikasi bahwa faktor-faktor seperti
gelar keperawatan dan jam kerja mempengaruhi pengambilan keputusan klinis,
menunjukkan bahwa pengembangan profesional dan manajemen beban kerja
sangat penting untuk meningkatkan kemampuan pengambilan keputus (Abu
Arra et al, 2023). Simulasi kesetiaan tinggi telah terbukti meningkatkan proses
pengambilan keputusan analitis di antara mahasiswa keperawatan, menekankan
pentingnya pelatihan praktis dalam mengembangkan keterampilan ini
(Abdulmohdi & Mcvicar, 2023). Selain itu, ada korelasi positif antara pengetahuan
perawat perawatan kritis dan peran pengambilan keputusan mereka, terutama
dalam mengelola pasien yang berventilasi mekanis, menggarisbawahi perlunya
pendidikan dan pelatihan berkelanjutan di bidang klinis tertentu (Mohammed &
Ebrahem, 2022). Secara keseluruhan, membina lingkungan yang mendukung
dialog berkelanjutan dengan pasien dan strategi komunikasi yang jelas sangat
penting untuk menghormati otonomi pasien dan mencapai hasil pengobatan
yang optimal (Zainal et al., 2023) dan (Mohammed & Ebrahem, 2022).
4. Tujuan dan fokus bab ini

Bab ini bertujuan untuk memberikan pemahaman yang lebih mendalam
mengenai bagaimana prinsip-prinsip etika keperawatan diterapkan dalam
pengambilan keputusan klinis. Fokus utama bab ini adalah untuk
mengidentifikasi dan mengeksplorasi tantangan-tantangan etika yang dihadapi
perawat dalam praktik sehari-hari, serta menawarkan panduan praktis dalam
menghadapi dilema etika. Selain itu, bab ini juga akan membahas berbagai model
pengambilan keputusan yang dapat membantu perawat membuat pilihan yang
tepat dalam situasi klinis yang penuh tekanan dan kompleks

B. Prinsip-Prinsip Etika dalam Keperawatan

Prinsip-prinsip etika menjadi landasan utama yang membimbing perawat
dalam pengambilan keputusan klinis. Kelima prinsip etika yang paling sering
dijadikan acuan adalah otonomi, benevensi, non-malefisens, keadilan, dan
kerahasiaan. Setiap prinsip ini tidak hanya berperan dalam menjamin kualitas
perawatan, tetapi juga dalam memastikan hak-hak pasien dihormati dan dilindungi.
1. Otonomi: Menghormati otonomi pasien dan persetujuan yang

diinformasikan.

Otonomi, yang menekankan penghormatan terhadap hak pasien untuk
membuat keputusan secara mandiri berdasarkan informasi yang memadai,
merupakan elemen esensial dalam praktik keperawatan. Perawat memiliki
tanggung jawab untuk memastikan bahwa pasien memahami berbagai pilihan
pengobatan serta risiko dan manfaat yang mungkin timbul, sehingga keputusan
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yang diambil benar-benar didasarkan pada persetujuan yang terinformasi
(Ghasemi, 2022).

Penerapan dalam pengambilan keputusan keperawatan: kasus pasien yang
terdiagnosis penyakit kronis, perawat harus memastikan bahwa pasien
memahami seluruh pilihan perawatan yang tersedia, termasuk konsekuensi dan
potensi efek sampingnya. Perawat juga harus mendiskusikan manfaat dan risiko
dari masing-masing opsi secara terbuka, memberi waktu bagi pasien untuk
bertanya dan memastikan bahwa keputusan yang diambil adalah hasil dari
pemahaman yang menyeluruh.

. Beneficiensii: Bertindak demi kepentingan terbaik pasien.

Prinsip manfaat (beneficence) menuntut tindakan yang senantiasa
mengedepankan kepentingan terbaik pasien. Hal ini menjadi inti dari setiap
pelayanan kesehatan, khususnya saat pasien tidak memiliki kapasitas untuk
mengambil keputusan sendiri. Prinsip ini juga berkaitan dengan upaya
peningkatan kesejahteraan fisik dan mental pasien (Cheraghi et al., 2023).
Penerapan dalam pengambilan keputusan keperawatan: kasus pasien yang tidak
mampu membuat keputusan karena kondisi medis yang berat, perawat harus
mengambil keputusan berdasarkan apa yang mereka yakini adalah terbaik untuk
pasien. Misalnya, jika seorang pasien tidak dapat memberikan persetujuan karena
kehilangan kesadaran, perawat harus mengandalkan pedoman medis dan etika
untuk memastikan tindakan yang diambil akan memberikan manfaat terbesar
bagi pasien.

. Non-Malefisens: Tidak merugikan - pertimbangan keselamatan pasien.

Non-maleficence, atau "tidak merugikan," menegaskan bahwa perawat
harus menghindari tindakan yang berpotensi membahayakan pasien, baik melalui
kesalahan pemberian obat maupun kurangnya pemantauan terhadap efek
samping. Dengan demikian, prinsip ini memastikan bahwa setiap intervensi medis
tidak memperburuk kondisi pasien (Ilkafah et al., 2023).

Penerapan dalam pengambilan keputusan keperawatan: etika pasien
memiliki alergi terhadap obat tertentu, perawat harus memastikan bahwa obat
yang diberikan tidak akan menimbulkan reaksi alergi. Perawat juga harus
memantau kondisi pasien secara berkala untuk mengidentifikasi tanda-tanda
efek samping yang merugikan, serta segera melaporkan dan menghentikan
penggunaan obat jika ditemukan reaksi yang berbahaya.

. Keadilan: Perawatan yang adil dan setara untuk semua pasien.

Keadilan menekankan pentingnya kesetaraan dalam pemberian perawatan
kesehatan. Prinsip ini menuntut agar setiap pasien menerima akses yang sama
terhadap layanan kesehatan tanpa memandang latar belakang sosial, ekonomi,
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atau budaya. Hal ini menjadi semakin signifikan dalam pengelolaan sumber daya
yang terbatas, di mana prioritas perlu diberikan secara adil (Schneider et al., 2022).
Penerapan dalam pengambilan keputusan keperawatan: Sebagai contoh, dalam
situasi di mana sumber daya terbatas, seperti ketika ada keterbatasan tempat
tidur di unit perawatan intensif (ICU), perawat dan tim medis harus membuat
keputusan berdasarkan prinsip keadilan untuk memastikan bahwa setiap pasien
mendapatkan perawatan yang adil dan tepat, dengan mempertimbangkan
tingkat keparahan kondisi mereka dan peluang untuk pemulihan. Dalam hal ini,
keadilan mengharuskan perawat untuk membuat keputusan yang tidak memihak
dan berdasarkan kebutuhan medis pasien.
5. Kerahasiaan: Menjaga privasi dan kepercayaan.

Kerahasiaan, sebagai bagian dari kode etik keperawatan, menekankan
pentingnya menjaga informasi pribadi pasien. Perawat bertanggung jawab untuk
melindungi data pasien dari akses pihak yang tidak berwenang, sehingga
membangun dan mempertahankan kepercayaan antara pasien dan tenaga
Kesehatan (Manderius et al., 2023).

Penerapan dalam pengambilan keputusan keperawatan: perawat harus
memastikan bahwa informasi medis pasien tidak dibagikan dengan pihak lain
tanpa izin pasien, kecuali dalam keadaan darurat atau sesuai dengan peraturan
yang berlaku. Perawat juga harus memastikan bahwa catatan medis pasien
disimpan dengan aman dan hanya dapat diakses oleh pihak yang berwenang.

C. Peran Perawat dalam Pengambilan Keputusan Klinis

1. Gambaran umum tentang peran perawat dalam tim kesehatan.

Perawat memiliki peran yang sangat krusial dalam tim perawatan
kesehatan, bertindak sebagai penghubung utama antara pasien dan sistem
layanan kesehatan. Tugas perawat tidak hanya sebatas memberikan perawatan
langsung kepada pasien, tetapi juga mencakup pengambilan keputusan klinis,
pemantauan kondisi pasien, serta pemberian dukungan emosional kepada pasien
dan keluarga mereka. Kolaborasi yang efektif di antara perawat dalam sebuah tim
sangat penting untuk meningkatkan keselamatan pasien dan hasil perawatan
secara keseluruhan. Sebuah penelitian yang dilakukan di Punjab Institute of
Neurosciences menunjukkan  pentingnya komunikasi dan  kolaborasi
antarprofesional dalam meningkatkan efektivitas tim keperawatan (Pervaiz et al.,
2024).

Dalam situasi darurat, seperti serangan jantung, perawat memainkan peran
kunci dalam mendeteksi tanda-tanda awal, melakukan intervensi segera, dan
memberikan perawatan yang tepat. Tindakan ini secara signifikan dapat
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mencegah komplikasi serius atau kematian pasien (Batista & Osses, 2024). Selain
itu, dalam pengelolaan penyakit kronis seperti hipertensi, perawat memiliki
kontribusi besar dalam proses skrining, pencegahan, dan pemeliharaan kondisi
pasien. Upaya ini terbukti mampu meningkatkan prognosis serta kualitas hidup
pasien (Santos et al., 2024).

Komunikasi yang baik antara perawat dan anggota tim medis lainnya,
termasuk dokter, adalah fondasi dari kolaborasi yang efektif. Pelatihan bersama
antarprofesional telah direkomendasikan untuk meningkatkan interaksi dan kerja
sama dalam tim medis (Stychno & Kulczycka, 2023). Selain itu, perawat juga
berperan dalam memastikan kualitas layanan kesehatan dengan mematuhi
standar profesional, yang tidak hanya menjamin keselamatan dan efektivitas
perawatan tetapi juga berkontribusi pada pengurangan biaya kesehatan dan
peningkatan hasil perawatan pasien (Velickovi¢, 2023). Secara keseluruhan, peran
multifaset yang dimiliki perawat dalam tim kesehatan menegaskan kontribusi
signifikan mereka dalam mendukung perawatan pasien serta efisiensi sistem
pelayanan kesehatan secara menyeluruh.

Contoh Kasus:

Seorang pasien pascaoperasi jantung terbuka mengalami penurunan
tekanan darah yang signifikan. Perawat yang pertama kali mengidentifikasi
perubahan ini segera melaporkan temuannya kepada dokter bedah dan anggota
tim medis lainnya. Melalui komunikasi yang cepat dan efektif, tim medis
memutuskan untuk segera memberikan cairan infus dan obat penstabil tekanan
darah. Tindakan sigap perawat dalam melaporkan kondisi pasien secara langsung
berkontribusi terhadap keberhasilan stabilisasi kondisi pasien, sekaligus
mencegah komplikasi serius yang mungkin terjadi.

. Dampak keputusan perawat terhadap hasil perawatan pasien.

Perawat memegang peranan sentral dalam pengambilan keputusan klinis,
di mana setiap keputusan yang diambil memiliki dampak langsung terhadap hasil
perawatan pasien. Tugas-tugas seperti penilaian pasien yang akurat, pemberian
obat, dan pemantauan respons terapeutik merupakan aspek penting dalam
mendukung pemulihan pasien dan mencegah komplikasi. Penerapan prinsip
"Enam benar" dalam pemberian obat menjadi kunci untuk meminimalkan
kesalahan medis yang dapat berakibat fatal, seperti reaksi alergi atau keracunan
obat. Penelitian menunjukkan bahwa tingkat pendidikan dan pengalaman
perawat memiliki pengaruh signifikan terhadap kepatuhan terhadap prinsip ini,
yang menggarisbawahi pentingnya pembelajaran berkelanjutan dalam
meningkatkan kualitas perawatan (Machelia et al., 2024).
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Sebagai bagian integral dari sistem kualitas perawatan kesehatan, perawat
bertanggung jawab untuk memastikan bahwa standar profesional diterapkan
secara konsisten. Hal ini tidak hanya meningkatkan keamanan dan efektivitas
perawatan tetapi juga membantu menurunkan biaya perawatan kesehatan
sekaligus meningkatkan hasil pasien (Velickovi¢, 2023). Dalam konteks perawatan
yang berpusat pada pasien, otonomi dan otoritas perawat dalam pengambilan
keputusan semakin berkembang. Hal ini memungkinkan perawat untuk
merancang rencana perawatan yang dipersonalisasi serta bekerja sama secara
efektif dalam tim interdisipliner (Riffat, 2023).

Namun, tantangan seperti kurangnya sumber daya dan beban kerja yang
tinggi sering kali menyebabkan terlewatnya beberapa aspek perawatan. Hal ini
dapat berdampak negatif pada hasil pasien, seperti peningkatan risiko cedera
tekanan atau kesalahan pengobatan (Jackson, 2023). Dalam pengelolaan pasien
dengan kanker, misalnya, perawat mendukung pengambilan keputusan pasien
melalui penilaian geriatrik dan advokasi terhadap preferensi pasien, meskipun
batasan waktu kerap menjadi kendala(Komatsu & Komatsu, 2023). Oleh karena
itu, menciptakan lingkungan kerja yang mendukung perawat dalam membuat
keputusan klinis yang cepat dan tepat waktu menjadi hal yang sangat penting.
Dukungan ini tidak hanya berkontribusi pada peningkatan keselamatan pasien
tetapi juga meningkatkan kualitas keseluruhan pelayanan kesehatan.

Contoh Kasus:

Seorang pasien pasca-bedah dengan risiko infeksi tinggi memerlukan
pemberian antibiotik profilaksis tepat waktu. Namun, seorang perawat yang
terlambat memberikan obat tersebut akibat kurangnya pemahaman tentang
urgensi waktu pemberian, menyebabkan infeksi berkembang hingga
memperburuk kondisi pasien dan memperpanjang masa rawat inap. Dalam kasus
ini, keputusan perawat yang tidak tepat berdampak negatif terhadap hasil
perawatan pasien, sesuatu yang sebenarnya dapat dicegah dengan perhatian
yang lebih baik terhadap detail dan pengelolaan waktu pemberian obat.

D. Dilema Etika dalam Pengambilan Keputusan Keperawatan

Dalam praktik keperawatan, dilema etika kerap muncul akibat adanya konflik
antara prinsip-prinsip etika yang berbeda, keinginan pasien, keputusan medis, serta
kebijakan institusional. Situasi semacam ini menuntut perawat untuk menghadapi
berbagai kompleksitas yang memerlukan pertimbangan moral, hukum, dan
profesional secara menyeluruh. Keputusan yang diambil dalam menghadapi dilema
etika ini memiliki dampak yang signifikan, baik terhadap hasil perawatan pasien,
kesejahteraan emosional mereka, maupun hubungan antara pasien dan tim medis.
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Salah satu contoh dilema etika yang sering terjadi dalam keperawatan adalah
konflik antara prinsip-prinsip etika, seperti otonomi pasien dan kebijakan
kelembagaan. Dilema semacam ini biasanya ditemukan di unit perawatan intensif
(ICU), di mana perawat harus membuat penilaian moral dalam kondisi yang sering
kali dipengaruhi oleh situasi klinis pasien serta keterbatasan sumber daya organisasi
(Yazdimoghaddam et al., 2023)

Dalam konteks perawatan akhir kehidupan, dilema etika sering kali berkaitan
dengan perbedaan antara keinginan keluarga pasien dan rekomendasi medis.
Sebagai contoh, keluarga pasien mungkin meminta perawatan lanjutan yang intensif
meskipun prognosis pasien sangat buruk. Perawat dalam situasi ini harus mampu
menavigasi ketegangan tersebut dengan tetap menghormati keinginan keluarga
sekaligus mematuhi panduan medis yang ada(Arianto et al., 2022).

Keyakinan budaya dan agama juga dapat menjadi faktor yang memperumit
pengambilan keputusan etika. Salah satu kasus yang sering terjadi adalah ketika
pasien menolak prosedur medis tertentu, seperti transfusi darah, karena alasan
agama. Dalam kondisi seperti ini, perawat harus menemukan keseimbangan antara
penghormatan terhadap keyakinan pasien dan tanggung jawab profesional mereka
untuk memastikan keselamatan pasien(Wang & Song, 2023).

Pandemi COVID-19 memberikan tantangan etika baru yang lebih kompleks,
terutama terkait dengan kelangkaan sumber daya dan risiko infeksi yang tinggi bagi
tenaga kesehatan. Perawat dihadapkan pada kebutuhan untuk membuat keputusan
sulit di tengah situasi yang penuh ketidakpastian. Kondisi ini menekankan
pentingnya kerangka kerja etika yang jelas dan kuat untuk membimbing perawat
dalam situasi seperti ini (Soylar et al., 2022).

Kemampuan perawat untuk mengelola dilema etika menjadi sangat penting
dalam menjaga etika profesional. Sebagai advokat pasien, perawat bertugas
memastikan bahwa keputusan yang diambil menghormati nilai-nilai dan
kepercayaan pasien, sekaligus tetap menjunjung tinggi standar keselamatan dan
kualitas perawatan (Taghipour et al., 2022). Situasi-situasi kompleks ini menuntut
perawat memiliki keterampilan penalaran etis yang tinggi serta dukungan
institusional yang memadai untuk membantu mereka mengatasi ketegangan moral
yang sering kali menjadi bagian tak terpisahkan dari peran mereka (Taghipour et al.,
2022) dan (Soylar et al., 2022).

. Model dan Kerangka Pengambilan Keputusan Etis

Pengambilan keputusan etis dalam keperawatan adalah proses multifaset
yang mengintegrasikan pengetahuan medis dengan prinsip-prinsip etika untuk
mengatasi dilema dalam praktik klinis. Berbagai model, seperti Model Empat Kotak,
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memberikan pendekatan terstruktur dengan mengkategorikan pertimbangan ke
dalam fakta medis, nilai-nilai pasien, masalah etika, dan aspek hukum, memastikan
keputusan menghormati hak dan martabat pasien sambil menjadi efektif secara
klinis(Smajlovi¢, 2023)]. Proses penyelesaian dilema etika melibatkan beberapa
langkah, termasuk mengidentifikasi masalah etika, mengumpulkan data yang
relevan, menganalisis alternatif tindakan, berdiskusi dengan pasien dan keluarga,
membuat keputusan, dan mengevaluasi hasil (Lasi¢ & Kalender Smajlovi¢,
2023).Pemikiran kritis dan penilaian klinis sangat penting dalam proses ini,
memungkinkan perawat untuk menganalisis situasi secara objektif dan menilai
keseimbangan antara manfaat dan risiko medis (Lechasseur et al, 2023) dan
(Taghipour et al., 2022).

Kolaborasi dengan pasien, keluarga, dan tim perawatan kesehatan
memperkaya pengambilan keputusan etis dengan menggabungkan perspektif yang
beragam dan memastikan keputusan diinformasikan dengan baik dan selaras
dengan praktik terbaik (Lasi¢ & Kalender Smajlovi¢, 2023) dan Schneider et al., 2022).
Pengembangan kompetensi etika sangat penting, dengan strategi pendidikan
menekankan metode pengajaran interaktif dan multimodal untuk meningkatkan
keterampilan berpikir kritis dan komunikasi di antara siswa keperawatan (Lechasseur
et al., 2023). Perawat di unit perawatan intensif, khususnya, menghadapi ketegangan
etika yang meningkat, menyoroti perlunya dukungan organisasi untuk mengelola
stres moral dan mempromosikan perawatan etis (Yazdimoghaddam et al,
2023).Secara keseluruhan, menumbuhkan kompetensi etika dan pengambilan
keputusan kolaboratif dapat meningkatkan hasil dalam praktik klinis dan
menjunjung tinggi etika profesional dalam perawatan (Lasi¢ & Kalender Smajlovic,
2023) dan (Taghipour et al., 2022).

F. Pertimbangan Hukum dan Profesional

Pengambilan keputusan klinis, pertimbangan hukum dan profesional
merupakan komponen mendasar yang memastikan setiap tindakan sesuai dengan
prinsip-prinsip etika dan ketentuan hukum yang berlaku. Aspek-aspek ini sangat
penting untuk memberikan perawatan yang bermutu dan menjaga keselamatan
pasien sekaligus melindungi tenaga kesehatan dari risiko hukum.

1. Aspek Hukum
Pertimbangan hukum dalam praktik keperawatan tidak dapat diabaikan,
terutama di Indonesia yang memiliki regulasi khusus seperti Undang-Undang
Nomor 38 Tahun 2014 tentang Keperawatan. Undang-undang ini menekankan
pentingnya persetujuan berdasarkan informasi (informed consent) serta
dokumentasi yang komprehensif, yang berfungsi sebagai perlindungan hukum
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bagi pasien dan tenaga kesehatan (Humenna & Kalyniuk, 2023). Selain itu,
pengelolaan informasi pasien menjadi salah satu tantangan etis yang signifikan,
di mana profesional kesehatan harus menyeimbangkan aksesibilitas informasi
dengan privasi pasien. Panduan hukum dan etika diperlukan untuk menghadapi
tantangan ini dengan benar (Firsanti et al., 2023).

Konsultasi etika klinis menjadi alat penting dalam mendukung profesional
kesehatan dalam menangani kasus-kasus kompleks. Konsultasi ini menyediakan
kerangka kerja yang membantu tenaga kesehatan membuat keputusan yang
sejalan dengan prinsip etika dan hukum ((Bozhidarova Georgieva, 2023). Oleh
karena itu, pengembangan kompetensi hukum di kalangan mahasiswa
keperawatan menjadi prioritas penting. Kompetensi ini mencakup pemahaman
mendalam tentang motivasi, aspek kognitif, dan keterampilan praktis yang
dibutuhkan untuk pengambilan keputusan etis dan legal yang efektif (Humenna
& Kalyniuk, 2023). Pendidikan yang mengintegrasikan hukum dan etika dalam
kurikulum keperawatan memiliki peran strategis dalam mempersiapkan tenaga
kesehatan untuk memenuhi tuntutan profesi secara bertanggung jawab dan etis
(Humenna & Kalyniuk, 2023).

2. Aspek Profesional

Keputusan etis yang diambil oleh perawat harus berlandaskan pada Kode
Etik Keperawatan yang ditetapkan oleh Persatuan Perawat Nasional Indonesia
(PPNI). Kode etik ini menggarisbawahi prinsip beneficence (berbuat baik), non-
maleficence (tidak merugikan), justice (keadilan), dan autonomy (menghormati
hak pasien) (Yuliarpan et al, 2024). Kompetensi profesional juga memegang
peranan penting. Jika seorang perawat merasa suatu kasus berada di luar
kapasitasnya, rujukan atau kolaborasi dengan tenaga kesehatan lain adalah
langkah yang tepat (Foster & Baglia, 2021). Kolaborasi interdisipliner menjadi
elemen penting dalam kasus-kasus kompleks. Pendekatan ini memastikan
keputusan yang diambil mempertimbangkan aspek klinis, etika, dan hukum
secara seimbang, memberikan hasil yang lebih optimal bagi pasien (Straub et al.,
2020).

3. Proses Pengambilan Keputusan Etis

Menghadapi dilema etika memerlukan pendekatan sistematis. Salah satu
kerangka kerja yang sering digunakan adalah Pendekatan Empat Kuadran atau
Kerangka Pengambilan Keputusan Moral, yang melibatkan analisis aspek medis,
hukum, etika, serta preferensi pasien. Kerangka ini membantu perawat
menavigasi prinsip-prinsip etika yang saling bertentangan dan memastikan
pengambilan keputusan yang terstruktur.
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Pendidikan berkelanjutan dalam bidang etika dan hukum sangat
dianjurkan melalui seminar, studi kasus, dan pelatihan praktis. Hal ini bertujuan
meningkatkan keterampilan pengambilan keputusan etis tenaga kesehatan
(Behshid et al., n.d.); (Lasi¢ & Kalender Smajlovi¢, 2023). Untuk kasus yang
memerlukan analisis mendalam, konsultasi dengan Komite Etika Rumah Sakit
(KER) menjadi langkah strategis. Komite ini dapat memberikan perspektif yang
beragam dan membantu menyelesaikan konflik etis secara efektif (Svantesson et
al., 2021).

Unit perawatan intensif sering kali menjadi tempat di mana dilema etika
terjadi, dipengaruhi oleh kondisi pasien dan kebijakan organisasi. Penalaran etis
yang kuat dan dukungan institusi diperlukan untuk membantu perawat
mengelola tekanan moral yang muncul (Yazdimoghaddam et al, 2023).
Pengambilan keputusan bersama antara pasien, keluarga, dan profesional
kesehatan adalah pendekatan yang mendorong perspektif holistik, memastikan
semua sudut pandang dipertimbangkan secara adil (Lasi¢ & Kalender Smajlovi¢,
2023).

4. Contoh Penerapan

Kerangka pengambilan keputusan etis membantu menavigasi situasi yang
kompleks, seperti konflik antara otonomi pasien dan manfaat perawatan.
Misalnya, pada kasus pasien dengan patah tulang pinggul yang rapuh, keluarga
sering menghadapi keputusan tergesa-gesa tentang operasi. Dalam situasi ini,
tenaga kesehatan dapat mempertimbangkan alternatif seperti perawatan paliatif,
sembari memastikan komunikasi yang jelas dan panduan etis dalam pengambilan
(Haslam & DePaul, 2019). Selain itu, alat digital untuk perawatan paliatif dan
dokumentasi keperawatan telah dikembangkan untuk mendukung tenaga
kesehatan. Alat ini membantu mendokumentasikan keputusan klinis secara lebih
terstruktur, memastikan bahwa aspek etis selalu dipertimbangkan (Antika et al,
n.d.) .Dokumentasi yang baik juga mendukung evaluasi perawatan, sehingga
meningkatkan kualitas layanan yang diberikan.

G. Pengambilan Keputusan Etis pada Populasi Khusus

Pengambilan keputusan etis pada populasi khusus, seperti anak-anak, lansia
(geriatri), dan individu dengan gangguan kesehatan mental, memerlukan
pertimbangan multidimensi yang mencakup prinsip etika bioetika, konteks hukum,
serta kondisi klinis. Prinsip-prinsip dasar seperti beneficence (berbuat baik), non-
maleficence (tidak merugikan), justice (keadilan), dan autonomy (otonomi) menjadi
landasan penting dalam proses pengambilan keputusan ini.
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1. Populasi Anak

Dalam kasus pediatrik yang melibatkan kondisi medis kompleks seperti
leukemia, pengambilan keputusan etis menjadi sangat krusial, terutama ketika
terdapat ketegangan antara otonomi orang tua dan kepentingan terbaik anak.
Prinsip beneficence, yang menekankan pentingnya bertindak demi kesejahteraan
anak, menjadi landasan utama dalam proses pengambilan keputusan tersebut
(Lim et al, 2023). Ketika orang tua menolak prosedur pengobatan yang
menyelamatkan nyawa, seperti kemoterapi, berdasarkan keyakinan agama,
tenaga medis dihadapkan pada dilema etika yang memerlukan pendekatan hati-
hati. Komunikasi yang empatik dan kolaborasi multidisipliner merupakan
pendekatan yang efektif untuk memberikan pemahaman kepada orang tua
mengenai manfaat pengobatan dan mengurangi potensi konflik(Sellaiah et al,
2023) (Birchley et al,, n.d., 2022).

Praktik pengambilan keputusan bersama (shared decision making), yang
melibatkan orang tua dalam proses pengambilan keputusan, dapat membantu
menyelaraskan rencana perawatan dengan nilai-nilai keluarga sambil tetap
memprioritaskan kesejahteraan anak. Namun, tingkat partisipasi orang tua dalam
pengambilan keputusan ini bervariasi, dan justifikasi etis terkait praktik ini dapat
berbeda antar profesional medis (Sellaiah et al., 2023). Dalam beberapa situasi,
intervensi hukum mungkin diperlukan untuk mengatasi keberatan orang tua dan
memastikan anak menerima perawatan medis yang diperlukan (Pearson et al.,
2021). American Academy of Pediatrics menyarankan agar pengawasan pihak
ketiga dilakukan dalam kasus-kasus semacam ini untuk melindungi kepentingan
anak (Pearson et al, 2021). Pengembangan pendekatan standar dalam
komunikasi dan pengambilan keputusan dapat meminimalkan ketegangan
antara orang tua dan tenaga medis, sehingga mendukung tercapainya
kepentingan terbaik bagi anak (Birchley et al., 2022). Integrasi prinsip etika yang
tepat, penghormatan terhadap nilai-nilai orang tua, dan perlindungan terhadap
hak-hak anak merupakan langkah-langkah penting dalam menangani kasus-
kasus yang penuh tantangan ini.

2. Populasi Geriatri

Pada populasi lansia, pengambilan keputusan etis sering kali dipengaruhi
oleh kondisi seperti demensia atau kompleksitas penyakit kronis. Substituted
Judgment Standard, yaitu keputusan yang didasarkan pada preferensi pasien
yang diketahui sebelumnya, sering digunakan untuk menghormati otonomi
pasien. Contohnya, pasien berusia 85 tahun dengan kegagalan organ ganda yang
sebelumnya menyatakan ingin menghindari perawatan invasif dapat dihadapi
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dengan tantangan pelaksanaan keputusan etis tersebut di lingkungan rumah
sakit (Andersson et al., 2022).

Namun, praktik ini sering kali terganggu oleh diskriminasi usia (ageism)
atau ketidakpekaan terhadap nilai-nilai lansia. Kompetensi etis tenaga kesehatan,
termasuk dokter dan perawat, sangat diperlukan untuk menghindari bias dan
memastikan bahwa keputusan yang diambil sejalan dengan nilai-nilai pasien dan
prinsip non-maleficence, yaitu menghindari intervensi yang tidak memberikan
manfaat yang berarti (Butranova et al, 2023). Proses ini juga memerlukan
keterlibatan aktif antara tenaga kesehatan, pasien, dan keluarga untuk
memastikan keputusan yang diambil benar-benar berpusat pada pasien.

3. Lingkup Kesehatan Mental

Pada individu dengan gangguan kesehatan mental, pengambilan
keputusan etis sering kali melibatkan dilema terkait kapasitas pasien untuk
membuat keputusan secara mandiri. Dalam kasus-kasus tertentu, prinsip
beneficence dan non-maleficence menjadi pedoman utama. Misalnya, pada risiko
bunuh diri, penahanan psikiatris darurat dapat diberlakukan untuk melindungi
pasien, meskipun ini dapat menantang prinsip otonomi(Manderius et al., 2023).

Pendekatan seperti Therapeutic Privilege, yaitu penundaan pemberian
informasi yang berpotensi berbahaya bagi pasien, sering kali digunakan untuk
mencegah risiko yang lebih besar (Haeusermann & Chiong, 2024) .Namun,
langkah-langkah koersif semacam ini menimbulkan ketegangan etis antara
mempromosikan kesejahteraan pasien dan menghormati hak-hak mereka,
sehingga membutuhkan panduan etika yang jelas (Manderius et al., 2023). Dalam
konteks yang lebih kompleks, seperti bunuh diri yang dibantu atau euthanasia,
isu etika yang berkaitan dengan martabat dan kapasitas pasien menjadi fokus
utama. Pendekatan kolaboratif, yang melibatkan tim multidisiplin dan keluarga,
sangat penting untuk memastikan bahwa keputusan dibuat dengan
mempertimbangkan semua aspek etis, hukum, dan klinis

H.Tantangan Etika dalam Pelayanan Kesehatan Modern

Integrasi teknologi canggih, seperti kecerdasan buatan (Al), ke dalam
pelayanan kesehatan telah membawa perubahan besar dalam cara perawatan
diberikan. Namun, perkembangan ini juga menimbulkan tantangan etika yang
signifikan, terutama terkait dengan otonomi pasien, privasi, dan keadilan akses
terhadap perawatan.

Kecerdasan buatan memainkan peran penting dalam pengambilan
keputusan klinis dengan meningkatkan efisiensi dan akurasi diagnosis. Namun, ada
risiko bias dalam algoritma AI yang dapat memengaruhi keadilan layanan,
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khususnya bagi kelompok yang kurang terwakili (Parchmann et al., 2024)(Farmer et
al., 2024). Dalam hal ini, perawat memiliki tanggung jawab untuk memastikan bahwa
keputusan berbasis Al tetap berfokus pada kebutuhan individu pasien. Transparansi
dan akuntabilitas dalam aplikasi Al harus diprioritaskan untuk menjaga kepercayaan
pasien terhadap teknologi ini (PR, 2024).

Telemedicine, yang semakin populer terutama di daerah terpencil, membuka
akses yang lebih luas terhadap layanan kesehatan. Namun, penggunaan teknologi
ini juga menimbulkan tantangan etika, seperti perlindungan privasi data pasien.
Perawat harus memiliki keahlian dalam protokol keamanan data untuk memastikan
bahwa informasi pasien tetap terlindungi dan tidak disalahgunakan (PR, 2024).

Selama pandemi COVID-19, keterbatasan sumber daya kesehatan
memperumit pengambilan keputusan etis. Perawat sering kali dihadapkan pada
situasi di mana mereka harus memprioritaskan pasien berdasarkan tingkat
keparahan kondisi atau peluang keberhasilan pengobatan. Dalam situasi ini,
keadilan dan manfaat harus seimbang. Solusi etis melibatkan pedoman yang
transparan serta dukungan dari komite etika untuk membantu dalam distribusi
sumber daya secara adil. Selain itu, komunikasi yang jelas dengan pasien dan
keluarga sangat penting untuk mengurangi kesalahpahaman dan membangun
kepercayaan (Carracedo et al., 2024).

Kebijakan kesehatan, seperti pembiayaan berbasis Diagnosis-Related Groups
(DRG), sering kali memberikan tekanan pada tenaga kesehatan untuk
mengutamakan efisiensi daripada kualitas perawatan. Kondisi ini menempatkan
perawat dalam posisi yang sulit, di mana mereka harus mengadvokasi kebutuhan
pasien sambil berusaha meminimalkan dampak negatif kebijakan terhadap praktik
klinis. Partisipasi aktif perawat dalam diskusi kebijakan menjadi sangat penting
untuk memastikan keseimbangan antara efisiensi dan kualitas perawatan (Ko et al.,
2024).

Kepemimpinan etis dalam keperawatan juga menjadi elemen kunci dalam
mengatasi tantangan ini. Pemimpin keperawatan sering kali menghadapi keputusan
yang memengaruhi moral staf dan kualitas layanan. Model kepemimpinan berbasis
nilai, seperti kepemimpinan transformasional, dapat menciptakan lingkungan kerja
yang mendukung, mendorong diskusi etis yang terbuka, dan membantu
menyelesaikan dilema etika secara efektif (Ko et al, 2024). Secara keseluruhan,
pelatihan berkelanjutan dalam teknologi digital, etika, dan advokasi kebijakan
menjadi sangat penting bagi perawat. Kompetensi ini memungkinkan mereka untuk
menghadapi tantangan yang kompleks dan tetap menegakkan standar etika dalam
perawatan kesehatan modern (PR, 2024).
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I. Mengembangkan Kompetensi Etika dalam Praktik Keperawatan

Kompetensi etika dalam praktik keperawatan merupakan elemen kunci yang
memastikan perawat tidak hanya mematuhi standar profesional, tetapi juga mampu
menghadapi tantangan etis yang kompleks dalam dunia medis yang terus
berkembang. Kompetensi ini mencakup pemahaman mendalam tentang prinsip-
prinsip etika, penerapannya dalam pengambilan keputusan klinis, serta
pengembangan sikap dan perilaku yang mencerminkan profesionalisme di setiap
aspek pelayanan kesehatan.

1. Pendidikan dan Pelatihan Berkelanjutan

Pentingnya Pendidikan Berkelanjutan dalam Pengembangan Kompetensi
Etika Perawat. Pendidikan berkelanjutan memainkan peran strategis dalam
mengembangkan kompetensi etika perawat, memungkinkan mereka
menghadapi skenario klinis yang kompleks dengan lebih percaya diri dan
profesional. Integrasi prinsip-prinsip etika seperti beneficence (manfaat), non-
maleficence (tidak merugikan), autonomy (otonomi), dan justice (keadilan) ke
dalam kurikulum pendidikan keperawatan sangat penting untuk membangun
pemahaman yang komprehensif tentang perawatan pasien. Salah satu
pendekatan efektif dalam pendidikan ini adalah pelatihan berbasis skenario klinis
yang melibatkan dilema etika dunia nyata. Metode ini membantu perawat
mengasah kemampuan analitis dan refleksi mereka, sehingga lebih siap
menghadapi tantangan praktik sehari-hari (da Silva et al, 2022)Selain itu,
penggunaan metode pendidikan inovatif seperti Arc of Maguerez telah terbukti
efektif dalam mendorong refleksi mendalam di kalangan tenaga kesehatan,
memperkuat pentingnya pendidikan berkelanjutan dalam pengembangan
profesional (da Silva et al., 2022).

Kemajuan teknologi medis, seperti kecerdasan buatan (Al) dan
telemedicine, menambah dimensi baru dalam tantangan etika. Oleh karena itu,
program pendidikan berkelanjutan harus mencakup pelatihan mengenai isu-isu
kontemporer, seperti perlindungan data pasien dan penggunaan teknologi
secara etis (Zarei et al., 2022). Platform pelatihan online juga telah menjadi solusi
yang menjanjikan, memberikan fleksibilitas dan efektivitas dalam pembelajaran,
serta meningkatkan kepuasan perawat terhadap proses Pendidikan. Namun,
keberhasilan program pendidikan berkelanjutan sering kali dihambat oleh
berbagai kendala, seperti kurangnya dukungan dari pemberi kerja. Hambatan ini
perlu diatasi untuk memastikan bahwa perawat dapat memaksimalkan manfaat
dari pelatihan tersebut (Zaitoun et al., 2023).

Secara keseluruhan, pendidikan berkelanjutan merupakan elemen vital
dalam meningkatkan kompetensi perawat, memastikan mereka tidak hanya
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mampu memberikan perawatan yang berkualitas tinggi tetapi juga etis. Dengan
pendidikan yang relevan dan berkelanjutan, perawat dapat lebih siap
menghadapi dinamika lanskap perawatan kesehatan yang terus berkembang.

. Pengembangan Kemampuan Pengambilan Keputusan Etis

Melatih perawat untuk membuat keputusan etis dalam situasi klinis yang
kompleks merupakan aspek fundamental dalam meningkatkan kualitas praktik
keperawatan. Salah satu pendekatan yang efektif adalah dengan menggunakan
model pengambilan keputusan etis yang sistematis, seperti model DECIDE. Model
ini mendorong perawat untuk mengikuti langkah-langkah yang terstruktur, yaitu:
mendefinisikan masalah, mengeksplorasi alternatif, mempertimbangkan hasil,
mengidentifikasi nilai-nilai, membuat keputusan, dan mengevaluasi keputusan.
Proses ini tidak hanya mendukung kompetensi etis tetapi juga sejalan dengan
kebutuhan praktik keperawatan di era modern.

Penelitian menunjukkan bahwa perawat di unit perawatan intensif sering
menghadapi dilema etika yang kompleks. Ketegangan dan konflik dalam
pengambilan keputusan kerap muncul akibat penilaian moral yang dipengaruhi
oleh kondisi pasien dan tekanan organisasi (Yazdimoghaddam et al., 2023). Untuk
mengatasi hal ini, strategi pendidikan yang menggabungkan metode pengajaran
interaktif dan multimodal telah terbukti efektif dalam mengembangkan
kompetensi etika di kalangan mahasiswa keperawatan. Pendekatan ini membantu
menumbuhkan pemikiran kritis dan keterampilan interpersonal yang penting
untuk menyelesaikan konflik etis (Lechasseur et al., 2023) .

Selain itu, terdapat hubungan yang signifikan antara pengambilan
keputusan etis dan perilaku profesional. Hal ini menegaskan bahwa program
pendidikan harus dirancang untuk meningkatkan keterampilan ini,
mempersiapkan perawat untuk menghadapi tantangan nyata di lapangan
(Behshid et al., n.d.). Baik mahasiswa maupun perawat profesional menunjukkan
kepekaan moral, yang menekankan pentingnya refleksi kritis dan kesadaran etis
dalam mengelola konflik etika (Schneider et al., 2022).

Namun, kesenjangan dalam pemahaman bahasa dan prinsip etika sering
kali ditemukan, terutama di antara pemimpin perawat. Kondisi ini
menggarisbawahi perlunya bahasa etika yang eksplisit dalam pendidikan dan
praktik untuk memfasilitasi refleksi etis yang lebih mendalam serta pengambilan
keputusan yang lebih terarah (Storaker et al., 2022). Dengan demikian,
mengintegrasikan model sistematis seperti DECIDE bersama strategi pendidikan
yang komprehensif dapat secara signifikan meningkatkan kemampuan perawat
untuk menavigasi kompleksitas etika secara efektif. Langkah ini tidak hanya
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memperkuat kompetensi etis tetapi juga mendukung perawat dalam
menjalankan peran profesional mereka dengan integritas dan kepercayaan diri.
3. Peran Mentor dalam Pengambilan Keputusan Etis

Mentoring memainkan peran strategis dalam mengembangkan
kompetensi etika di kalangan perawat, dengan menyediakan sistem dukungan
terstruktur yang memungkinkan perawat berpengalaman membimbing para
pemula dalam pengambilan keputusan berbasis etika. Hubungan mentoring ini
tidak hanya menumbuhkan sikap reflektif, tetapi juga memungkinkan peserta
untuk mengevaluasi dan belajar dari pengalaman mereka, baik dalam konteks
klinis maupun profesional.

Pentingnya mentoring telah diakui dalam berbagai bidang, termasuk
organisasi inovatif, di mana mentoring terbukti efektif dalam meningkatkan
keterampilan profesional dan memfasilitasi transfer pengetahuan (Doroshkevych
& Kit, 2024). Dalam pendidikan keperawatan, metode pengajaran interaktif dan
multimodal yang mencakup pendampingan telah menunjukkan keberhasilan
dalam mengembangkan kompetensi etika, pemikiran kritis, dan keterampilan
interpersonal di antara mahasiswa keperawatan (Lechasseur et al., 2023).

Pendampingan yang berfokus pada etika secara khusus memiliki peran
penting dalam mempromosikan perilaku etis di tempat kerja. Hal ini terbukti
dapat meningkatkan perilaku kewarganegaraan organisasi dan mengurangi
perilaku kerja yang kontraproduktif, melalui mediasi identitas moral dan efikasi
diri (Busch et al., 2023). Namun, mentoring dalam lingkungan berbasis data,
seperti penggunaan sistem analisis pembelajaran, menimbulkan tantangan baru.
Dalam konteks ini, mentor harus menavigasi isu-isu seperti keadilan, tanggung
jawab, transparansi, dan memastikan bahwa pilihan yang diberikan kepada
peserta tetap etis (Lee & Gargroetzi, 2023).

Pada konteks transisi profesional, seperti bidan yang baru memenuhi
syarat, pendampingan menjadi kunci untuk membantu mereka mencapai
otonomi profesional. Namun, efektivitas mentoring sering kali terhambat oleh
kurangnya pelatihan yang memadai untuk mentor dan keterbatasan sumber daya
yang tersedia (Simane-Netshisaulu et al., 2022). Secara keseluruhan, mentoring
merupakan komponen penting dalam mengembangkan dan memelihara
kompetensi etis perawat. Meskipun demikian, efektivitas mentoring dapat
dipengaruhi oleh berbagai tantangan sistemik, termasuk kurangnya pelatihan
mentor, kendala waktu, dan keterbatasan sumber daya. Oleh karena itu,
diperlukan dukungan kelembagaan yang lebih kuat untuk memastikan bahwa
mentoring dapat berjalan dengan optimal dan memberikan dampak positif yang
signifikan terhadap kompetensi etika perawat.

1 1 6 Bunga Rampai Etika dan Hukum dalam Manajemen Keperawatan



4. Membangun Kesadaran Etika dalam Praktik Sehari-hari

Kompetensi etis dalam keperawatan, khususnya dalam perawatan pasien
lanjut usia, melampaui pemahaman teoritis dan mencakup aplikasi praktis yang
menekankan kesejahteraan holistik pasien. Hal ini tidak hanya berfokus pada
aspek kesehatan fisik, tetapi juga mencakup dimensi psikososial dan emosional.
Kompetensi ini dapat dicapai melalui komunikasi yang efektif serta keterlibatan
aktif pasien dan keluarga dalam proses pengambilan keputusan.

Pendidikan dan pelatihan memiliki peran penting dalam mengembangkan
kompetensi etis di kalangan perawat. Salah satu metode yang efektif adalah
putaran etika, yang telah terbukti meningkatkan kemampuan etis tenaga
kesehatan dengan menumbuhkan sikap kritis dan pola pikir yang adaptif.
Pendekatan ini sangat penting dalam mengelola konflik moral, terutama di
lingkungan dengan keterbatasan sumber daya (Pennestri et al., 2023)

Selain itu, strategi pendidikan yang menggabungkan metode pengajaran
interaktif dan multimodal telah terbukti efektif dalam membangun kompetensi
etis mahasiswa keperawatan. Strategi ini membantu mengembangkan
keterampilan penting seperti komunikasi, kolaborasi, dan pemikiran kritis, yang
sangat diperlukan dalam praktik klinis (Lechasseur et al., 2023).

Kerangka evaluasi seperti Ethical Caring Competence Scale (ECCS)
menawarkan pendekatan yang andal untuk menilai kompetensi etis perawat.
Skala ini menyoroti pentingnya evaluasi yang terstruktur untuk memandu
perilaku etis dalam praktik klinis (Katayama et al., 2022).Selain itu, pendidikan
etika juga memainkan peran penting dalam mempersiapkan tenaga kesehatan
untuk mengenali dan menangani dilema etika. Dengan kemampuan ini, perawat
dapat mencegah dampak negatif, seperti kerusakan moral pada pasien, sekaligus
mengurangi tekanan moral yang dialami oleh pengasuh (Andersson et al., 2022).
Secara keseluruhan, pendekatan-pendekatan ini menggarisbawahi pentingnya
mengintegrasikan pelatihan kompetensi etika ke dalam pendidikan dan praktik
keperawatan. Dengan memastikan perawat diperlengkapi secara komprehensif,
mereka dapat memprioritaskan kesejahteraan pasien secara holistik, menghadapi
dilema etika dengan percaya diri, dan memberikan perawatan yang berkualitas
tinggi.

5. Penggunaan Teknologi Secara Etis

Integrasi kecerdasan buatan (Al) dan telemedicine dalam pelayanan
kesehatan memberikan peluang besar sekaligus tantangan yang kompleks dalam
aspek etika, khususnya bagi profesional keperawatan. Para perawat diharapkan
mampu menavigasi isu-isu seperti privasi, transparansi, dan otonomi pasien
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dalam konteks penggunaan teknologi ini. AI memiliki potensi untuk merevolusi
pelayanan kesehatan dengan cara meningkatkan akurasi diagnostik,
mempersonalisasi rencana perawatan, dan merampingkan alur kerja klinis. Hal ini
tidak hanya membantu meringankan beban kerja staf kesehatan tetapi juga
meningkatkan kualitas hasil perawatan pasien (Pap & Oniga, 2022)

Namun, kemajuan teknologi ini juga memunculkan persoalan etika dan
hukum yang signifikan. Salah satu isu utama adalah pentingnya mendapatkan
informed consent dari pasien, terutama di kalangan populasi rentan seperti anak-
anak dan lanjut usia. Kelompok ini sering kali menghadapi hambatan dalam
memahami dan memberikan persetujuan secara bebas karena keterbatasan akses
terhadap  teknologi atau kesenjangan literasi  digital  (Smallman,
2022);Hermansyah et al.,, 2023). Selain itu, tantangan privasi dan keamanan data
menjadi perhatian utama dalam penerapan Al di mana perlunya pedoman etika
serta kerangka hukum vyang jelas sangat ditekankan untuk memastikan
pengelolaan teknologi ini dilakukan secara bertanggung jawab (Hiwale et al.,
2023).

Dalam konteks keperawatan, penerapan Al dapat meningkatkan efisiensi
dan kualitas pelayanan, tetapi juga menghadirkan tantangan terkait akuntabilitas
dan kepercayaan. Oleh karena itu, penting untuk melibatkan perawat secara aktif
dalam proses desain dan regulasi sistem Al agar teknologi ini tetap sejalan
dengan nilai-nilai inti keperawatan (Nashwan & Abujaber, 2023). Telemedicine,
yang kini semakin didukung oleh teknologi seperti blockchain dan federated
learning, menawarkan solusi aman untuk layanan kesehatan jarak jauh. Namun,
integrasi teknologi ini memerlukan perhatian yang serius terhadap isu-isu privasi
dan keamanan pasien (H Mathews et al., 2023)

Lebih lanjut, penggunaan Al secara etis dalam pelayanan kesehatan
memerlukan evaluasi berkelanjutan dan pembaruan kode etik. Hal ini penting
untuk mengurangi risiko bias dan memastikan keadilan dalam praktik klinis,
terutama pada bidang psikologi, di mana penggunaan Al semakin luas (Pap &
Oniga, 2022). Dalam menghadapi perkembangan ini, pelatihan bagi tenaga
kesehatan untuk memahami dan menerapkan teknologi secara etis menjadi
kebutuhan mendesak. Tujuannya adalah mendukung pengambilan keputusan
yang adil, mempertahankan kualitas pelayanan pasien, dan memastikan Al serta
telemedicine diterapkan dengan bijaksana dan sesuai prinsip-prinsip etika
profesional.
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6. Pengambilan Keputusan Kolaboratif

Profesi keperawatan menempatkan kolaborasi sebagai elemen kunci
dalam pengambilan keputusan etis dan pemberian perawatan yang holistik.
Pendekatan kolaboratif melibatkan kerja sama antara perawat, dokter, psikolog,
dan pekerja sosial, memungkinkan tim kesehatan untuk mengatasi tantangan
kompleks dalam pelayanan kesehatan serta meningkatkan hasil pasien. Dalam
peran ini, perawat tidak hanya mematuhi standar profesional tetapi juga
berkontribusi secara signifikan terhadap kesejahteraan dan keselamatan pasien
melalui keterlibatan aktif dalam upaya peningkatan kualitas yang berkelanjutan
(Velickovié¢, 2023).

Evolusi keperawatan menjadi profesi yang sangat terampil dan otonom
menekankan perlunya perawat memiliki pengetahuan mendalam dan
kompetensi yang memadai. Hal ini memungkinkan mereka untuk membuat
keputusan yang tepat sambil bekerja secara efektif dalam tim interdisipliner
(Palladino & Thapa, 2023). Penelitian menunjukkan bahwa kolaborasi yang baik
antara perawat dan dokter dapat meningkatkan kualitas layanan serta kepuasan
pasien. Persepsi positif terhadap perilaku kolaboratif di lingkungan rumah sakit
menegaskan pentingnya kerja sama antarprofesional (Dulahu et al., 2022).

Selain itu, integrasi peran klinis, akademik, dan penelitian sangat penting
untuk memajukan praktik keperawatan. Dengan memastikan terjemahan hasil
penelitian yang cepat ke dalam praktik, perawat dapat meningkatkan kualitas
layanan kesehatan secara keseluruhan (Furlong et al., 2023). Namun, terdapat
tantangan yang perlu diatasi, seperti kebutuhan akan pelatihan khusus dan
kurangnya keakraban dengan program spesialisasi. Tantangan ini menyoroti
pentingnya pendidikan berkelanjutan dan pengembangan profesional untuk
memastikan perawat tetap kompeten dan dapat memberikan perawatan
berkualitas tinggi (Lazinica et al., 2023).

Secara keseluruhan, membina hubungan antarprofesional yang kuat dan
berinvestasi dalam pendidikan serta jalur karir keperawatan sangat penting untuk
mempertahankan tenaga kerja yang berkualitas serta meningkatkan pelayanan
kesehatan secara berkelanjutan (Furlong et al., 2023).

7. Refleksi Diri dan Evaluasi Praktik

Pengembangan kompetensi etika dalam keperawatan dapat ditingkatkan
secara signifikan melalui refleksi diri dan pengawasan klinis. Metode ini
memungkinkan perawat untuk secara kritis mengevaluasi praktik mereka,
menyelaraskan keputusan klinis dengan prinsip-prinsip etika, dan meningkatkan
profesionalisme.
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Strategi pendidikan yang menggabungkan metode pengajaran interaktif
dan multimodal telah terbukti efektif dalam membangun kompetensi etika,
termasuk keterampilan berpikir kritis dan kolaborasi yang sangat penting untuk
pengambilan keputusan etis (Lechasseur et al., 2023). Selain itu, Ethical Caring
Competence Scale (ECCS) memberikan kerangka kerja yang andal untuk menilai
kompetensi etika, menggarisbawahi pentingnya alat evaluasi terstruktur dalam
membimbing perilaku etis di lingkungan klinis (Katayama et al., 2022).Pendidikan
etika juga memainkan peran penting dalam mempersiapkan tenaga kesehatan
untuk menghadapi dilema etika dan mencegah tekanan moral. Penalaran etis dan
pengambilan keputusan berbasis prinsip menjadi esensial untuk mengelola
tantangan etika dalam praktik keperawatan (Andersson et al., 2022).

Pandemi COVID-19 telah mendorong adaptasi ke platform e-learning,
yang terbukti mampu memfasilitasi diskusi dan refleksi etis melalui forum daring.
Pendekatan ini berkontribusi pada pengembangan kompetensi etika mahasiswa
keperawatan dengan mendorong eksplorasi dan artikulasi pemahaman mereka
terhadap isu-isu etika yang kompleks (Mercurio et al,, 2021). Keseluruhan temuan
ini menggarisbawahi pentingnya mengintegrasikan praktik reflektif dan
pengawasan klinis dalam pendidikan keperawatan. Langkah ini memberdayakan
perawat untuk membuat keputusan yang etis dan seimbang, memastikan
kesejahteraan pasien, dan menjunjung tinggi standar profesionalisme dalam
pelayanan kesehatan.

8. Menghadapi Tantangan Etika pada Populasi Khusus

Kompetensi etis dalam keperawatan, terutama ketika berhadapan dengan
populasi khusus seperti anak-anak, orang tua, atau pasien dengan gangguan
kesehatan mental, membutuhkan pemahaman yang bernuansa tentang prinsip-
prinsip etika dan kebutuhan unik kelompok-kelompok ini. Pelatihan dalam
kompetensi etika sangat penting, karena memungkinkan perawat untuk
menavigasi konflik moral dan mempromosikan perubahan dalam pengaturan
perawatan. Misalnya, dalam perawatan lansia, tantangan etika lazim karena
meningkatnya permintaan dan sumber daya yang terbatas, memerlukan sesi
pelatihan yang ditargetkan untuk meningkatkan keterampilan profesional
perawatan dalam mengenali dan mengatasi masalah moral (Pennestri et al,
2023). Dalam lingkungan akademik, mengembangkan kompetensi etika di antara
mahasiswa keperawatan sangat penting, dengan metode pengajaran multimodal
terbukti efektif dalam menumbuhkan pemikiran kritis, komunikasi, dan
keterampilan interpersonal, yang sangat penting untuk mengatasi dilema etika
dalam populasi pasien yang beragam(Lechasseur et al., 2023). Perawat di unit
perawatan intensif sering menghadapi tantangan etika, di mana penilaian moral

1 20 Bunga Rampai Etika dan Hukum dalam Manajemen Keperawatan



dipengaruhi oleh kondisi klinis pasien dan kendala organisasi, menyoroti perlunya
dukungan organisasi untuk mengelola ketegangan etis (Yazdimoghaddam et al.,
2023).

Pandemi COVID-19 telah memperlihatkan berbagai tantangan etika yang
signifikan dalam profesi keperawatan, terutama terkait alokasi sumber daya yang
terbatas dan keseimbangan antara tugas perawatan dengan kebutuhan
pemeliharaan diri. Di Ethiopia, petugas kesehatan garis depan sering kali
dihadapkan pada dilema etika dalam merationing komoditas kesehatan penting,
seperti ventilator dan tempat tidur rumah sakit, yang sangat diperlukan untuk
merawat pasien COVID-19. Situasi ini menuntut pengambilan keputusan yang
berfokus pada prinsip-prinsip etika untuk memastikan distribusi sumber daya
yang adil (Melaku et al., 2023).

Hal serupa terjadi di Filipina, di mana sumber daya penyelamat jiwa yang
terbatas, seperti ventilator mekanis, menciptakan tantangan etika dalam alokasi.
Meskipun prinsip memaksimalkan manfaat sering menjadi prioritas, kebutuhan
untuk memperhatikan populasi yang rentan juga mendesak. Hal ini menunjukkan
pentingnya transparansi dan keterlibatan masyarakat dalam proses pengambilan
keputusan untuk menciptakan kepercayaan dan keadilan dalam distribusi sumber
daya (Fernandez, 2023).

Selain itu, perawat di seluruh dunia menghadapi tantangan psikososial
yang mendalam selama pandemi. Ketiadaan alat pelindung diri yang memadai,
beban kerja yang berlebihan, serta pengalaman traumatis menyaksikan
banyaknya kematian pasien menjadi faktor utama yang memicu stres, kelelahan,
dan kecemasan di kalangan perawat (Iddrisu et al., 2023). Di Slovakia, dampak
pandemi bahkan menyebabkan banyak perawat mempertimbangkan untuk
meninggalkan profesi mereka, akibat kombinasi antara kelebihan pekerjaan dan
ketidakpuasan terhadap kompensasi finansial yang diterima (Putekova et al.,
2023).

Untuk mengatasi tantangan-tantangan ini, diperlukan strategi
komprehensif yang mencakup pemberian konseling rutin, dukungan psikologis,
dan pengembangan strategi sumber daya manusia yang berorientasi pada
peningkatan ketahanan dan kesiapan dalam menghadapi situasi darurat di masa
depan. Implementasi program dukungan ini bertujuan tidak hanya untuk
melindungi kesejahteraan perawat, tetapi juga memastikan keberlanjutan standar
perawatan yang etis dan berkualitas tinggi (Iddrisu et al., 2023; Putekova et al.,
2023).

Pandemi COVID-19 telah memperlihatkan berbagai tantangan etika yang
signifikan dalam profesi keperawatan, terutama terkait alokasi sumber daya yang
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terbatas dan keseimbangan antara tugas perawatan dengan kebutuhan
pemeliharaan diri. Di Ethiopia, petugas kesehatan garis depan sering kali
dihadapkan pada dilema etika dalam merationing komoditas kesehatan penting,
seperti ventilator dan tempat tidur rumah sakit, yang sangat diperlukan untuk
merawat pasien COVID-19. Situasi ini menuntut pengambilan keputusan yang
berfokus pada prinsip-prinsip etika untuk memastikan distribusi sumber daya
yang adil (Melaku et al., 2023).

Hal serupa terjadi di Filipina, di mana sumber daya penyelamat jiwa yang
terbatas, seperti ventilator mekanis, menciptakan tantangan etika dalam alokasi.
Meskipun prinsip memaksimalkan manfaat sering menjadi prioritas, kebutuhan
untuk memperhatikan populasi yang rentan juga mendesak. Hal ini menunjukkan
pentingnya transparansi dan keterlibatan masyarakat dalam proses pengambilan
keputusan untuk menciptakan kepercayaan dan keadilan dalam distribusi sumber
daya (Fernandez, 2023).

Selain itu, perawat di seluruh dunia menghadapi tantangan psikososial
yang mendalam selama pandemi. Ketiadaan alat pelindung diri yang memadai,
beban kerja yang berlebihan, serta pengalaman traumatis menyaksikan
banyaknya kematian pasien menjadi faktor utama yang memicu stres, kelelahan,
dan kecemasan di kalangan perawat (Iddrisu et al., 2023). Di Slovakia, dampak
pandemi bahkan menyebabkan banyak perawat mempertimbangkan untuk
meninggalkan profesi mereka, akibat kombinasi antara kelebihan pekerjaan dan
ketidakpuasan terhadap kompensasi finansial yang diterima (Putekova et al,
2023).

Untuk mengatasi tantangan-tantangan ini, diperlukan strategi
komprehensif yang mencakup pemberian konseling rutin, dukungan psikologis,
dan pengembangan strategi sumber daya manusia yang berorientasi pada
peningkatan ketahanan dan kesiapan dalam menghadapi situasi darurat di masa
depan. Implementasi program dukungan ini bertujuan tidak hanya untuk
melindungi kesejahteraan perawat, tetapi juga memastikan keberlanjutan standar
perawatan yang etis dan berkualitas tinggi (Iddrisu et al., 2023) ; (Putekova et al.,
2023).

Secara keseluruhan, pandemi COVID-19 telah menyoroti kebutuhan
mendesak akan pendekatan strategis dalam mengelola tantangan etika dalam
keperawatan. Dengan menyediakan kerangka kerja yang transparan, berbasis
prinsip etika, serta dukungan yang memadai bagi perawat, sistem kesehatan
dapat lebih siap untuk menghadapi krisis serupa di masa depan, sekaligus
mempertahankan komitmen terhadap nilai-nilai keadilan, kesetaraan, dan
kepedulian terhadap pasien (Morley et al., 2023).
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J. Glosarium

Etika Keperawatan: Kode moral yang membimbing perawat dalam pengambilan
keputusan klinis, mencakup prinsip otonomi, beneficence, non-maleficence,
keadilan, dan kerahasiaan.

Beneficence: Prinsip etika yang mengharuskan tindakan perawat untuk selalu
mengedepankan kepentingan terbaik pasien, meningkatkan kesejahteraan fisik dan
mental mereka.

Non-Maleficence: Prinsip etika yang menegaskan pentingnya tidak melakukan
tindakan yang dapat merugikan pasien.

Otonomi Pasien: Hak pasien untuk membuat keputusan tentang perawatan mereka
sendiri berdasarkan informasi yang memadai dan persetujuan yang diinformasikan.
Shared Decision-Making (SDM): pengambilan keputusan yang melibatkan perawat
dan pasien secara kolaboratif untuk menentukan rencana perawatan.

Teknologi Kesehatan: Inovasi seperti kecerdasan buatan (Al) dan telemedicine yang
mendukung pelayanan kesehatan tetapi memerlukan pertimbangan etika dan
hukum.

Kode Etik Keperawatan: Panduan profesional yang ditetapkan oleh organisasi
keperawatan untuk memastikan standar etika dalam praktik.

Komite Etika Rumah Sakit (KER): Tim yang bertugas memberikan panduan dalam
menyelesaikan konflik etika dalam pelayanan kesehatan.

Substituted Judgment Standard: Metode pengambilan keputusan berdasarkan
keinginan pasien yang diketahui sebelumnya.

Therapeutic Privilege: Hak profesional kesehatan untuk menunda pemberian
informasi kepada pasien jika dianggap dapat membahayakan kondisi mereka.
Perawatan Holistik: Pendekatan yang mencakup aspek fisik, psikologis, sosial, dan
spiritual dalam perawatan pasien.

Pandemi COVID-19: Wabah global yang menimbulkan tantangan etika baru,
seperti alokasi sumber daya terbatas dan perlindungan tenaga kesehatan.

Refleksi Diri: Proses evaluasi praktik oleh perawat untuk meningkatkan
profesionalisme dan kepatuhan terhadap prinsip etika.

K. Kesimpulan

Etika keperawatan memiliki peran penting dalam pengambilan keputusan
klinis, membantu perawat menghadapi dilema etika dengan mempertimbangkan
prinsip-prinsip moral dan hukum. Proses pengambilan keputusan dalam praktik
keperawatan memerlukan keseimbangan antara pengetahuan medis, hak pasien,
dan standar profesionalisme untuk memastikan kualitas perawatan yang optimal.
Pendidikan dan pelatihan etika yang berkelanjutan menjadi faktor kunci dalam
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membekali perawat dengan keterampilan analitis serta pengambilan keputusan
yang etis. Selain itu, kolaborasi antarprofesional dan dukungan kelembagaan
diperlukan untuk memperkuat kompetensi etis perawat dalam menghadapi
tantangan klinis yang kompleks. Dalam praktiknya, penerapan prinsip-prinsip etika
seperti otonomi, keadilan, beneficence, dan non-maleficence harus diintegrasikan
ke dalam setiap aspek layanan kesehatan guna meningkatkan keselamatan pasien
serta menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan dalam perawatan.
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Sinopsis

Bunga Rampai Etika dan Hukum dalam Manajemen Keperawatan adalah
sebuah karya yang mengupas berbagai aspek penting mengenai etika dan hukum yang
harus diperhatikan oleh perawat dalam memberikan pelayanan kesehatan. Buku ini
terdiri dari tujuh bab yang membahas topik-topik yang sangat relevan dengan praktik
keperawatan modern, termasuk hak pasien, tanggung jawab hukum perawat, serta
etika dalam pengambilan keputusan klinis. Setiap bab dirancang untuk memberikan
wawasan yang mendalam bagi perawat dan tenaga medis lainnya dalam menjalankan
tugasnya dengan penuh tanggung jawab dan profesionalisme.

Di dalamnya, pembaca akan menemukan pembahasan mengenai implementasi
hak pasien dalam pelayanan keperawatan, dengan fokus pada cara melaksanakan hak-
hak tersebut di rumah sakit dan hambatan yang mungkin dihadapi. Selain itu, buku ini
juga menyoroti tanggung jawab hukum perawat, risiko hukum yang mungkin timbul,
serta perlindungan hukum bagi perawat dalam praktik sehari-hari. Tak ketinggalan,
bab tentang informed consent, perawatan paliatif, serta perlindungan privasi dan
kerahasiaan pasien memberikan gambaran lengkap tentang bagaimana etika dan
hukum saling terkait dalam memberikan pelayanan yang bermartabat kepada pasien.

Buku ini juga menyajikan berbagai tantangan yang dihadapi oleh perawat,
seperti dilema etika dalam pengambilan keputusan klinis dan peran perawat dalam
menjaga kerahasiaan pasien. Dengan menggunakan studi kasus dan analisis praktis,
buku ini memberikan gambaran nyata tentang bagaimana etika dan hukum diterapkan
dalam konteks keperawatan. Diharapkan, buku ini dapat menjadi sumber referensi
yang bermanfaat bagi perawat, mahasiswa keperawatan, dan tenaga medis lainnya
dalam meningkatkan pemahaman mereka terhadap pentingnya etika dan hukum
dalam profesi keperawatan.
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Bunga Rampai Etika dan Hukum dalam Manajemen Keperawatan adalah
sebuah karya yang mengupas berbagai aspek penting mengenai etika
dan hukum yang harus diperhatikan oleh perawat dalam memberikan
pelayanan kesehatan. Buku ini terdiri dari tujuh bab yang membahas
topik-topik yang sangat relevan dengan praktik keperawatan modern,
termasuk hak pasien, tanggung jawab hukum perawat, serta etika dalam
pengambilan keputusan klinis. Setiap bab dirancang untuk memberikan
wawasan yang mendalam bagi perawat dan tenaga medis lainnya dalam
menjalankan tugasnya dengan penuh tanggung jawab dan
profesionalisme.

Di dalamnya, pembaca akan menemukan pembahasan mengenai
implementasi hak pasien dalam pelayanan keperawatan, dengan fokus
pada cara melaksanakan hak-hak tersebut di rumah sakit dan hambatan
yang mungkin dihadapi. Selain itu, buku ini juga menyoroti tanggung
jawab hukum perawat, risiko hukum yang mungkin timbul, serta
perlindungan hukum bagi perawat dalam praktik sehari-hari. Tak
ketinggalan, bab tentang informed consent, perawatan paliatif, serta
perlindungan privasi dan kerahasiaan pasien memberikan gambaran
lengkap tentang bagaimana etika dan hukum saling terkait dalam
memberikan pelayanan yang bermartabat kepada pasien.

Buku ini juga menyajikan berbagai tantangan yang dihadapi oleh
perawat, seperti dilema etika dalam pengambilan keputusan klinis dan
peran perawat dalam menjaga kerahasiaan pasien. Dengan
menggunakan studi kasus dan analisis praktis, buku ini memberikan
gambaran nyata tentang bagaimana etika dan hukum diterapkan dalam
konteks keperawatan. Diharapkan, buku ini dapat menjadi sumber
referensi yang bermanfaat bagi perawat, mahasiswa keperawatan, dan
tenaga medis lainnya dalam meningkatkan pemahaman mereka terhadap
pentingnya etika dan hukum dalam profesi keperawatan.
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